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ABSTRACT

Long time before the World War II in many conditionally freed countries

used to be considered as an exceptional freed, but today that considerati
changing for all. Conditionally freed has been considered as a link in th
construction.

on has been
g prisoner’s

Today, the evidence of this conditionally freed is the mosEt important

problem in relation with the prisoner’s construction, it shows on the exis

ence of the

evidence in the United Nation congresses about Criminal Prevention and the
construction of the criminal’s actor that was held in 1970, 1975, 1980, donditionally
freed as an alternative of independence seizure criminal used to be the important topic

in the congresses.
Because of its importance of the conditionally freed as a

part of the

process of prison penalty, therefore, in this thesis, it will be described about today and

future formulation of conditionally freed policy.

The basic idea of the formulation of conditionally freed policy
the renewal of Indonesian criminal law. .

There is criticism on the application of the gift of the conditi
in Indonesia. The conditionally freed is given to prisoner that has throug

penalty period or at least of 9 months penalty period. It will not be given
that has death penalty and lifetime penalty. The arrangement of the ¢

freed is arranged in the Code of Criminal Law.
Based on the comparison of conditionally freed with another ¢
-not only given to the prisoner that has been punished for certain time exte
for the prisoner that has a lifetime penalty or death penalty.
Because of the difference of the application of conditionally
another country, consequently, it will need a renewal of the law. In the Co

is based on

onally freed
h 2/3 of the
to prisoner
onditionally

ountry, it is
nt, but also,

freed with
ncept of the

Code of Criminal Law Arrangement Year 2000, which is the kind o

f the death

penalty, is the worst punishment and should be given in a form of lifetime penalty or
penalty that contains of at least 20 years period as an alternative. The dgath penalty
could be given either in the conditionally form, with the attempt period, therefore, in

that period, the prisoner might consider their mistake then try to fix th
could discontinue the death penalty.

eir self that




ABSTRAK

Sebelum Perang Dunis I di banyak negara pelepasan bersyaral sering dianggap
sebagai pembebasan eksepsional, tefapi sekarang pandangan semacam it sudsh sams
sekali berubah. Pelepasan bersyarat telah merupakan suatu mata. rantai di dalam sistem
pembinaan harapidang.

Bukti bahwa pelepasan bersyarat ini pada sant ini merupakan masalah yang sangat
penting di dalam pembinaan narapidana, tampak pada adanya kenyataan bahwa pada
kongres-kongres PBB tentang I'encegahan kejabatan dan pembinsan para pelaku yang
digelengarakan pada tamm 1970, 1975, 1980, pelepasan bersyarat sebagai valah satn

alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan selaly menjadi bahun pembicarasn yang
penting,

Begitu arti pentingnya pelepasan bersyarat sebagai bagian dart pelaksanaan pida:}ﬁ. .

penjara sehingga dalam tesis ini akan diuraikan tentang bagaimana kebijukan formulasi
pelepasan bersyarat untuk sagt ini dan yang akan datang. .

Ide dasar  kebijakan formulasi pelepasan bersyarat ini didasarkan pada
pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terdapat kritik terhadap penerapan pemberian pelepasan bersyarat di Indonesia.
Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana vang telah menjalani 2/3 masa pidana
atan sedikit-dikitnya telah menjalani 9 bulan. Untuk narspidana vang dipidana mati dan
seune hidup tidak mendapatkaneya. Pengaturan pelepasan bergyarat diaiur di dalam Kitats
Undang-Undang Hukum Pidana. :

Berdasarkan perbundingan dengan negara-negara 'ain, pefepasen bersyarat tidak
hanya diberikan kepada narapidans yang dijanssi jangka wakin terentu saja melainkan
narapidana yang dijatubi pidana seumur hidup dan vang dipidana mati, ‘

Karena perbedaan penerapan pemberian pelepusan bersyarat dengan negara lain,
maka perlu adanya pembaharnan hukum, Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukom Pidana Tahun 2000 bahwa jenis pidana mati adalah vang, paling berat dan harus
selaly diancamkan secara altermatif dengan jenis pidana seumur hidup atan penjara paling
fama 20 tahun. Pidana mati dapat dijatuldan pala socara. bersyara, dengan memberikan
masa percobaan, sehingga dulam tenggang wakiu masa percobasn lereebut terpidana
diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak porhy dilaksanan,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, banysk negara baik yang b@ merdeka
maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang berusaha memperbaharui
hkumnya. Bagi negara-negara vang b'a.ru merdeka, usaha - pembaharuan tersebut
didagarkan pada alasan-alasan politik, sosiologis, maupun praktis. Alasan politik
dilandasi oleh pemikiran bahwa svatu negara yang merdeka harus mempunyai hukum
gendliri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki
adanya hvukum yang mencerminkan nifai-nilai kébudayaan dari suatu bangsa, sedangkan
alagan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara
jﬁiahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian
banyak tidak difahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini
discbabkan karena bissanya negara yang bars merdeka tersebut ingin menjadikan
bahasanya sendiri sebagai baﬁaszs. kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya
hanya dimiliki oleh geperasi yang mengalami penjajshan.” Hal ini juga dia.lﬁmi oleh
Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh, baik

hukum perdata, hukum administrasi mavpus hukum pidananya.

Y Sudarto, Fhoaum dan Hukum Pidana, Penerbit Alurni, Bandung, 1977, hal. 70.




Dalam bidang hukum pidana sejak lama telah dilakukan usaha-usaha unfuk
memperbaharui hukum pidana materiil {substantil), vang harug dilakukan bersama-sama
dengan bidang hulum yang lain, yakni hukum pidana formil (Hukem Acara Pidana) dan
hukum pelakeanaan pidana (Strafvollstreckungsgesetz). Semuanya Ini di dalam suatu
kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dagar 1945.

Selanjutiya dapat dikemukakan disini, bahwa pembangunan dalam bidang hukum
tersebut khususnya dalam hal ini pembangunan hukum pidena, tidak hanya mencakup
pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang
bergerak di dalam suatu mekanisine, tetapi harug pula mencakup pembangunan subtansial
berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-
peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang
mempengaruhi berlakinya sistem hukum, 2

Usaha pembaharuan hwkum pidana sampai gaat ini terus dilakukan dengan satu
fujuan wtama yakai menciptakan suafu kodifikasi hulon pidana nasional unfuk
menggantikan Wethoek van Strafrecht Voor MNederlands Indie 1918, yang merupakan
turunan dari Wethoek Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886. Pembaharuan hukum pidana
tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan
tiga masalah pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang
yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana Dalam hal yang terakhir , yakni
masainh pidana, terdapat suaty mosalsh yang dewnsa ini secira universal terue dicarikan
pemecahannya. Magalah tersebut adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana

perampasan kemerdekaan yang dalam perbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik

D Muladi, Lembaga Pidane Bersyarat, Alumni, 1985, Bandung, hal. 4




terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Diperbagai negara
termasuk Indonesia, terus diugsahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana
perampasan kemerdeknan antarm lain berupa pidann bersyarat dan pidana harta benda
migalnya denda

Pembaharan pemidanann tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan hukum
pidana di Indonesia sernakin ditumanisasikan dan diarshkan untuk memberikan surabangan
pada rasosialisasi dari pelaku tindak pidava. Dengan demikian pidana tidak lugi semata-
mata merupakan suatu penerapan penderituun tethadap terpidana, melainkan juga
terkandung nilai-nilai positif terutama melalui pembinaan perilaku dan ketrampilan selama
terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Salsh satu lembaga yang diciptakan dalam rangka mengurangi pelaksanaan pidana
penjara adalah berupa lembaga pelepasan bersyarat. Norma-Norma hulum pidana yang
menyangkut masalah pelepasan bersyarat tidek hanya dilibat sebagaimana  yang
dirumuskan tetapi akan ditinjan pula secara luas dalam arti bekerjanya di dalam
masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang: meznpexgmﬂxinya. Pelepasan
bersyarat mengandung pengertian suatu perbuatan/tindakan melepaskan terpidana  dari
dalam lembaga pemasyarakatan atas kewajiban menjalani pidana penjara pada suatu
tenggang waktu tersebut. Tengeang wakiu tersebut adaleh bagian akhir, dari masa
pidananya, |

. Pelepasan Bersyarat pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka pembaharuan
peniidanaan  di Indonesia, yang dirintis sejok diterbitkannya ordonantie op de
voordelijkelnvrejneidsteilling tanggal 1 Januari 1918 siaatblad 1917 No. 749 Jo.

sfaatblad 1926 No. 4482

D R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hidaun Pidana (KUHF), Politeia-Bogor




Sebelum perang Dunia X dibanyak negara masalah pelepasan bersyarat sering
dianggab sebagai pembebasan yang cksepsional, tetapi sekarang pandangan semacam iai
sudah sama sekali berubah, pelepasan bersyarat telah mervpakan mata rantai di dalam
gistemn pembinaan narapidana.

Pengembangan konsep pemidanaan terhadap terpidana dimasa lalu pada
prinsipnya telah berubah dewasa ini . Hal ini terlihat dari penerapan konsep lembaga
pemasyarakatan atan lapas yang merupakan pengeanti istilah © penjara “ yang m“rinya'lebih
menekankan pada aspek penjerasn atan tempat pembalasan atas perbuatan pidana
Berbeda halnya dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan konsep
pemidanaan yang lebih menitik beratkan pada aspek pembinaan terhadap narapidana
{napi) yaifu berupa pemberian bekal terhadap napi sebelum dikembaliken ketengah-tengah
magyarakat.

Berdasar Surat Edaran No. Kp.10.13/3/1 tanggal 8 Febmari 1965 tentang proses
pembinasn narapidana, dilaksanakan melalut empat tahap sebagar berikut :
fahap pertama : Pada tehap ini dilakukan penelitian terhadap naraptdana untuk
mengetahui bal ihwal yang bersangkutan.

Fakap edua @ Bilamana proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari
maga pidanya dan menurut Dewan Pembina Pemagyarakatan sudeh  terdapat
kemajuan(insyaf, disiplin, patuh terhadnp peraturan tata tertib), maka yang bersanghutan
ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan gistern keamanan mediuin (medium
security), dengan kebebasan yang lebil banyak.

Tahap ketiga : Bilamana proses pembinaan terhadap narapidana teiah berlangsung selama

setengah dari masa pidananya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah terdapat




cukup kemajuan, baik secara phisik, mental maupun ketrampilannya, maka dapat diadakan
asimilasi dengan masyarakat luar,

Tehap keempat : Bilamana proses pembinasnnya telah berlangsung selama dua pertiga
dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang
bersangkutan dapat diberiken pelepasan bersyarat, atas usul dari Dewan Pembina
Pemasyarakatan.?

Orientasi pembinaan terhadap narapidana di Lembapa Pemasyarakiatan fersebut
dimakeudkan untok memberikan  bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar
menginsyafi kesatahannnya agar menjadi insan yang berbudi hihur. Karenanya pelaksanaan
program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan antara narapidana yang
bersangkutan dan petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yéng menerima
kembali terpidana.  Dalam pembinaan narspidana di Lembaga Pemasyarakatan
diperiukan nilai tambak bagi setiap narapidana binaan, terntama dalam merubah sikap dan
tingkah 1aku yang baik dart terpidana selama masa berlangsungnya pembinaan.

Ukuran nilai tambah diberikan oleh petugas hukum selaku pembina narapidana dan
selanjuinya. hasil penilaian tersebut diusulkan oleh petugas hukum apabila narapidana
binamnya memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh keringanan pidana. Bentuk-
bentuk keringanan pidana bagi narapidana dapat berupa remisi, cuti biasa atan cuti
menjelang lepas muttak ataupun pelepasan bersyarat.

Menurut Roeglan Salf?h nelepasan bersyarat adalah  pihak terpidana telah
menjalani dua pertiga dari lamanya pidans penjara yang dijatubkan kepadanya, ‘sekurang-

kurangnya adalah sembilan bulan, maka padanya dapat diberikan pelepasan  bergyarat.

' R. Achmad 8. Soema di Pradia dan Romli Atmasasite, Sistem Pemasyarakatan hdonesia, ,
Penerbit Binacipta, Bandung, 1989, hal. 8.
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Apabila terpidana harus menjalani beberapa pidana berfurnt-tiwut maka pidana fersebut
dianggap gatu pidana. Dalam memberikan pelepasan bersyarat juga dibertkan suatu masa
percobaan. Masa percobaan itu masanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang
belum dijalani (gepertiga masa pidananya) ditambah satu tahon. Jika terpidana ada dalum
tahanan, masa wakty ite tidak termesuk masa percobaan. Inilah yang disebut dengan
pelepasan bersyarat, yaitu yang bagian skhir dari pidana tidak dijalankan.®

Pelepasan bersyarat merupakan bentuk pemidanaal yang harus dijalunt terpidana
di tuar Lembaga Pewasyarakatan , yang berupa suata masa percobasn selama sisa waktu
pidana penjara yang belum dijalaninya ditambah satu tahun. Mengingat masa percobaan
dalam rangka pemberian pelepasan bersyarat dijalankan oleh narapidana di luar LP
dengan tanpa pengawasan dan pembinaan secara langsung dari petugas hukum, sehingga
proses pemberian pelepasan bergyaral memerlukan persyaratan tertentu yaitn berupa
persyaratan administratif maupun hasil penilaian terhadap sikap dap perilaku napi yang
bersangkutan seluma mengikuti program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan,
sehingga dibarapkan dapat menyesuaikan diri dengan nilai kehidupan yang berlaku di
lingkungan masyarakat. Namun demikian dalam prakiek sering kali timbu) penyimpangan-
penyimpangan perilaku napi dari tujuan pembinaan yang digariskan terufama selama
menjalani masa percobaan pelepasan bersyarat . Dan terkadang juga pemberian
pelepasan bersyarat dirasakan adanya pembedaan,

Adapun arti penting program pelepasan bersyarat bagi narapidana tersebut timbul
karena adanya bekal pembinaan, pendidikan dan ketrampilan selama di dalam Lembaga

pemasyarakakatan yang antara lain meliputi 2

% Roestan Saleh, Stelsel Pidana ndonesia, Aksara Bary, Jakarta ; 1954, hat 67,
) achmad 8. Scemadipradja R dan Romli Atmasasmita, Op.Cit, hal 8.




a. Pelajaran bahwa dengan bekerja keras ia dapat menjamin hidupnya, sehingga ia tidak
perlu melakukan tindak pidana kejéhatan tagi.

b. Menanamkan kegairahan kerja yang hasi]nyajuéa dapat dinilonati sendiri.

e Memberikan keyakinan kepada dirinya, bahwa kelak apabila ia kembali hidup di

"'i‘engnh-tengnh mnéym'nkni secarn bebns akan tumbuh kesenangon mmfuk bekerja dan
menguasai keahliannya,

d. Lebih menghargai penghasilan yang diperoleh atas usaha dan jerih payshnva sendiri.

¢. Memberi rasa senang dan tenang bagi dirinya, karena dengan bekerja ia rousih dapat
memberi penghidupan bagi keluarganya.

f Hukuman yang dijalankannya tidak mempengaruhi sifatnya sebagai manusia yang harus
bekerja unfuk melangsungkan kehidupannya.

g. Tidak kehilangan rasa harga dirinya sebagai pencari nafkah bagi keperluan keluarganya.

b. Berkurangnya rasa dijauhkan dari kehidupan kelusrpanya, karens ia fetap dapat
berfungsi sebagai pencari nafkah bagi kebutuhan ketuarganya.

1. Raga tangengiawnbnya tm‘hﬁ.dap keluarganya tetap terpelihara, karena posiginva tetap
dapat terpenuhi.

j. Kemampuan menghidupi keluarganya akan tumbuh rasa tidak fersaing ditengah-tengah
ke..idupan keluarganya.

Berdasarkan lator belakang tersebut kiranya sangat beralasan masalah ** Pelepasan

Bersyarai Dalam Penegakan Hukum dan Pembaharuen Hulum Pidana di Indonesia
dijadikan bashan wntuk diteliti secara mendalam di‘ mana hasiloya dilapoerkan dalam

bentuk Tests.




B. Perumusan Masalah

Dalam usaha mengungkapkan data sebagai bahan Analicis tentang masalah
Pelepasan Bersyarat dalam Kebijakan Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hulomm Pidana
di Indonesia, maka permasalahan yang dikemulakan dalam penuligan ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pernmusan pelepanan bersyarat dalam peratiran perundang-
undangan pidana pada saat ini ?

2, Bagaimana kebijakan aplikasi pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan
pidana penjara guna menunjang hukum pidana ?

3. Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai pelepasan bersyarat daiam Hukum

Pidana yang akan datang?

D. Tujnan Penelitian

1. Untok mengetahui dun memuhami tentany kebijakan perunmsan  pelepasan bersyarat
dalam peraturan perundang-undangan pidana pada saat ing,

2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan aplikasi pelepasan bersyarat sebagai
bagian dari pelaksanasn pidana penjara.

3. Untuk mengetabui dan memshami kebijakan formulasi mengenai pelepasan bersyarat

dalam hubmm pidona yang akan datang,




. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukanf/input  tentang
pelaksanaan pelepasan bersyarat di Indonesia dan dapat menambaly wawasan bagi
lembaga pengambil keputusan tersebut.

2. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah perkembangan ilmu
Hukum pidana khususnya terhadap pengembangan masalah pemidanann dan kebijakan

pelaksanaan pidana yang pada masa-masa lalt karang mendapal perhatian,

I, Kerangka Konsepsional

Adanya perubahan secara global yang terjadi pada saat ini berdampak pula
terhadap sistem hukum, termasuk di dalamnya masalah kepastian hukum, penegakkan
hulem. Globalisasi harus dilihat sebagai suatu sistem, baik sebagai sistem abstrak yang
penuh dengan sistem nilai yang baru (value loaded], maopun sebagai sistem fisik dalam
bentuk mobilitas barang, orang dan jasa yang menpgunukan standar-standar balku vang
bersifat global; untuk itu sigtem hikum, baik struktur maupun substangi dan kultur hukom
havus disiapkan untuk menghadapinyn ”

Peraturan perundang-undangan masuk dalam  sub gistem substansi  hukun,
Perundang-undangan isi harus dirumuskan dalam suatu bentuk kebijakan {poficy} yang

sesuai dan tepat, dapat menampung banyak aspek global yang diperlukan, agar supaya

T Wuladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Sernarang, EP. Universitas
Diponegore, 1996, hal 67,




10

kebijakan tersebut mempunyai day.a guna bagi masyarakat, antara lain  member
perlindungan bagi masyarakat (social dejense).

| Pengertian kebijakan yang sesuai dengan pembahasan dalam penanggulangan
tindak pidana, diartiléan sebagai kebijakah keiminal, Menurut Sudarto kebijakan kriminal

mempunyai tiga arti, yaihu : .

1. Dalam arti sempit, kebijukan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hulann yang berupa pidana;

2. Dalam arti laas, kebijakan kriminal adalab keselurvhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas {diambil dari Jorgen Jepsen), ialah
keseluruhan kebijakén, yang dilalukan melalui perundang-undmmgan dan badan-badan
regmi, yang bertujnan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selain hal tersebut di ates belian juga mengemukakan definisi singkat bahwa
politik kriminal merupakan “ suatu usaha yang rasiomal dari magyarakat dalam
menanggulangi kejahatan, definisi ini diambil dari pendapat Marc Ancel. Sedangkan
menurut G Peter Hoethagels, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai
bagian dari kebijakan yang lebili luas yaifu : Kebijakan penegakan hulaum {Criminet
policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy).?

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk
maga yang akan datang dalam menghadapi atau menaggulangi masalah-masalah yang

berhubungan dengan kejuhatan. Tennasuk dalam perencannmn i alnh, disamping

& Barda Nawawi Arief, Bunga Ra mpai Kebijakan Fkum Pidana, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 1996, hal 57.




i1

merumuskan perbuatan-perbuatan apa vang seharusnya di_jadikm; tindak pidana, juga
menetapkan sanksi-sanksi apa yang scharusnya dikenakan terhadap i pelanggar ¥

Masalah sebab timbulnya kejahatan sebenarnya terletak di luar jangkanan hukum
pfdana, artinya sebab yang mendorong orang untuk berbual jahat adalah karena fakior
sosial ekonomi, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengangguran, taraf hidup vang
rendah dan berbagai persoalan berdimersi nasional,

Upaya penangguiangan kejmbatan hwus dilaksanakin secarn ststematis  dan
integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat [xocial defense)
serta upaya kesejahteraan masyarakat (socia/ weifirre), politik krimina! pada hakekatnya,
Juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atan upaya uﬁtuk
mencapat kesejahterasn sosial.

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dulam rangka

mensejahterakan  masyarakat (Socia! weifare policy) dan kebijakan perlindungan

. masyarakat (Social defense policy}. Kebijaksn pertindungan masyarakat dituangkan datam

I-feb‘i jakan keiminal yang dalam upayanya untuk mencapat fujnan menggunakan sarana penal
dan sarana non penal; sehingea kebijakan penal dan kebijakan non penal merupakan
bagian yang tidak terpisabkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk
mencapai kesejahteraan magyarakat atan dengan kata lain merupakan kebijakan integral.
Kebijakan hulum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum

terdiri atas tiga tahab yaitu +'%

? Barda Nawawi Arief, Kebiiakan Legisiatif dolam Penanggudangan Kizjahatan dengan
Pidara Penjara, Sernerang, BP Universitus Dipanegoro,1996, halarmen 2.

1% Barda Nawawi Arief s Beberapa Aspek Kebijakan Pencgakan dan Pengembangan
Huaan Pidens, Pandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 30,
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1. Tahap FormulatiffLegislatif yaitu tahap perumusan dan penetapan terhadap perbuatan
apa.saja yang dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang harus dikenakan;
2. Tahap Aplikatif/penerapan yaitu tohap menerapkan rumusan perundang-undangan yang
telah dibuat di tingkat legislatifformulatif
3. Tehap Eksekutiffadministratif yaitu tahap pelgksanaan hukim pidans.
Dari tiga tahap di atas, maka tahap yang paling strategis adalzh tahap
formulatifflegislatif karena pada tahap ini yang menentulean, merumuskan jenis perbuatan

apa saja yang dapat dikenai pidana serta sanksi apa yang scharusnya dijatuhkan terletak

pada tahap perundang-undangan.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat -

dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penangulangan kejahatan, secara
garis besar metiputj : '*
1. Perencanann atau Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan ferlarang apa yang akan
ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencansan/kebijaken tentang sanksi apa yang dapat dikenakas terhadap pelaku
perbuatan ferlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. Perencanaan/kebijakan tenfang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam
rangka penegakkan hukum pidana.
Menurut La-Pafra, “Crime Policy” dikatakan efektif apabila mampu mengurangi
kejahatan (reducing crime), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan
(prevention of crime) maupnn dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku

kejahaian ita sendiri(Rehabilitation of criminals).?

" Muladi den Bards Nawawi Ariel, Teor-Teori dan Kebjjakar Piduna, Bandung,
Alornni, 1998, hal 198,
) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Tbid hal, 199,




13

Undang-undang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan atan bersifat liminogen,
yang berakibat pula terhadap efektivitas pelaksanaan perundang-undangan itu sendiri.
Kebijakan penangulangan kejohatan tidak banyak mtinya apabila kebijakan sosial atan
kebijakan pembangunan itu gendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen atan
victimogen. Sehubungan dengan masalab ini, laporan komisi I Kongres PBB ke-6 yang
membicarakan “crime trend and crime prevention strategies” antara lain  menyebutkan

RE]

«..The correlation between development and increasing criminality could not
accepied as aprinciple...... development was not criminogenic per se, but could
become such if if was not rationally planned, disregarded culfural and moral
values an did not include integrated social defense srategies”, -

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai saleh satu faktor timbulnya

kejahatan, antara lain dikemukakan oleh JE.Sahetapy; di samping dikemukakan pula

ﬁdmﬁia faldor tain, vaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atan
tindak tanduk dari para pencgak hukum.'?

Menmnt Wolf Middendorf, bahwa kesehwuhan efektifitos peradilan pidana haruslah
memenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu 19

1. Adanya undang-undang vang baik (good fegisiation);

2. Pelaksanaan yang cepat dan tepat (guick and certain enforcement),

3. Pemidanann yang layak dan seragam (moderate and wriform sentencing).

9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya
Bakii, 1996, hal &

M Nuladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid, hal 200.

' Log Cit, hal 200.
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Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan
dapat ditempuh melalui kebijakan penal manpun kebijakan non-penal. Menurut G Peter
Hoefimgels, penangutangan kejahatan dapat ditenmpuh melalui : '@

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without crime);

¢. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media
massa{infuencing vi ew;s' of society on crimme and punisment/mass medic).

Menurut Barda Nawawi Ariel bahwa. faktor pe;iyebab terjadinya. kejahatan itu
sangaf kompleks dan berada di luar jangkavan hukum pidana, wajar kalan hukum pidana
memnunyai keterbatasan dalam menanggulanginya

Karena keterbatasan yang dimilikinya, diperlukan pula upaya non penal. Usaha non
penal ini dapat meliputi bidang yang sangat fuas sekali di sektor kebijakan sosial. Tujuan
utama dari usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namnn
gecara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang non-penal itn sebenarnya
mempunyai  kedudukan yang sangat sfrategis, memegmne posisi kunel yang harus
diintensifkan dan diefektifkan.'”

Mepurut Sudarto, secara kasar d.apnt dibedakan bahwa upaya penagentangan
kejahatan lewat jalwr “penal” lebih memtikberatkan pada sifat  “repressive”
{penindasan/pemberantasan/penmipansan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non
penal” lebih menitikberatkan pada gifat “prevenlive™

{pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.’®

1) Barda Wawawi Ariel, Runga Rampai Kebijakan BHbkum Pidana, Bundung, Citra Aditya
Bakti, 1996, hal 19.

YD Miuladi dan Bards Naveawi Acief, Teori-teori dan Kebifakan Pidana, Bandung,
Aharnrd, 1998, hal 152,

Baarda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Fkum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, hal 49. _
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Beberapa masalah ri
penyebab timbulnya kejahatan antara laiy :
L. Ketimpangan sosial;

2. Diskriminasi rasiat;
3.Standar hidup yang rendah;
4. Tingkat pendidikan vang renciah;

5. Pengangguran,

Menurut pendapat G.P.Hoethagels, untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang

ada, digunakan jatur “kebijakan sosial” (socia! policy). Kebijakan sosial pada dasarnya

adalah kebijakan atan upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,

jadi identik dengan kebijakan atay perencanaan pembangunan nasional yang meliputi

berbagai aspek yang luas dari pembangunan, %
Suaty kebijakan kriminal harus dapat mengintearasikon dun mengharmenisngikag

- ! P, . 3 r
selurub kegiatun prevent if yang nou-penal itu ke dalam suaty sister kegiatan negara yang

feratur dan terpads, )
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya snatu kebijakan yang digunakan

dalam pelepasan bersyarat “Pelepasan bersyarat atau pelepasan dengan perjanjian” ini

ang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-
syaratnya ialah, jika duwa pertipa lamanya hukuman vang sebenarnya dan dua pertipa
alani. Tempo yang dijalani waktn
ditahan sementsra dalam pemeriksann

pendahuluan tidak masuk dalam bilangan ini..

Sedangkan tujuan dari pelepasan bersyarat ini sama dengan pidana bersyarat yang terdapat

9} 1bid hal 54.

an kondisi sosial yang dapat merupalcan faktor kondusif
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pada pasal 14 a yaifu pendidikan bagi ferhukum yang diberi kesempatan unfuk
memperbaiki dirinya.

Dengan mengingat arti pentingnya pelepasan bersyarat, maka periu dilakukan
pengkajian dan penelitian untuk dapat menetapkan dan merumuskan kebijakun dalam
memberikan pelepasan bersyarat dalam penegaken hubaim dan pembaharuan hukum pidana

di Indonegia.

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan
Bertitik tolak dari judul dan permagalahan yang mendasari penelitian ini, maka
penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merapakan penelitian
untuk memecahkan masalah yang ada. pada masa sekarang dengan mengumpuikan data,
menyusun, mengklasifikasikan, menganalisie dan menginterprestasikannys. Pendekatan
yong digunakan dalam penelitian ini adalah penlelatan yuridis empiris , yang
bertumpu pada data primer (hasil penelitian di tapangan yaitu wawancara dengan
pefugas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane) dan data sekunder { Data dari
Kepustakaan yaitn Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Piduna _Tahun 2000 dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang,
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c. Populasi, Sample dan Tehnik Sampling,

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekalan yuridis-empirig, oleh karena ifu
populasi penelitian ini meliputi wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kedung Pane Semarang dan peraturan perundangan yang dapat diterapkan pelepasan
bersyarat, pendapat para pakar hukum serta skademisi. Adapun feknik sampling yang
digunakan adalzh Purposive Sampling, teknik ini dipilih atas dasar pertimbangan
wakfu, fenaga dan dana yang terbutas dan fujuan terfentu yang ingin dicapai dalam

penelitian int.

d. Tebmik Penéumpulm Data
Berdasarksn pendekatan ym:g‘ diperganakan dalam penelitian ini, maka teknik
pengumpuian data yang digunakan adalah :
- Studi Kepustakaan dan Dokumen
Data yang dikumpulkan adalah data sekinder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis
yang ferdiri davi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Di samping itu juga
| dipergunakan dokumen-dokumen pendukung.
‘ - Wawancara
Wawsancara dilakukan unttk melengkapi kajian Yuridis Empiris, terhadap para petugas
Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang guna untuk mengetahui upaya-upaya
non-penal yang telah, sedang dan akan dilakukan sebagai upaya kebijakan ;;;emberian
pelepasan bersyaraf,
- Penyajian dan Analiza Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian diidentifikasi serta dilakukan

kategorisasi. Analiza kualitatif adalah metode analisis yang pada dasrnya
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mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi,

analogi/interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berpikir yang digunakan adalah
metode deduktif, yaitu dengan berdasarkan pac‘a dasar-dasar pengetahuan yang bersifat

khusus. Dari hasil snalisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban

atas permasalahan vang nda.

G. Sistimatika penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab i mana maging-masing bab terdiri dari beberapa sub bab :

Bab II : Tinjausn Pustaka terdiri dari 5 sub bab, sub bab A. Perkembangan Teori

Tujuan Pemidanaan, sub bab B. Teori Tujuan Pemidanaan yé:xg Integratif
diterapkan di Indonesia, sub bab C. Perkembangan pidana penjara  dan
pelaksanaannya di Indonesia, sub bab D. Pengertian dan pengaturan masalah
pelepasan bersyarat di dalam Kitab Hukumn Undang-Undang Hukum Pidana, sub
bab E. Prospeksi Pengaturan Pelepasan Bersyarat di Indonesia.

Bab TI1 : Husil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari 4 gub bab ialah : sub bab A.

berisi tentang Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan, sub bab B.
Kebijakan Permmusan Pelepasan Bersyarst dalam Peraturan Perundang-
Undangan sazt ini, sub bab C. Aplikasi Pelepasan Bersyarat sebagal bagian

dari Pelaksanaan Pidana Penjara., sub bab D. Kebijakan Formulasi mengenai

Pelepasan Bersyarat dalam Huknm Pidana yang akan Datang,
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Bab IV : Penutup, dalam bab ini terdiri atas 2 sub bab yaifu @ sub bab A. kesimpulan

mengenai seluruh pembahasan dan permasalahan yang difeliti, sub bab B. saran

yang mungkin diberikan dari hasil penemuvan-penemuan di lapangan yang

dianggap bermanfant secara ilmiah,
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BABIT

TINJAUAN PUSTAKA

-

A. Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya {aspek-aspek sifat melawan
hukum, kesalahan dan pidana), akan selaly menarik perhatian, berhubung dengan sifat .dan
fingsinya yang istimewa. fingsi dari hukum pidana mempunyai fingsi ganda yaitu yang
primer sebagai sarana penangulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik
kriminal) dan yang sekunder ialah .scbagai sarana pengafuran tentang kentrol snéia!
sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat olch negara dengan alat
perlengkapannya. Dalam fingsi yang kedua ini fugas hukum pidana adalal policing the
police, yakni melindungi masyarakat dari campur tangan penguasa vang mungkin
menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar. ®

Masalah utamu yang terdapat dulam hukum pidana yaitu kejahatan, kesulahan dan
pidana.  Ketipn masalsh utama fersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang,
kesalahan, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang disncamkan
terhadap pelangaran larangan itu.

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana nasional, ketiga masalah tersebut
masing-masing mempunyai persoalan-persoalannya sendiri, vang #af sama lain berknitan
eral dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manosia. Masatuh pokok yang

pertama, ialah perbiatan yang dilarang, akan menyangkut persoatan kriminalisasi dan

#} Sudarto, Sumbangar: Kriminologi suntuk politik Fadoum Pidana { Dalam Hhdnun dan Bdm
Piderneg) | Aluminid, Bandung, 1977, hal 153-159,
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dekriminalisasi dengan segala svarat-syarat yang terkandung di dalamnya Masalsh pokok

 yang kedua mengandung persoalan-persoalan yang amat runit, misalnya saja tentang subyek

hukum pidana berupa korporasi dan  masalah strict  liability (muate  bentuk
pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan),?>

Menurut Roeslan Saleh, keragn-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semnkin
lebifv besar sehubungan dengan prakiek penyelengaraan  hukum pidana yang terlaly
normatif-sistematis. Dengan pendekatan yang demikian maka banyak bagian-bagian dari
informasi-informasi mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan saty sama lain
dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana, dan dengan masyarakat
gendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga  menimbulkan
keresahan 2

Menurut Van Bemmelen, bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut
pidananys, melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut
penegakan ketentuan-kefentuan tersebut, khususnyn dari sudut hukom acaranya, mmka kifa
tidak iagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Dalam hal ini kita akan sadar
baliwa perbuatun-perbustan terterda yang metawan hukoo, yaug tidak rmungkin diterima
oleh masyarakat akan telap teryadi sehingga selaly ada periniah daen larangan tersebut.
Sebaliknya pelauggaran-pelanggaran terhadap kefentuan-kefentuan tersebut akan terjadi dan
pemerintah tiduk akan membiarkan bilamana perlindungan terhadap pelanggaran itu berada
ditangan individu, Suatu alagan mengapa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa
hikum pidana dengan teliti memnjuk dalam hal-hal mana negara berhak bertindak terhadap
warga negara lewat jalan hukum acara pidana.

Sebenarnya ketelitian di dalam menetapkan norma-norma ini tidak hanya berkaitan

dengan hukum acara pidana, tetapi harus juga menjiwai setiap tahab konkretisasi hukum
pidana yang dimulai dengan proses kriminalisasi. Nigel Walker 2 menggariskan bahwa,

hukum pidana seyogyanya tidak dipergunakan vntuk tujusn tertentu atsm di dalam keadnan-

D Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni/1985/Bandurg, hal, 17,

2 Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalarn Fukum Pidana, Aksera Baru, Jakarta, 1 978, hal 12-
13,

) Muladi , Lembaga Fidana bersyaras ( Seperti dikutip dalern bukurya Me.J. M. Van
Betnmelen, Ons Strafrecht 3, HD. Tieenk Willink, Alphen aars ders, 1979, hal 21-22),

20 Muladi, Lembaga Pidang Bersyarat, { Seperti dikutip dalemn bulunya Wigel Watker,
Sintencing in a Rational Soeiety, Penguin Books, 1972, hal.43-52),
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keadaan tertentu, yakni untuk fujuan pembatasan, nstuk memidana tingkah laku yang tidak

2 . menimbulkan kerugian, untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain dengan

biaya murah, bilamana kerugian yang ditimbutkan karena pemidanaan lebih besar dari yang
ditimbutkan oleh kejahatannya sendiri, jangan melarang hal-hal yang tidak memperoleh
dukungan publik dan jangsn mengatur gesnatn vang tidak munékin dilaksanakan.

Terlepus dari apa yang dikemukakan olch Van Bemmelen dan Nigel Walker
tersebut, adalah suaty kenyatasn bahwa sampai saat ini pelji\lmlgau unfuk memberikun dasar
filosotis dari hmkum pidana terus berlangsung. Kimsus mengenai magsalah pidana sebagai
salah satu masalah pokok hukum pidana, persoatan yang sangat pentin_g ialah mengenai
konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana, sebagai
nsaha unfuk menjadikan pidana lebih fimgsional.

Untuk dapat memahami secara. luas teori-teori tentang tjuan pemidanaan ini, maka
tiik tolnk pembahasan harus dikaitkan dengan atiran-alivan di dalam hukim pidana, vakmi
aliran kiasik, aliran modern atau aliran positif dan atiran neo-kiasik,

Sebelum dibahas hubungan satara teori-teori tentang tujuan pemidansan tersebut
dengan aliran-aliran di dalam bukum pidana, maka perlu dibahas terlebit dohulu hakekat
dari pidana ity sendiri. Menurut Sudarto™ yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu. Selanjutnya Roeslan Saleh®® menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik,
dan ini benvqiﬁd, suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpakan negara kepada pembuat

delik itu. Sedangkan HL.A. Hart™” menyatakan bahwa pidana harus :

) sudarto, Hidwon Pidana 14,1975, hal 7.

*) Roeslan Saleh, Stelvel Piduana hidonesia, Aksara Bary, Jakaria, 1979, hal 3

) Nuoladi, Lembaga Pidana Bersyaras ( Seperti dikutip dalarn buburys FLI0A Hart,

. Prolegomenon to the Principles of Punisment, {dalam Staniey,E. Group : Thecries of Punishment), hal
5 7))
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Mengandung penderitaan atan konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atan disangka benar melakukan tindak
pidana; |

Dikenakan berhubung snatu tindak pidana yang melanggar ketentuan huknm;

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaky tindak pidana;

Dijatubkan dan dilakszanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatn sistern hukum
yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan cara perurausan yang dikermukakan oleh Flad, AN Rosy raenyatakan

bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

a.

b,

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hakum;

Dijatuhken dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sebubungan dengan tertib
hlum yang dilanggar;

Mengandung penderitaan atan paling tidsk konslmensi-konskuensi lain yang tidak
menyenangkan dan,

Menyatakan pencelaan terhadap si pelangear”;

Dari beberapa pengerlian dan ruang linckup “pusishment” tersebut dapat

disimpulkan, bahwa pidana selali mengandung unsur-unsur sebagai berijut :

a.

b.

.

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitasn atan nestapa atau akibat-
akibat lain yang tidak mienyenangka,

Diberikan dengan sengaia oleh orang atan budan yang mempunyai keknasaun{olch yang
berwenang); |

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana memurut Undang-

Undang. ®

%) Muladi, op eit, hal 23.
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Sehubungan dengan pengertian pidana fersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat
adanya perkembangan sanksi di dalam hokum pidana berupa tindakan. Di Indonesia
tindnkan ini diterapkan di dalam hal-hal tertenty, dengan syaral-syarat yang ditentulan
dalam Undang-Undang, di samping pidana vang sengajs. diterapkan sebagal penderitaan.
Tindakan-tindakan ini tentama diterapkan kepada saak-snak (pasal 45 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana™ )dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atan
tergangeu ( Pagal ini berdasar Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sudah dicabut).

Dalam hal ini anak yang sebelum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana dapat
dimasuldkan ke dalam rumah-rumah pendidikan negara (landsopvoedingsgesticht), yang
penyelenggaraannya'  diatur di dalam perafuran pendidikan negara

{(Dwangopvoedingregeling) ( 5. 1916 no.741). Di samping itu maxih banyal bentuk-bentuk

.. tindakan vang lain, yakni antara lain 3, 1936 no.160 yang memuat penempalan di tempat

bekerja (Landswerkingrichting) bagi penganggur yang malas bekerjn dan tidah mempunymn
mata pencaharian, serta menganggn ketertiban umum dengan mengemis, bergeladangan dan
berbuat asusila Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. tahun
1955} dikenal apa yang disebut dengan tindakan tala tertib (pasal 8).

Di Nederland pengaturan tindakan ini sudah dilakukan sejak mulai berlakunya WVS
Belanda 1886, dan kemudian menjadi lebih hangat dengan diciptakannya jenis tindakan
baru  bagi él'ang dewasa pada talun 1925, ijalah apa yang dinamakan
Terbeschikkingestelling van de regering.(t.b.r.}.*%

Tindakan-tindakan ini tidak dimakeudbkan untuk memperbaiki, menyembubkan, dan

mendidik orang-orfmg tertentu, guna melindungi masyarakat. Apabila toh sampat membawa

B g, Soesito, Kitab Undang-Undang Hikum Pidana (KUHF}, Politeia-Bogar.
) Sudarto, Sunti Dilema Dalam Fembaharian sistem Pidens, op cit, hal 16,
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penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksndkan. Dalam hal ini Van Bammelen®™ menyatakan,
bahwa pengaturan tindakan di samping pidana di negeri Belanda dilakukan sedemikian
rupn, sehingga pidana juga bertnjuan mendidik penjshat, sedangkan tindaken juga
membawa penderitaan karena hampir selafu disertai dengan perampasan kemerdekaan. Di
dalam hulum pidana untuk anak-anak {(Kinderstrafiecht) lebih sulit wntuk membedskan
antara sifat pidana dan tindakan.

Dalam hal ini tampak bahwa sanksi di dalam hukum  pidana  semakin
dihumanisasikan  dan dapat diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaba
resosiajisagi dari pelaku tindak pidanal Semantara pidana khususnya pidana perampasan
kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan jaman, jen.is sankst berupa
tindakan serta rehabilitasi narapidana. menjadi semakin dianggap penting korena dianggap
febih manugiawi. Bahkan terdapat pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin

mengadakan perombakan hulunr pidana secara total, vakni dengan menggantikannya dengan

' sistem tindakan,

Menrt Mare Ancel @ bahwa di benna Eropah kuun wakiu antara 1919-1939
merupakan saat kompromi antara afivan kiasik dan aliran positif, yang ditandai dengan
pengakuan tegislatif diberbagai negara. terhadap tindakan-tindakan preventif, sistem doalis,
individualisasi pembinaan narapidana dan pemberian hak kepada pengadilan untuk
mengadakan kebijaksanaan yang luas. Indonesia yung KUHP-nya merupakan turunan W.V.5
Belanda 1886 sejak semula menerapkan sistem dua jalur {Double tra.cﬁ gystern) dalwn

pengaturan sanksi. Sistem ini kemmnglinan besar akan tetap dipertahanken di dalam

N Muladi, Zembaga pidana Bersyaiat, (seperti dikutip dalam bukunya Van Bernnelen, Op oit,
bl 15,

3% puladi, Zembaga Pidana Bersyaral, (seperti dikutip dalamn bukunys Mare Ancel, Bocial
Defence A& Modern Approach Lo criminal problems,Routicdge &Kegan Paoul, London, 1963, hal 79),




pembaharuan hukum pidana nasional Tndonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya
tindakan-tindakan yang lebih terperinci, di samping pidana, di dalam Konsep Rancangan
Kitab Undang-Undang Hulkum Pidana baru tahun 2000. |
Pengaturan mengenai lindakan sebagai berikut
1. Tindakan yang dengan keputusan hakun dapat dijatubkan kepada mereka yang memenuhi
Retentuan dalam pasal yang memuat ketidakmampuan atan kekurangan kemampuan
bertanggung jawab ndalah
a. Perawatan di ramah sakit jiwa;

b. Penyerahan kepada pemerintah,

¥4

Tindakan yang dengan keputusan hakim dapat dijatubkan bersama-sama dengan pidana

adalah :
% Pencabutan surat ijin mengemuidi ;
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. Perbaikan akibal-akibat tindak pidana .
Jenis tindaksan ym.]g kedua tersebut masih akan ditambah dengan jenis-jenis yang
beruifat latihan kerja, rehabilitasi dan pengawasan dalam suam lembaga.

* Sebelum memasuki pembahasan tentang fujuan pemidanaan, di bawah ini akap
ditelagh qliran-aliran di dalam hulom pidana. Aliran-alivan ini berusaha untuk memperéleh
sistem hukum pidang vang praktis dan bermanfunt sesuai dengan perkembangan .pe.fsepsi
mmmsia tentang hak-hak asagi manusia.

Aliran yang perlama adalsh aliran klasik, yang muncnl sebagai realtsi terhadap
ancien regime yang arbitrair pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris, yavg banyak
menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamasn hulmm don ketidakadilan. Aliran klasik

ini terotama menghendaki hukess pidana vang lersusun  secara  sistenaty dan




menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang vang melakukan tindal pidana.
Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perb‘ualzm, perumusan undang-
wndang dan perbuatan melawan hulkm pidana. Perbuatan di sini diartikan secarn abstrak
dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dart orang yang melakulannya. Judi alivan ini
ingin mengobyeltifican hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaky. ™

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini pada awal timbuliya  sangat
membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan nkuran pemidansannya,
dikenallzh pada wakin itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (definile sentence)
yang sangat kaku (r#gid), seperti tertibat pada the French Penad Code 1791, Peranan hakim
di dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan oleh
undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas
fuktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu
atan keadnon-keadann khusus dari perbnatan yang dilakukan. Jadi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Perancis ini tidak membolehkan individualisasi di dalam penerapan pidana.

Cesare Boccaria, tokoh aliran klasik yang lahir di Ifalin pade fanggal 15 maret
1738, menulis sebuah essay yang sangat terkenal yakni Dei delitti e delle pene {1764) dan
diterbitkan unfuk pertama kali di Inggris pada tabun 1767 dengan judul On Crimes and
Punishment. Tulisan ini memberikan sumbangan yang besar di dalam pembaharuan
peradilan pidana dan sumbangan utama Beccaria yang dikatakan sebagai tema aliran klasile
actalah dokirin pidana harus sesuai dengan kejabatan. Sebagai konskuensinya, muka hukum
harus dirumuskan depgan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk
melakukan penafsiran, hanya badan pengundang-undang yang dapat menetapkan pidana,

yang juga heros dinmuskan secara tertulis dan fertutup bagi penafSiran oleh hakim.

3 piuladi, op cit, hal 29.
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Undang-undang harus diterapkan secara suma ferhadap semua orang, oleh karena itu tidak
dimungkiikan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata~mata merupakan alat und@g
mndang, yang hanya menenfukan salah  tidaknya seseorang dan kemudian menentukan
pidana, sehingga undang-undang menjadi kaku dan struktur,™

Tokoh Iain dari aliran klasik adalah Jeremy Betham (1748-1832), seorang filosof
Inggris yang diklasifikasikan sebagat pengant Utilitarian hedonist.

Salah saly leorinyi yang sangnt penting adalah yvang dinamakan Felicific calenlug.
Teori ini menyatakan bahwa munusia mernpakan mahluk rasional yang akan memilih secara
sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus
diteiapkan atan diberikan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada
kesenangan yang ditimbutken olelt kejahatan. Hal ini merupakan swnber pemikiran yang
menyatakan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatannyé, sebagaimana ditegaskan oleh
Becearia.

Aliran kedu.;x adalah aliran modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke
19. Pusat perhatian aliran ini adaloh sipembuat. Aliran sni disebut aliran positif’ karena
dalam mencari sebab kejahatin mengeunakan metode it alam dan bermsksud langsung
mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejaub ia masih dapat diperbaiki,

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihet secara abstrak dari sudut
yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara
konkrit bahwa dalwn kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak
pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor linglkungan kemasyarakatannya. Tadi aliran im

bertitik tolak pada pandangan determipisme untuk mengantikan “doktrin kebebasan

M Wuladi, Lembaga Pidana Bersyaral,(seperti dikulip dalam bukunya Beccaria, Op cit, hal
123), .




kehendak” . Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi
dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atan
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolalt pandangan pembalasan
berdagsarkan kesalahan harug diganti dengan sifat berbahaya si pembuat. Bentuk
pertangeungiawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat,
Kalm toh digunakan istilah pidana, maka menurni aliran ini pidana haru tetap
diorientasikan pada sifat-sifat pembuat. Jadi aliran ini menghendals adanya individualisast
pitdana vang bertujuan untuk mengadakan ragiosialisast si pembuat. Di sumping meratakan
jatan ontuk filsafut individualisasi, aliran modern juga memelopoyi pembinaan thmiah
terhadap tindakan pidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan béik Hn-ilnm alam
maupun mu-ilmu sosial >

Tokoh kedua dari aliran modern adalabh Ratluele Garofalo {1852-1934), seorang
gurn besar hukum pidann dari italia. Garofalo menyatakan, bahwa definisi hu&-nnn‘ duri
kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang harus dilakukan oleh pembuat undung-undang
terhadap tipe-tipe perilaky fertentu. Hal ini tidak dapat memberikan penjelasan kepada
mereka vang ingin meneari informusi lebih Lagut terhadap kejabatun, Untok wenerangkan
mengapa orang-orang berbuat jahat, ia mengusulkan suafu konsen kejahatan natured ™

Selanjutnya ia menyatakan, bahwa natural crime merapakan pengertian yang paling
jelas untuk mengegambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat herndab dinkmi
sebagai kejshatan dan ditekan melalni sarana borupa piddana,

Tekoh ketign dari aliran positif adalah Enrico Ferri (1856-1922). 12in menyatakan

bahwa seseorang dapal memiliki keconderungan bawaan menuju kejabatan, tetapi bilamana

) Muladi, Lembaga Fidarna Rersyarat (seperti dikutip de’ars bukurgs Slephen Schuler, FTheores
y " - bl

) n;" Criminology, New York, Random House, 1565, hal 123).

3 Muladi, Iembage Pidane Bersvarat {sepertt dikutip dalarn buburya Reid, Op cit, hat. 126
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ia hidop di linglungan yang baik ia akan hidup terns sampai akhir hayafuya fanpa melanggar
hukum pidana ataspun hulkum moral. 1a juga menolak dokirin indeterminisme dari aliran

klagik, sebab psikologi telah membuktikan bahwa perilaku seseorang meripskan hasil

inleraksi antara pergonalitas dan lingkungan sescorang. Ferri percaya bahwa kejahatan

tersebut datang. Tn mengemukakan suatu dali] yang disebut hukum kejenvhan penjahat { Zaw
of Criminal Saturation) , yang di dalam linglwngan gosial tertentu, sejumlah kejahatan
tertentu dapat dilnkukan,

Kongepsi moderat {reformist} dipeloport olel mare Ancel, yang menamaken
gerakannya sebagai defense socicle sonvelle (New Social defence) atay perlindungan
masyarakat barn. Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide  atan  konsepsi-konsepsi
perlindungan masyarskat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Menwrut Murc Ancel tisp musyarakal mensyaratkan adenya terlib sosial, yaita
seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan komunal, tetapi
inga harus sesnai puta dengan aspirasi warga masyarakal pada wnumnya Hal tersebut
merupakan kebutuhan yung tidak dapat dilindari oleh suate sistem hulnm dan dalam hal i
hukome pidana mempunyai peranasn yang besar. Perlindungan terhudap individa dan
masyarakat terganiung kepada perumusan yang tepat dari hukam pidana. Oleh karena ity
gigtem hukum piduna, tindak pidana sebugai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-
mndang, penilaizn hakim yamg didasarkan atas konteks hukum yang mumi atan sanksi
pidana itu sendiri harus tetap diperiahankan. Hanya saja. dalam mengonakan hukam pidana
aliran ini menolak pengunaan fiksi-fiksi yoridis don teloik-teknik yuridis yang lerlepas dar
kenyataan gosial, Hal ini merupakan reaksi terhadap ekseg-eksey legisme dari aliran kiasik

dan aliran neo-klasik.
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Di samping aliran klasik, aliran modern dan altiran perlindungan masyaraka, periu
pula divraikan di gini guatu aliran neo-klasik(Meoclssical School) yang berkembang pada
abad ke 19. Aliran ini mempunya basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan
kepada kebebasan kehendak mapusia. Penganut ini beranggupan bahwa pidana yang
dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat don memsek semangat kemanuriann yang
berkembang pada saat itn. Aliran neo-klasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan
adanya pembinasn ‘individua] dari pelakn tindak pidana. Para penganut alivan ini
kebanyakan sarjana dari Inggris, yang menyalakan bohwa  kongep keacli.!an gosial
berdasarkan hulum tidak realistis, dan bahkan tidak adil.™?

Salah sati hasil yang sangat penting dari aliran neo-klasik‘adalah masuknya
kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu jury, dalam mempertimbangkan derajat
pertanggungjawsaban seseorang pelaku tindak pidana. Untuk pertama kali ahli ilmu-ilow
sosial dan ilm-ilmu alam ditjinkan tempil di pengadilan, sekalipun putusan ternkhir tetap
di tangan jury atau hakim, bilamana perkara tersebut diadili tanpa jury.

Secara garis besar perbedaan antara aliran klasik dengan aliran modem didasarkan
atag karakteristik masing-masing yang erat sekali hubungarmya dengan keadaan pada zaman
pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang tambuh pada abad ke 18 sebagai reaksi atas pemerintahan yang
absolut pada waktu ite dan mempunyai karakteristik sebagai berilut
1. Definisi hokum dari kejahatan.

2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya.

3. Dokirin kebebasan bertindak.

3N Muladi, Lembaga Fidana Bersyarat { seperli dikutip delarn bukurys George B Yold,
Theorerical Criminclogy (Mew York : Oxford Un iversily Press, 1958) hal 25,58%)
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4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana.

5. Tidak ada riset empiris.

6. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran modern timbul pada sbad ke 19 dan disebut sebagai aliran positif karena

dalam mencari sebab kejahaten mengimakan metode itmm alam dan bermisksud untak

langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejavh marih dapat

diperbaiki. Ciri-ciri alirtan modern adalah sebagai berikut

1.

[

Menolak definisi hukum dari kejahatan,
Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana.
dokirin determinisime.
Penghapusan pidana mati.
Riget Empiris.
Pidana yang ditentukan secara pasti.

Selanjutnya ciri-ciri dari aliran Neo-klagik adalah sebagat berikui :
Modifikasi dari dokirin kebebasan kehendak, vang dapal dipengaruby oleh patologi,
ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain,
Diterima berlakunya keadaan-keadaan vang meringankan.
Modiftkasi dari  dokirin  pertanggungiawaban l\mluk mengudakan  peringanan
pemidanasm, dengan kemungkinan admnya pertanggungjosvaban sebapian i dalam
kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadamn-keadasn lain yang dapat
mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan,

Masuknya kesuksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat

pertanggungiawaban.
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Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan hubungan antara aliran perlindungan

masyarakat baru {Defense Sociale Mouvelle) dengan alivan-aliran tersebut di atas. Marc
Ancel™ menyatakan sebagai berikut

1. Dokirin baru dari “perlindungan masyarakat® benar-benar menolak pandangan

diterminisme dari aliran modem. Dilain pihak kebijakan pidana juga tidak didasarkan
alas gagasan teoritis lentang pertangeungjawaban, tetapi paling tidak ada pengakuan,
pengunaan dan pengembangan atas raga fanggung jawab yang merupakan bagj.an yvang
penting dari setiap manusia, termasuk pelakn tindak pidana.

2. Doktrin perlindungan masyarakat Juga berpendapat, bahwa klagifikasi penjahat
merupakan hal yang sangat penting namun dalam hal inj © perlindungan musyarakat
bant” menyatakan bahwa suate tindak pidana berada di afas segala cksproesi
kepribadian individual. Masalah kriminologis tiduk banyak dipergunakan untuk
menempatkan pelakn tindak pidana ke dalam snatu kerangka vapg seolab-olah sudah
ditentukan, tetapi lebilk bermanfaat untuk menyehidiki dan menjelaskan mengapa

individu tertenty berada dalam keadann tertenty dengan susunan fisik terfentu melakukan

perbuatan tertentu.

vl

Dokirin perlindungan masyarakat fidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan
kehendak dan pertangmungiawaban, tetapi juga memperkenalkan kembali secara
berhasil seperangkat nilai-nilai moral ke dalam kebijakan pidana den hukum pidana,
vang oleh aliran positif’ dituntut untuk diabaikan. Hal ini disebabkan karcna aliran
positif hanya mempertimbangkan hal-bal yang bersifal iImial mwni, Masalah

pertanggungiawaban atan kesulahan ini disjukan kembali di datan hukura pidana |

B Muladi, Lembaga Pidana Rersyaral( seperti dikutip datarn bukunya Mare Ancel, Op eit, Hiaf
102-108),
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sekalipun tidak merupakan fujuan atau konsepsi absfrak fentang kesalahan sebagaimana

b

-dikenal melaly hukum pidana klasik. Dalam hal ini yang ditentut oleh aliran
perlindungan masyarakat adalah kewa_.jihnn moral (Moral obiigation) de masing-
r-asing individu dan mencoba untuk mendorongnya agar menyadari moralitas sosial,
yang dalam hal ini 1a menjadi subyek.

4. Gerakan perlindungan masyarakat baru mencoba untuk mencapai adanya keseimbangan
antarn individu dan masyarakat, di dalam kebijakon pidana yang rasional, vang
didagarkan atag gagasan bahwa masyarakat sendiri mempunyai kewajiban-kewajiban
terhadap warpanepara. Penghargaan atas martabat manusia atau  individu, akan
membawa ke arah pemeliharaan suatn sistem berdasarkan supremasi hukum.

5. Sekalipun gerakan perlindungan masyarukat mendapat inspirasi dari ihmu pengetahuan
modern khusuenya ilmu-ilmu sosial, namun gerakan ini tidak menghendaki adanya
kefergantungan ilmiah, sebagaamana yvang diinginkan oleh aliran positif terhadap hulm
pidana dan kebijakeanaan pidana.

Dikaitkan dengan ftujusn pemidanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran tersebut
akan membawa pembual kebijakan kepada suatn cakrawala yang lebih luag, sebelum
mengambil kepotusan tenfang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem
penyelengaraan hukum pidana. Pengaruh modernisasi mengharuskan sescorang untuk
melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar guna mencapai hal-hal yang dicita-
citakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapal
elaborasi dari sistem pidana agar supaya tidak menjadi “ancaman”, maeka para
pen}?eienggara. tkum  pidana  barue  juga  memperhitungkan  kenyataan-kenyataan
kemanusigan dan sosial, serfa mencoba untuk membnat wuran-uburan vang se.d_ﬂpﬂt

rungkin jelag dan efisien.
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Teori-teori  pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para  sarjana
mempertimbangkan berbagai sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana,
yang dalam hal ini ferlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihavati oleh para sarjana
tersebut.

Sejak dahulu kala atan lebih pasti lagi sejnk zammmyn protagoras orang selaln
mencari dan memperdebatkan fujuan pemidaan. Di Jalam protagoras dan plato sudah
berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan kbusus manpun pencegahun nmum.
Demikian pula seneca, seorang filosol’ Romawi yang  terkenal, belian sudal membuat
formulasi yang terkenal yakni Newmw Prudens Punit Quia Peccatum est, sed ne Peccetur,
yang artinya adalah : tidak layak orang memidana karena telah terjadi lagi perbuatan salah,
tetapi dengan makesnd agar tidak ferjndi lagi perbuatan saleh. Demikian pula Jeremy
Bentham dan sebagian besar pepulic yang lain, selz\\lu menyatokan  bahwa tujuan
penndanaan adaiah nntuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang alan datang,
Dilain pthak Tmamel Kani dan Gereja Katholik sebagat pelopor menyatakan bahwa
pembunaran pidana dan tyjuan pidana adalah pembalnsan techadap serangan kejohatan afas
keterliban sosial dan moral.*”

Dari uraian tersebut fampak. bahwa perfentangan mengenai figuan pemidanaan
sudah terjadi semenjuk dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai
sarana. refributif {refributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai
tajuan yang positif’ lebih lanjut {Teleologica Theories). Di samping itu pula pandangan
integratif di dalam tjuan pemidsnaan (Telological retributivist) yang beranggapan bahwa
pemidanazan reempunyai tujuan yang plural, yang mempaﬁan gabungan antara pandangan

ufilitarian.

) Muladi, lembaga Pidana Persyarat(seperti dikutip dalam bukunya AIf Ross,op.cit, hal.33).
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Selanjutnyn di bawah ini akan dibahas prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan

oleh teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut:™

1.

-~

Teori Absolut {teori Retributif) yang memandang pemidanaan sebagai pembnlasan atas
kesaishan, berorientasi pada perbuatan, melihat ke belakang Kart O. Christiansen,
memerinei karakteristik atay ciri-ciri pokok dari teori retributif adalah

a The Purpose of Punishment ig jugt retribution

b. Just retribufion is the ultimate aim, and nof in itself a means to

c. Moral guilt is the only gualification for punishmend;

d. The penalfy shall be proportional to the moral guilt of the offander;

Teori Relalit { Teori Ulalitarian ), yang memandang piduna iu bokan sebagai
pembalasan ates kesalahan peloku, tetapi memandang pidma sebagai sarana untuk
mencapai wjpan yang bermandiaut alah untuk melindungl masyarakal afau penguyom
demi kesejahteraan masyarakat. 19 sini muncul tujuan pidana sebugn sarang pencegaban
baik pencegahun khusus, yang ditunjukan kepada masyarakat,

Kol O, Chrisliangen, memerinei karakterislik atau cirt-ciry dan teors relatif] sebagm
bertkut :

a.  The purpose of punishment is prevenfion;

b. Prevention is not a linal aim, but 2 means to a more suprems aim e.g. soctal

welfare;

¢, Only breac.l'ar:.s of the law which =re iroputable to the perpetrator us iutent or

negligence quality for pupisment; )

49 Wyoman Serikat Futrs faya, Kapita Selekls Bulum Fidana, Universitas Diponcgoro Semarang,

fal 31-23.
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d. The penalty shall be determined by its utility a8 an instrument for the prevention of
crime;
e. The punishment is protective, it point into the fiture; it may contuin an element of
reproach, but neither repproach nor retribulive element can be accepted if they do
not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare {Karl O
Christiangen,1974: 71).
Dengan demikian memuut feori relatif, pidana bukanlah  sekedar uitule melakukan
pembalagan atan pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
akan tetapi pidana itu mempenyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat; dasar pembenaran
adanya pidana terlelak pada tjuannya Pidana dijatubkan bukan karcna orang
melakukan kejshnotan, melainkan supaya. orang jangan melolakan kejahatan. Inilah
makna ucapan Sencca, georang filosul Romawi yang terkenal ™ Nemo prudents punit
quia peceatum est, sed ne peccetn”. al ini senada dengan ucapan hakim Inggris yang
bernama Hence Burnel, pada saal mengasdili seorang penenri kuda, ialah “Thom are to
be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horses may noft be
stolen”™.

3. Teori Gabungan, yang mengabungkan berbagai manfaat dari kedua teori di atas.

Pembalasan memang betnl merupakan dasar dan pembenaran dari pidana, namun dalam

menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang, dapat dicapai dengan piduna it

Pellegrine Rossi mempropangandukean feori mengabungkan dan berpendapal buhwa

pembenaran pidana terletok pada pembalasan, Hanya yang bersalab boleh dipidana; pidana
itn sesuai dengan delik yang dilakukan dun beratnya pidana tidak boleh melebili beratrya
pelanggaran, terhadap mana dilnknkan tuntobe. Scloniuinva, fujaan pidana mennrat Rossl,

inlah pertama perbaikan tata tertib mwsyarakal. Tujuan penting lainuys. dari piduns iulah
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prevensi umum. Akibat penting dari pidana itn jalah memberikan teguran kepads seluruh
rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengenai vang terakhir
i in tidak mengharap banyak “usshn memberbajki para penjahat barangkali merupakan
usaha yang paling tidak pasti akan membawa hagil”. Di samping itu disebutkannya dua

“akibaf” lain yaiti memberiksn kepuasan moral kepada kesadsran masyarskat dan

menimbulkan perasaan aman dan sentosa. (Van Bemmelen, 1984:29).
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B. Teori Tujuan Pemidanaan yang Iniegraiif Diterapkan di Indonesia

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat komptek sebagai akibat dari usaha

untuk lebih memperhatikan faktor-fakior vang menyangkut dampak yang bersifat individual

maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatsn semacam ini mengakibatkan adanya

keharugan untuk memilih teori integratif tentang tajuan pemidanazn, vang dapal memenuhi
fimgsinya dalam rangka mengatasi kerusakon-kerusnkan yang dinkibatkan oleh tindak
pidana (Individual and Social damages).

Pemilihan teori integrafif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan,
baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun idiologis. Secara sosiologis telah
dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayalan suatu teori pemidanaan terganfung pada
anggapan-anggapen seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima
seseorang sebagai ilmu pengetahunn yang bermanfhat, macam dan luns pengetahuan yang
mungkin dicapuai dan penilaian terhadap persyarstan-persyaratan untuk menerapkan teori
fertentn  serta kemungkinan-kenmmgkinan yang dapat dilakukan unbuk  menemukan
persyaratan-persyaraian tersebut. G. Peter Hoefnagels™ dalam hal ini Juga mnyatakan,
bahwa persoalan utama kejshatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemulean
di dalam realitas manusia dan masyarakat,

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasaiaban pidana dan pemidanaan
dari aspek ekstrayudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya
sesuai dengen kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh
orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dikaji hakekat manusia di dalam

konteks hubungannya dengan mosyarakat yang secars keseluuhan mengntamakan

W Muledi, Zembaga Pidana Rersyarat ( seperti dikutip dalarn bukunys . Deter Hoefnagels,
The Gther Bide Of Criminology {An Inversion of the Concept of Crime), Kluwer Deventer, Holland,
1969, hal 47).
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keseimbangan . Secara mendalam Ter haar™ mengambarkan masyarakat ndonesia sebagai

hubungan diantara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya
tagi yang berada di dunia, yang menwit alam pikiran masyarakal tersebut diangpgap biasa
(normal), den sebagai syaral mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis vang
disebut keseimbangan (evenwicht), oleh karena baik mnat manusia, maupun masyarakat itu
masing-masing adatah pusat gabungan hubnngan.

Supomo™ menyatakan dalam hal ini, bahwa alam tradisional Indonesia bersiﬁ:;t kopmis,
meliputi segale-galanya sebagai kesatuan atan totalitas. Urnat manusia adalah sebagizn dari
alam, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan
antara dunia lahir dan dunia ghaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan mahluk-
mahluk lain.

Segala sesuatu saling berkaitan dan saling mempengarvhi, dalam hal jni yang 'paling
ntama bagi masyarakat :1&31311 adonya keseimbangan (“evenwicht) antara dunia labir dan
dunia ghaib, antara golongan marmsia selurnhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan
teman semasyarakat.

Bushar Muhammad® dengan nada yang lain menyatakan, bahwa masyarakat Indonesin
memandang segala-galanya dalam kehidupan ini sebagai kesatuan yvang homogen, vang
menempatkan marmsia pada kedudukan sentral. Manusia merapaken sebagian dari atam
besar (kosmos), tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib dan bahkan berpadu dengan

atam hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih-lebil dengan magyarakatnya sendiri sebagai sau

kesatuan,

D Muladi, Tembaga Pidane Bersyared {seperti dikubip dalarn bukangra 3.5, Ter Haar Ban,
Begingalen en Stelgel wan het Adatrecht, Tweede Ongewijkzigde Dk, JB. Wolters-Groningen-
Belavis, 11946 hul 216,

3 Supomo, Bab-Rab Tentang Hedaun Adat, Penerbit Universitas, ) 863, hal 92-97,

) Bushar Muhammad, Pokok-Fokok Fidasm Adat, PradyaDararnita , Jakeria, 1981, hal 57,
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Imam Sudivat'? juga berpendapat demikian, hanya saja dalam hal ini “svenwicht?
kemudian dijabarkan sebagai keseimbangan, keselarasan dan keseragian antara dunia lahir
dan dunia gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang, antara
perselatuan dan teman-teman semagyarakat.

Smjéna»saxjswa hukum adat tersebut menyatakan lebih lanjnt, babws tindak pidana
merupakan ganguan lerhadap keseimbungan (evenwichtsversoring) dan dalam hal ini
pemidanaan  berupa reaksi masvarakat yang bertujunn untuk memulilkan  kembali
keseimbangan.

Uszha unfuk memfingsionalkan pemikiran-pemikiran tradisional fersebut sebagai
keréx{ijka berfikir pada masa kini, khususnya sebagai alasan untuk mémpcrtahankan teori
infegratif tentang tujuan pemidanaan mmngkin diraguken sehubungan dengan pengertian
“legal sydten’” sebagaimsma dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman™ . Menurut
Friedman sistem hukum (fega! Sestem) dapat dijabarkan ke dalum tiga bagian : yang
pertama adalah struktur (Structiure) yang batang tbuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu
sistem. Ymng kedus adalah eubstansi (Substance) yang menyatukan aturan-afuran den
porma-norma akinal yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyaluan, bentuk-bentuk
peritaku dari para pelaku yang dapat diamati di dalam sistem dan yang ketiga yang oleh
Friedman disebul sebagai elemen yang vital agtalah kaitur (Legal Culture), yang merupakan
gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang
hulum. Sehubungan dengan ini dnp-at dipermagalahkan, apakah pandangan tradisional
bangsa indonesia tentang hakekat manusia dan masyaraket yang mendasari jalannya hukum

adat delik dengan segala aspeknya, termasuk tujuan reaksi adat (edwreaktie) untuk

) Trnarn Sudivet, Hhekeen ddal Sketse Asas, Penerbit Liberty, Yogyabarta, 1978, hul 204,
48 Muladi, Zembaga Pidana Bersyarat (seperti dikutip dalarn bukunya Lawrence b, Triedman,
Law and Society &n Introduction, Prentice Hall inc. Englewood (Hiffs Mew Jersey 1277, hal 6-7).
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mengembatikan keseimbangan tersebut di alas, dapat diperiakukan pada masa kini, yang
sistem hukumuya sudah berbeda, baik strukturnya, substansinya manput: kultur hukumnya

Untuk menjawab masalah i]ﬁ, penulis cenderung untuk menggunakan pendapat dari
Satjipto Raharjo dan Mattulada sebagai kerangka bertikir kearah kebenaran.

Menurt Satjipto Rahardjo™ dengan timbulnya fata hulmm Indonesia, bk adat barus
diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup di dalam masyarakal. Dengan demikian maka
hulum adat merupakan faklor yang turut menentukan baik dalam hal pembentulan, manpun
penerapan hukum di Indonesia. Dalum hal ini Pancasila di samping merupakan ide yang
harus diwujudkan dalam kenyatagn, jugs berperan sebagai “Realion”, yaifu norma dasar
yang menjadi atat pengukur aban menyaring mengenat apa yang bisal diterima oleh tata
hulaim Indonesta.

Mattulads® di dalam kontek pembicaraan tentang masyarakat dan lembaga hukum adat
dalam proses modernisasi anfare lain menyatakan sebagai berilut :

“ Hukum adat yang mengandung pringip-prinsip ubur, dan menopang dengan teguh

perasann keadilan bangsa Indonesia, perln diorientasikan ke arah yang beful, yaitu

melalui wikap hidup modernisme, memendang ke depan, kepada sasaran bagaimana
bangsa Indonesia mengintegrasikan kehidupannya dalam kehidupan masyarakaf yang
majs dan berkemampuan mengembangkan bimbingan untuk mencapai  tujuan-tujuan
perjuangan nasional yang lebih luas, dan dalam menjangkan martabat dan lualitas

kehidupan bangsa, baik secara individual maupun secara komunal.......

A gatiipto Rahardje, Hukwn dan Perubeahan Sosicl, Penerbit Alumnt Bandung, 1973, hat 120-
121,
A ®) Migttolads, Masyarakat dan Lembaga Ehekrem Adat dedam Proses Modernisasi. Kertas
Keria pada Simpesiun Masalah Peralihan Masyarakat Tradisionad Musya rakat Modern dan
Pengandnya terhadap Hidawn, BPEN dan Unhas Ujung Pandang, 9-11 maret 1951, hal 13-14.
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Ukuran tentang dinamik dan fimsionalnya sesuatu potensi yang berasa! dari masa silam
dan yang dikaitkan dengan kepeluan masa depan, ialah orientasi ideologis yang
terkandung dalam Pancasila”

Alagan vang bersifat idiologis ‘(li bawah ini gebepamya erat sekali hubungannya
dengan alasan yang Dersifat sosiologis tersebut ditonjolkan filsafat keseimbangan
{evenwicht harmorie} di dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan
konsehuensi bahwn ' tnjuan pemidanaan adalah mengembalikan kescimbangan  di
masyarakat, maka di dalam alusan ideclogis aken dibahas sampal seberapa Junth fi)eatal
keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan besbangsa dan bernegara di
Indonesia.

Untuk memabami hal tersebut di bawah ini akan dikutip pendapat Nutmmgum,"m yang
menyalakan sebagai berikut .
Negara kita karena, sifatnva stlak mencdualis kemannsinan, bukan negara liberal,
bukan negara kelmasaan belaka atan diktatur, bukan negara materialis. Negara kita
adaloh negarn terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baile dalam
kelahiran matpun di dalam kebatinan, yang mempunya kedua-dumya kebutuhan dan
kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan kepentingmx bergama, yveng kedua-
duanyz diselengarakan tidak saling mengangen, tetapt dalam kerju sama. Negara kita
adalah vang dinamakan negara hukum kebudayaan.
Di dalam perinciannya tugas negara kita sebagui negara monodualis, sebugal negara
hulum kebudaynan di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian,

mempunyal wajib :

3 Notonagoro, Pancasila Secara Imiah Populer, Patjuran Tujub, Jakarta, 1975, hat 15, 26 dan
34
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1. Memelihara kebutuhan dari kepentingan umum yang khusus mengenai kebutuhan

dan kepentingan negara sendir1 sebagai negara;

2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dﬂ;l
kepentingan bergama dari para warga negara, yang tidak selurubnya dapat
dilalakan oleh warganegara sendiri;

3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama warganegara perseorangan,
yang tidak selurubnyva dapat dilakultan oleh para warga negara sendiri dalam
bentuk bantuan dari negara;

4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warga negara perseorangan, vang
tidak seturnhnya dapat diselengarakan olch warga negara, memeliliara selurubnya
kebutuhan dan kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin, dart anak
terlantar............

Memang di dalam hidup manusia hanys ada tiga macam jenis xeal hidup yang pokok,
yaitu terhadap diri sendiri dan sesams marmsia serta terhadap asal veul mula gegala
sesunty, yaito Tuhan *, | .

Segala sesuatn yang diuraikan olch Nolonagoro tersebut, pada hukekaliya menyalakan
bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluburan harkat dan
martabatnya sebagai mahluk Tulan Yang Muha Esa dengan kesadaran uniuk mengemban
kodralnya sebagair mahink pribadi dan sekaligus mahluk sosial. Pancasila yang bulat it
memberi keyakinan kepada seluruh rakyal dan bangsa. Indonesia bahwa kebahagiaun hidup
akan tercapai apabila didosarkan atas keselarasan dan keseimbangan, bask dalom hidup
raanusia. sebagai pribadi, di datam hubungan mansix dengan masyarakat, dalam hbungan

manusia denpan alom, dalam hubungannya bangsa dengun bangsa lain, dalam hubungan
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manusia dengan Tubannya, maupun dajam mengejar kemajuan iahiriab dan kebahagian

rohani. '

Alasan ketiga untuk memberikan pembenaran terhac'ap teori integratif tentang hijusn
pemidanaan adalah berdasarkan alagan yuridis filosofis.

Di dalam kerangka pemikiran ini Hebert L. Packer? vang menyatakan, babwa hanya
ada dua tujnan wtama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderiinan yang setimpal
terhadap penjabat  don  pencegahan  kejshatan, Teori pemidanuan yang  intepratif
mengisyaratkan pendekatan integral, terhadap tijuan-tujuan pemidansan, berdasarkan
pengakuan i):sllwa ketegangan-kefegangan vang terjadi diantara mijnan-hjuan pemidanaan
tidek dapat dipecahkan secara menyeluruh, didasarkan atas pengakuan bahwa tidak
safupum tujuan pemidanann bersifat definitif, maka teori pemidanaan fersebut dari segala.
perspektif . Pecker selanjuinya menyatakan, babwa pidana merupakan bentuk kontrol
sosial yang disesalkan, karena in mengenakan penderitann atas nama tajuan-fujuan yang
pencapaiannya merupakan sesuatn kemungkinan.

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang mengamut pendapat para sarjana yang
menganut teori integralif tentang tufuan pemidansan, pesulis cenderung untnk mengadakan
kombinasi tjuan pemidanasn, yang kami  anggap cocok dengan pendekatan- pendelatan
sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis terschbut di atas, difundasi oleh asumsi dasar,
bahwa tindak pidana merupokan pongeimm terhadap  keseimbangan, kesclurnsan  dan

keseragian dalam kehidupan masyarakat vang mengukibatkan kernsakan individual ataupin

“masyarakat. Dengan demilian make fujuan pomidenaon adalah nntuk memperbaiki

kerusakan individual dan sosial { individeal and social damages) yang diakibatkan oleh

P Muludi, Zembaga Pidana Bersyarat (seperti dikutip dalarn bulinya Helerl L. Packer, op cit,
hal £2).
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tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanasn yang harug dipenuhi,

dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sitatnya kasuistis.
perangkat fnjuan pemidanaan yang dimaksudian di atas adalab 1) pencegahan (umum

dan kiwsus), 2} perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidorilas masvarakat, 4}

penginbalan/pengimbangan.
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. Perkembangan Pidana Penjara dan Pelaksanaannya di Indonesia,

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana unfuk
menanggulangi kejahatan ialzh pidana penjara. Dilihat dari sejarabnya, penggunazan pidana
penjara éehagﬂi “ gara unfuk menghukumy” para. penjahat, baru dimului pada bagian akhir
abad 18 yang bersumber pada pabum individualisme. Dengan makin berkembangnya pahain
individualisme dan gerakan perikemanusian, maka pidana penjara ini semakin memegang
peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang
kejam.*?

Berdagarkan hukum positif di Indonesia pada sasl ini, muka pidung peramnpasan
kemerdekaan yang paling utama adalah pidanas penjara. Pidana ini dapat diterapkan seumur
hidup atan untuk sementara,

Untuk memahami lebih anjut tentang apa. vang disebut pidana penjara, Hdak dapaf tidak
orang harus meninjau sejarah perkembangan pidana. perampasan kemerdekaas tersebut.
sejaroh asal mula pidana penjara ini tidek dapat dikaji dai keadann yrag terjadi di
Indonesia, sebab pada jaman damiu (amtara lain pada jaman 'I\.:‘Jn_iﬂpahitj pidana
perampasan kemerdekaan tidak dikenal, yang dikenal adaleh pidana polol berupa prdana
mati, pidana potong anggola budan yang bersalah, denda, ganti kerugian, Kuotika Belanda
mulai menguasai beberapa bagian dari Tndonesia, maka peradiian natol orang-orang
Bumiputera di bawsh pengawagan pejabat Belanda, Hulum yang berlaku adalah hukem
bagi orang Bumiputera dengan pembatasan antara Jain mengenai jenis pidana dan asas
keseimbangan di dalam penjatuhan pidana {(jaman Daendels tohun 1810) pidana

pemotongan fangan dan kaki dihopus, sedang yang masih dipertabankan adalah pembakaran,

3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Fenangglangan Kejahatan dengan
Fidana Penjare, Padan Penerbit Tniversitas Diponegoro, Semarang, 1996.
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penusukan dengan kerig, penderaan, mengecap dengan besi panas, perantaian dan kerja
paksa "

Pidann Perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan individualistis dan melalui
Wetboek van Strafrecht sejak 1 Januari 1918 pidana ini berlaku di Indonesia Menurut R.A

2)

5 - . . . .
Koesnoen,”” menurut asal kata, penjara berasal dari penjore {(jawa) yang berarti tobat,

sehingga dart sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tjuan utama dari penjara adalzh
penjeraan.

Dari perkembangan di Amerika dun Eropa dapat dikaii, balrwa pidana perampasan
kemerdekasn mengalami beberapa tahab  perkembangan sebelm mencapai apa yang kita
kkenal dewasa ini. Sampai pada abad ke-12 kejshatan dipandang sebugai masalah
individuni yang besar, yang harus diselesaikan, baik melalui permusuhan berdarah manpun
dengan membayar kompensasi kepada fihak lain yang diragikan. Dalam hal ini tidak ada
mekanisme formal yang torsedia untuk menegakkan kebijaksanaan yang terjadi. Sefelah
penguasa (raja) berkepentingan terhadap pengendalian kejahaian, maka keadaan menjadi
lain sebab setelnh hal ini lerjadi muda apa ysng dinsmokan sistemn korekei mmlnd
berkembang, Sekali kejahatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan penguata atan
nepara, maka. negara, dan bukan lagi individu, menjadi lembaga. yang hasus menuntut balas.
Praktek-praktek penuenaan pidana dalam benluk penderitaan menjadi standart dalam rangka
memmggbpi kejuhatan.

Dalam periode ini para pelaku tindak pidana menjadi sagaran peagenasn berbagai

macam periakuan yang dirasakan sangat lejan bilamana diterapkan pada masa kint aplara

) gdarto, Masalah Penghudusnan dun Gugasan Pemasyarakatarn, Dam Kopiba Selekia
ko Pidana, Penerbit Alurnni Bandung, 1981, hal 95,

B p achmad 8. Soema di Pradia dan Romli Astimasasmita, Sistem Pamasvarakatan hwlonesia,
BPHEN Departernen Kehakirnan, Penerbit Binacipta, Barvding, 1979, hal 17.




fain berupa mencap dengan besi panas, merusak dan memotong anggota badan sorfa siksaan
fisik lain yang sccara sistematis dipakai untuk menghukum para pelanggar hulaum.

Sebetum akhir abad ke 18 pemikiran vang sekarang yang menyatakan bahwa pelaku

;

tindak pidana sebaiknya dikurung selama jangka wakin tertentu di dalwn tempat yang
dirancang untuk maksud tersebut, dianggap mvrupakan hal yang asing. Jadi jelas bahwa
pada maga-masa berkembangnya bentuk-bentuk dini reaksi ferhadap kejahatan ini,
pemikiran rehabilitasi dan pengembalian pelala tindak pidana. kemasyarakat dengun segala
tiak-haknya, bukanlah merupakan tajuan wtama. Sementara pidana badanizh mencerminkan
rasa kebencian masywrakat terhadap penjabat, maka bentuk-bentuk  pembuangan
mengungkapkan rasa anggota masyarakal terhadap para pelanggar hukum Di lain pihak
bentuk-bentuk dini dari sistem koreksi diarabkan untuk membuat pelala tindak pidana tidak
mampu lagi dengan maksud wituk melindungi masyarakat, yakni dengan menempatkan
penjahat ditempat vang jaub. Kemungkinan bentuk-bentuk pencegahin yang belnm sempuna
juga terkandung i dalamnya Yang jelas faktor pembalasan menjadi perlimbangan yang
utama.

John Howard™ menulis buke dengan judnl State of Prinsony pada tzhun 1777 Ia
menghabiskan waktu yang cuknp tama berkeliling di Inggris dan  daratan Eropah
mengunjungi penjara-penjara dan menulis tentang keadaan yang ditemuinya. Cerita-cerita
tentang  kecurangan don  lekotoran  yang dinnglapkannya, mengakibatkan timbulnya
perbaikan-perbaikan dalam bentuk antara lain, mencabut pengawasan penjara yung bersifat

Jokal dan menempatkannya pada administrasi yang terpusat.

W Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat {dikutip dalam Barnes &Teaters, Hew Horizon in
Criminology Third Edition, Prentice Hall of India Private LTD, Yew Delhi, 1966, hal 335).
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Di Amerika konsep dari penjara sebagai bentuk pemidaan tidak berkembang
sampai abad 18. Penjara pertama yang dibuka adalzh Philadelphia™s Walnut Street jail,
yakni pada tahun 1776. Selanjntnya pada tahun 1829 penjara kedua dibuka di Cherry Hill
Pennsylvama

- Sistem penjara Peansvlvania didesarksn atas konsep pengurungan tersendint (Sofifary
co;z_ﬁnemme(}.‘ Marapidana  dikurung  dlam gel-sel tersendiri dan kepada mereka
menjaiankan pencbusan dosa dan memperbaiki kelakuannya vang johat. Kegiatan tumbahan
berupa pendidikan agama dalam bentuk penjara vang bersifat dint ini menwnbulkan istilah
Penitenticry vang mempunyal akar kata yvang sama dengan repent, vang berarti bertobat
atau menyatakan penyesalan,

Pada abad 19 di Inggris dikenal adanya. sistem progresif (progressive stage system)”?
penjara lersebut diragakan betul-betul oleh terpidana, dan sebaliknya peralihun dari pidana.
penjara ke pembebasan dindakan secara borangsur-angsur, sehinges terpidina dipersinpkan
untuk marﬁpu hidup ldengan baik dalma masyarakal. Metode yang dipergunabkan adalah

mla-mula terpidana dikurung dalom sel selama be!’;empa bulan, kemudian diznsul oleh
suaty periode bekerja sama di stang hart dan dikorong tersendiri di malan bari. Selama
periode kedua ini terpidana harns melalui beberapa tinglatan .»:mn;mi berangsur-angsur
diznggap menjadi baik. Kemajuan dalam tinpkatan-tingkatan 1w didapat  dengan
memperbaiki kekuatannya, sampai akhirnya mendapatkan pelepasan bersyarat.

Gerakan-gerakan pembaharuan sislem ponjara terug berkembang sebagai akibat dari
gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utub yang harus
digosializasikan dan dittmjang pula oleh peserman-penerman ilmiah baik il soéial

manpun ilmy alam yang bersifat empiris. Unfule selanjutnya di bawah ini akan divraikan

M) Roeslan Saleh, Stesel Pidane hdonesia, Aksara Barw, Yogyabarts, 1959, bal 37-3%8
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tangkah-langkah pembaharuan guna mengurangi akibat negatif dari pidana perampasan dan
sampai seberapa janhkah pembsharuan-pembaharuan tersebut dihayati dan diterapkan di
Indonesta.

Langkah-langkah pembahmmuan yang (elah  dilakokan antara lain  adalah  dengan
diterimanya apa yang disebut of the Treatmet of Qffenders (disingkat $SMR) aleh kongres
pertama Pergerikatan Bangsa-bangsa mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan atan
pembinaan Narapidana (the First United Nations Congress for the Prevention of crime
and Treatment of Offénders} pada tanggal 30 Agustus 1955, SMR tersebut diterima oleh
Dewan Fkonomi Sesial pada tahun 1957 (Rec.663C(XXIV). Timbulnya SMR ini melalui
sejarah vang cukup panjang, yakni dimulai dari keinginan para pembaharu penjara baik di
Fropa manpun di Amerika untuk menynsun ases-asas dan patokan-patokan yang dapat
semberikan arah kepada pengelolaan sistem kepenjaraan.

Metalii perbednan pendapat mereka yang menyetujui sistenm isolasi narapidana di
dalam sel dan rmereka yang mendukung sistein bekerja di dalam kelompok narapidana,
maka pada fahun 1870 suatu kelompok kecil pembahara di Amerika Serikat menghasilkan
snatn peryatasn yans memual asas-asas, bahwa maesyarakal heres bertanggung jawab
terhadap perbaikan penjahat, dan dalam rangka ini pendidikan, agmna serta lafihan-latihan
ketrampilan industri sangat bermantast. Sclain itu dinyatakan, bahwa disiplin penjara harus
dapat membentuk harga diri pada setiap narapidana, dan babwa penilian terhadap
keberhasilan narapidana untuk menyesuaiken diri dengan sistem, ini didasarkan atas
penpgunagn pidana yang tidak ditentukan secara pasti yang mengatm proses pelepasan
melalui sistem penilian jasa (meerit system). -

Apa yang terdapat dalam SMR fersebut pada hakekatoya tidak berbeds dngan

prinsip-prinsip yang sehamsnya terjadi di dalam pembinaan narapidans daluwm Lembaga-

S
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lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, vang sejak talun 1964 telab  mengalami
perkembangan pesat. Hanya saja karena beberapa hal, petunjuk yang diberikan oleh SMR
tersebut tidak dapat dilaksanskan secara memuaskan. Hal-hal tersebut antara Iain adalah

gebagai berikul

a Sikap pegawai-pegawai yang belum sepennhnya dupal menyesuatkan dirt dengan

semangat pembaharman. |

b. Belum adanya Undang-Undang yvang mengalur pembinasn narapidana secara tantas

vang mengantikan Undang-Undang lama. Dalam banyak hz_d kebijaksanaan-

kebijaksanaan departemental dengan organ-organ di bawahnya banyak sekali dilukukan

unfuk mengurangi kesenjangan antara peraturan yang berlaku {Gestichten Reglemen S,

No. 708 talun 1917) dengan perkembangan baru dalam pembinasn Narapidana,

misalnya saja SMR dan pemasyarakatun.

o. Kelangkaan dana yang tersedia Terbalasnya dana keuangan telah menghambat

pelaksanaan SMR imi, sekalipun tidal selaly bahwa setiap atiran SMR membutubkan

biaya.

Sebenarnya perkembangan pembinann narapidana di Indonesia sangat mengembirakan,
Pada tahun 1955 di Sarangan diadakan konperensi para direktur dan pimpinan kepenjaraan
don pada sast ity Baharudin Soerjobroto di dalum memberikan pr:.“.m-ivies antary. lain

menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dua kepentingan terhukum yang harns diperhatikan adalah : kepentingan diri si

terhnkum dman kepentingan kelnarganya
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b. Bilamana hasi} pekerjaan yong dijalankan oleh orang hukuman diperuntuldian guna

membizyal si terhukum sendini dan keluarganya, maka pemberian pekerjaan ini betul-
betul akan merupakan salah safn usaha dalant kerangka kebutuhan “re-educatie dan re-
gocioligatie™.

¢. Pengelompokan pembinann vang didasarkan atas sifat-sifat khas harus benar-benar
diperhatikan, yaitu : orang-orang hukoman politik, anak di bawsh umur, yang sudah
Janjut usin, wanita dan yang dijatubi hulaman seumor hidup.

d. Untuk keperlnan mengadakan seleksi terhadap orang -orang hukuman guna keperluan
pembinaannya, perlu diadak?an penjara-penjara  khusus vang berﬁmgsi sehagai
“Observatic-cetrum™ yang  didirtkan di tempat-tempat di mana ada Universitas-
Universitas dengan fakultas hukum dan sebagainya.

e. Porlu diadakan penjara-penjara bagi orang-orang hukuman jangka pendek (6 bulan ke
bawah}.

f Bagi orang-orang hukuman wanita dan anak-anak perlu dipergunakan ruangan-
ruangan khusus unhukz sistem pavilsun,

g Dengan diadakannya diferensiasi penjara-penjara seperti dikemukakean di alas, perln
pula diadakan “opleidingscenrum” khusus, unfuk dapat dididik para pegawai
kepenjarazan.””

Selanjutnya pada tanggal S juli 1963, pda penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa

dalam Tlmu Tlukam, Sshardjo mengeraukakan pidato dengan judul “Tohon Beringin
pengayoman hukum Pascasila Manipol/Usdek”. Pada kesempatan ini belisu antara lain

menyatakan sebagai berikut :

5% R Achmad §. Soema 4i Pradia dan Remii Atmasasmita, op ¢if, hal. 11-12.
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a Tujnan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita  akibat
dihilangkanya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat,
mendidilk supeya in menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indenesia yang
berguna.

b, Tujuan dari pidana penjara adalah pemasym'a}{atm.j‘i’

Datam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakalan yang pertama di Lembang pada

tangpal 27 April 1964 pokok-pokok pikiran Sabardjo tersebut pada skhimya dijabarkan

dun kemudian diramuskan sebagai sistem pembinaan narapiduna sebugai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberilan kepadanye bekal hidup
sébagai warga ymg baik dan berguna dalam masyarakat Y alar  masyarakat
Indonesia yang menuju ke iala masyarakat yang adil dan makme berdasarkan
Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansiil dan materiil, tetani yang lebib
penting adalah | merial, figik, keahlian, ketrampilan hingga ormng mempunyat
kemanan dan kemampuan yang potensiil dan efektif untok menjadi wiarga  yang
baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap
narapidana tidak boleh ada penviksaan baik berupa tindakan, ucapan. cara

perawatan atau penempatan.  Sul-sahnya derita hanya  dihilangkannya

kemerdekamn.

6 Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hidum Pancasile Manipal Usdek, Pidato pada

upacara pengangerahan gelar Doctor Honoris Causa, hal 21-22.
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3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai normz-norma hidup
dan kehidupen serin dibert kesempaton untuk merenungkan perbuatannya yang
lampan. Narapidana dapat diikut sertakan dalam kegialan-kegiatan sosial untuk

memunbubkan rasa hidup kemasyarakatan,

4. Negara tidak berhok membust seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada
sebejum ia masuk lembaga. Karena ite harus diadakan pemisuban antara .

- yang residivist dan yang bukan;

- yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan,

- macam tindak pidana yang diperbuat;

- dewasa, dewasa muda, dan énak nakal

- orang ferpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekann bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan
masyarakal dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Memurut pahom lana, pada
wakt mereka menjalani pidana hilang kemerdekan adalah identik  dengan
pengasingan dari masyarakal. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak
boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “cultural” secara bertahap
mereka akan dibimbing ditengah-lengah masyarakat yang merupakan kebutuhan
dalam proses pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan didasarkan kepgda pembinaan yang “cormunity centered”
dmi berdasarkan interaktivitag dan interdizipliner approach antarn mnsar-unsur

pegawal, mhsyarakat dan narapidana.
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6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh Dbergifat mengist
waktu, atan hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atan kepentingan negara
sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditunjukkan
kepada pembangunsn nasional, karenn harus ada integrasi pekerjnan narapidana

dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan
harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana
harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya
ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa
bermusyawarah untuk bermufakat yang positif Narapidana harus diikutsertakan

dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan unum.

8. Tiap orang adalah ma;msia_ dan hams diperlakukan sebagai manusia, meskipun
telah tersesal. Tidak boleh gelalu ditunjukkan kepada narapidana balwa ia it
adalah penjabat. Ia harus selalu merasa babwa ia dipandang dan diperialakan
gebagai manugia

Sebubungan dengan ia petugas kemasyarakatan tidak beleh In;.rr'silmp maupun

memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaanoya.

9, Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu dingshakan
agnr narapidung mendapat niata pencaharian untul kelosrgenya dengan jalan

menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan unak-anak




disediakan lembaga pendidikan  yang diperiukan, ataupun diberi kesempatan

kemungkinan mendapatkan pendidikan di [uar lembaga

10. Perlu didivikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang bmu yang sesuai
dengan kebutuban pelnksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-
lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan
kebutuhan proses pemasyarakatan,

Sekalipun gistem pemmsyarakatan belum  ditajang  oleh  Undang-Undang
Pemmasyarakatan, namun usaha mengembangkan sistem ini tampak pada. perafuran- peraturan
yang dibuat pada tingkat yang lebih rendah untuk merealisasikan sistem i, sebagai contoh
dapat dikemukakan di sini hasil observasi sislem pemasyarakatan yang dilakukan oleh
Faku e Fulum Universitaz Padjajaran pada tahun 1975, yang menyatakan babwa dalam
pembinaan narapidana telah dikeluarkan lebih Jawrang 300 surat Edaran, baik yang berasal
dari Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, manpun dari Mahkamah Agung. Di samping 1tu
terdapat pula surat Kepntusan Mentert Kehakiman. ™

Diantara Sural-surat Edaran tersebut i atas, maka salszh satu yang penting adalah surat
Edaran No. Kp.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965 tentang pemasyarakatan sehagai proses.
Dari sini dapat disimpulkan, bahwa sistem pemusyarakatan di Tndonesia bemsaha
mengabungkan segi-segi positif dari modsl-mndel penjara yang telah dikenal. Di samnping
ity peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, hasil pengalamsn para praldisi i
bidang pemosyarakafan serta SMR mernpakan masukan yang sangat penting untuk usaba

penyempurnaan sistem pemasyarakatan dlikemudian hari.

Mw. Ahmad Soema di Pradja dan Rornli Atmasasmita, Sistem Pemasya rakaton di ndongsia,
PPHMN-Dep. Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1979, ‘




D. Pengertian dan Pengaturan Masalah Pelepasan Bersyarat di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
bertnmpu pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie, yeng merupakan
Keputusan raja (Koninkfif¥ Bestuit) tanggal 15 Oktober 1515 No. 33 dan nuilar berlaku
gejak tanggal 1 Januari 1918,

Kitab Undang-Undang Hulun Pidana merupakan buah hasil dari aliran ldasik, yang
berpijak pada tiga tiang yakni : a. asas legalitas, yang menyatakan balrwa tiada pidana
tanpa ondang-undang, tinda tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada pennafvtan tanpa
undang-undang; b. asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanva daput dipidana mntuk
findak pidana yaﬁg dilalrkannya dengan sengaja atan karena kealpsan; ¢. asas pengimbatan
(pembalasan) yang sekuler, yang berigi bahwa pidana secaa konkrit tidak dikeuakan
denpan maksud untuk mencapni sesuaty hasil yang bermanfaat, melainkan sotimpsii dengan
sesuatn hasil yang bermantust, melainkan setimpal dengan berat ringantiva perbualan yang
dilakkan®

Sekalipnn demikian dari perkembangan hnkum pidana di Indonesia dapat disimpulkan,
bahwa di dalam abad ini pidang germalkin dibnmanisazikan dan sedapnt smungkin diterapkan
dengan suatn cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada. resosialisasi duri pelakn
tindak pidana. Dengan demikian maka pidana tidak la;gj semata-mafa merupakan suatu

penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positil™ Yaitu dengan

3 snderto, Swatu Dilema dziain Pembatuiron Sisiem Pidang hidonesia, Falultes Hokum
Usiversitas Diponegoro, 978, hal 29,

) Muludi, Lembaga Pidana Bersyarat, seperti dijwtip dalam bukunya L. van Benmmnelean,
(s Strafrechtl, LD Tjeenk Willink, Alphenaan den Rijn, 1979, hal 16).
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i
dimasukkanya pasal 15-17 Fifab Undane-Undang Hukum Pidana tentang pelepasan

bergyarat.

Bisebntkan dalom pasal 15a Kitals Undang-Undang Hulaun Pidana babwa :
1. Perlepasan dengan perianjisn itn harus dengan perjanjian vmum, bahwa siterbukum tak
akan melakukan perbuatan vang terancan hukoman, stanpun tak akan berkelakuan yang tidak
baik dengan jalan bagaimana juapun.
2. Kepada perlepasan dengan perjaniian ifu boleh puln dindekan perjonjisn istimewa
{entang kelakuan siterhukom, asal saja perjaniian itu tidak membatusi kemerdekaan agama
afai politik.
3. Pengawagsan dalam hal menempali segala perjaniian itu diperlanggungkan kepada
amtenar yang fersebut datam ayat pertama dalam pasal 14d.
4. Juga dapal diadakan pengawasan yang istimewa dalam hal menempali perjaniian ity
yang semata-mata bermakeud akan members pertolongan dan bantuan kepada siterhuloum,
5. Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh dinbah, boleh dicabut begitupun dapat
ditetapkan perjanjian yang istimewsn, dapat juga dindakan pengawasan istimewn ith dapaf
dizerahkan kepada oranglain dari pada yang sadah dipertanggungkan dabalu,
6. Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan suraf permisi, di mana

diterangkan segala perjanjian, yang dijanjikan kepadanya. Kalan ayat yang di atas ini

. dilakukan, maka diberikan padanya surat permisi yang bar,

TPasal 15b disebutkan bahwa:

1. Perlepasan dengan perjanjinn itu boleh dicabut kembali, jika siferhulkum selama tempo
percobaan berbuat sesnat yang berlentangun dengan perjanjian-perjanjisn yang tersebut
dalam surat permisinya. Jika ada dugasn keras tentang perbuatan demikian, maka

perfepasan ita bolel ditmda oleh Menteri Kehakiman.
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2. Waktu yang bmjaimx diantara pelepasan dan menjalani hukuman kembali tidak terhiting
dalam lamanya hukuman.

3. Dicabut kembali ity dapat dilakukan, jika sudah liwat 3 bulan sejak berakhirnya tempo
percobaan, kecuali kalau siterhukwm sebelum liwat tempo 3 bulan it dituntul lantaran
suatu perbuatan vang terancam hukuman vang dilakikan selama tempo percobamn dan
tunttan itu berakhir dengan sustu putuean yang tidak dapat dinbah lagi, yaug menyatakan

kesnlahannya Jfika demikian . maka perlepasan dengan perjanjian tadi karena melakikan

perbuatan itn, masih dapal dicabut kembali di dalam tempo 3 bulan, seiak putusan yang

menyatakan kesalahannya siterhukum itw menjadi tidak dapat diubah lagi.

Pagal 16 KUHP:

1. Keputusan perlepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Hehakiman atas wsul
atan selelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara ditempat adanya siterhulkurn itu
dan setelah mendapat kabar dari Jaksa Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan
Puga. nrusan memperbaiki keadilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang
pekerjaamys diafy oleh Menteri Kehakunan,

2. Keputusan mencabut perlepasan  dengan perjunjian ity demikian pula kepoasan yang
diadakan karena melakukan ketentuan pada pasal 15a, ayat kelima, diambil oleh Menteri
Kehakiman atas usul atan setelah mendapat kabar dari Jaksa ditempad tinggal siterhukum.
Keputusan itu tidak akan diambil sebelumnya Dewan Pusat untuk Reclassering didengar,

3 Selama ada hak akan mencabut perlopasan dengan perjanjian, maka untuk kepentingan
kefortiban umum, orang yang dilepas dengan perjanjian itu dapat ditahan, jika ada
pergangkaan yang patut, bubwa selama percobaan itu ia pernah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan perjanjian yang skan ditersngkan dalam suraf permisinya atas perintah
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Jaksa ditempat tinggal orang itu, sedang Jaksa diwajibkan memberitahukan hal itu dengan
segera kepada Menteri Kehakiman,

4. Kekuntan penghanan itw selama-lamanya enam pulub hari. Jika penshanan itu
bersambung dengan penundaan atan dengan pencabuten perlepasan dengan perjanjian, maka

menjalankan hulkuman itu dianggap mulai dilalakan kembali pada hari penahanan (KUHP
pasal 15, 17). .

Peraturan pelepasan bersyarat dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hulwm Pidana
merupakan peraturan pokok, sedangkun operasionalisasinya dibutubkan adanya aturan
peiaﬁsmm, sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Fulown Pidana.

Dari Pagal 15 sampai pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukumn Pidana tersebut i
atas dapat dijelaskan sebagat berikut : bahwa Pelepasan bersyarat diberikan kepada
narapidana yang telah meqialz\mi pidana dua pertiga lamanya hukuman yang sebenarnya dan
dua pertiga hulaunan ity sedikit-dikityn 9 bulan telah dijalani. Tempo yang dijalani wakiu
ditahan semertara dalam pemeriksanan pendalminan tidak masuk bilangan ini.

Setelah dibebaskan, selama tempo percobaan ia harus memenubi pada perjanjian-
perjanjian atan syarat-syarat yang diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggalan lwkumannya
harus dijalani. |

Tujuan dari pada pelepasan bersyarat ini sama dengan penjatuhan pidana bersyarat
dalam pasa} 14 a KUHP, ialah suan pendidikan bagi terhulum yang diberi kesempatan
untuk memperbaiki dirinya.

Pada wﬁkh: me.lepﬂsknn dengan perjanjian ity kepada orang yang dilepaskan
diberikan ijin melulu sebagai tindakan pengawasan dan sural ijiin mana pada wakiu

berpindah tempat harus diperiihatkan kepada Kepala Pemerintah Daerah dari tempat
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tingglnya yang lama dan apabila pertu dengan catatanuya diperlihatkan kepada Pemerilntah
Daerah tempat tinggalnya yang baru.

Keputusan memberikan pelepasan bersyarat adalal kekuasaan Menteri Kehakiman
alas usul atan setelah mendapat keterangan dari pengurus rumah penjora dan jakea.
Pelepasan bersyarat itu dapat dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atarn nsnl jaksa
ditempat orang itu berdiam dengan pertiinbangan Dewan Posat Reclessering,

Selain dari pada its jika terhukum melanggar perjanjian, maka dengan menungen keputusan
dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pelepasannya, ia oleh juksa ia dapat ditahan,
Penahanan ini famanya maksimum 60 hari. Jika dajmxi‘ 60 hari itu tidak pula ada keputusan

Menteri Kehakiman, maka penshanan lebih lama tidek diperkenankan dan harus

dilepaskan kembali.
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L. Prospeksi Pengaturan Pelepasan Bersyarat di Indonesia

Sebelum perang Dunia I di banyak neg-ara masalah pelepasan bersyarat sering-
dianggap gebagai pembebasan yang ekscpsional, tetapi sekarang pandangan semacam i
sudah sama sekali berubsh. Peieﬁasnn bersyarat telah merupakan suatu mata rantai di
dalam sistem pembinaan narapidana.

Bukti bahwa pelepasan bersyarat pada saat ini merupakan masalah vang sangat
penting di dalam pembinaan narapidana, tampak adanya kenyataan bahwa pada kongres-
kongres PEB fentang pencegahan  kejahatan  dan pembinann para  pelaku  yang
digelengarakan pada whon 1970, 1975. 1980, pelepasan bersyarat (parole) sebagat salah
safy alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan selalu menjadi bahan peémbicaraan
yang sangat penting.

Dalam penﬁ)ahaszm tethadap pelaksanasn pidana penjara sebagaimana felah
disebutkan di atas bahwa sistem kepenjarasn yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda
adalah Gestichten Reglement Tahun 1917 No. 708 beserta peraturin pelaksannoniya. yaity
Progresive Stelsel, Self government dun release on parote systern.

Sistem progresif c#apa!' dilihat deri kefentian pasal 49 bingga pusal 54 Peraturan
Penjara. Sistem self government yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda, \%?ala11p11n
dengan sangat terbatas yaitu dapat dilihat dengan adanya surat edaran Hoolen van het
Gevangeniswezen tanggal 16 November 1922 (31.131/37/25 tenlang pengunaan sistem
“ygormannery’, yaitu pengangkafan narapidena-narapidana  terfentu \mmk. membantu
pegawai pergiara. :

Untuk sistem release on pavole dapat dilibat dari ketentunn pasal 55 Reglemen

Kepenjaraan Jo pasal 15 ¥itab Undang-Undang Hukum Pidana  5.191 5.732 Jo. ordonansi
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Voordelijk invrijhedstelling S. 1917-749 perilaku narapidana-narapidana berdasarkan
penilain petugas berperilaku baik, ia mengalami kenaikan tahap pembinaan dan
mendapatkan hak-hak dan kelongaran bergerak yang lebih hias, dengan sedikit pengawasan.
Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Jo Keputusan Menteri
Kehakiman RI No.M. 02-PX.04.10 Tahun 1990 tangeal 10 April 1950, secara unum

proses pembinaan narapidana dilaksanakan dalam 4 tahap

" 1. Tahap sdmizi-orientasi (0-1/3);

2. Tahap asimilasi (1/3-1/2);
3. Tahap lepas bersyarat {1/2-2/3);
4. Tahap bebas (2/3-habis)

Sistem release on parcle dalam sistem pemasyarakatan merupakan ferlihat dari
adanya pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan merupakan bentuk pembinaan di
luar lembaga (Exstramulal treatment). 8 Dengan demikian narapidana yang telah
dikelnarkan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan pelepasan bersyarat { PB)} merupakan
istilah bakn untuk menggantikan istilah  voorwaardelijke in vrijheidstelling (V.I),
sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direklorsi Jenderal Pemasyarakatan {angeal 6
Februari 1991 No. E. PK.'OLLIO.

Pengertian pelepasan bersyarél menurut pasal 5 Peratwran Menteri Kehakirnan RY
No. M.Oll-PK. 04.10 tahun 1589 adalah proses pembinaan narapidana di lwar Lembaga
Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Peraturan pelepasan bersyarat dalam pasal 15 dan 16 Kitab

Undang-Undang Hukam Pidana merupakan peraturan  pokok,  sedangkan

% Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Warapidanaftaharan,
Jakarta, 1990,
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operasionalisasinya dibutuhlan adanya aturan pelaksana, sebagaimana difentukan dalam
pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum kelwarnys UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, landasan hukum
operagionalnya antara lain terdapal dalam Reglemen kepenjaraan {Gostichten Reglement)
Sthl 1917 No.708 (khususnya pasal  55), ordonamsi fentang  voorwanrdelijhe
Invrijheidstelling {pelepasan bersyarat) Stbl 1917-749, serta sural-surat kepuiusan, surat
edaran dan juklak baik dari Meaferi Kehakiman maupun Direktur Pemasyarakatin.

Setelah keluarnya UU No. 12 Tahun 1995 berdasarkun pasal 53, peraturan yang
mengatur tentang pelepasan bersyaral dalam Reglemen Kepenjaraan dan Ordonansi tegas
dinyatakan tidak berlaku pelaksanaannya, sedangkan peraluran-peraturan pelaksanaan
lainnya, tetop dinyatakan Serlaku pelaksanaannya. Pelepasan bersyarat dalam UU Ne. 12
Tahun 1995, disfur dalam pasal 14 ayat 1 huraf k. Dalam pasal tersebul pelepasan
bersyarat secara tegas dicatumkan sebagai hak dari narapidana , kemudian  hak pelepasan
bersyarat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal tersebut tercantum
dalam pasal 14 ayat 2, dengan demikiun sebelum perafuran pelaksanaan dari pasal 14 ayat
1 terbentuk, peratui‘an pelaksanaan pelepasan bersyaral hanya diatur dalam peraturan-
perﬁ.tm'mx yang menyebar d*;ari berbagai surat keputusan, suraf edaran, juklak dari menteri
kehakiman dan direkiur pemasyarakatan serta pejabat terkait.

Peraturan-perafuran tersebut antara lain
1. Peraturan Menteri Kehakiman R1 No.M.01-PX.04.10 Tabun 1989 tentang Agimilasi,

pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.




2. Keputusan Direlfur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04-10 tahun 1989 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK,04.10 Tahunl989 tentang
Asimilasi, Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

3. Peratwran Menteri Kehakiman RI NoMOI-PK.04.01 Tshun 1991 tentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 tentang Asimilasi,
Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas,

4. Iushul%si Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.P¥.04.10.21 tanggal 6 Februari 1991,
tentang Pembakuan istilah Tim Pengamal Pemasyarakatan (TPP), pelepasan bersvarat
{(PB), cuti menjelang bebas (CMB} dan pidana bersyarat. (PB}.

5. Surat Keputusan Dirckiur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06 PK.04.10 Talnm 1992
tentang Pehimjuk Pelaksanaan asimilasi, pelepasan bersyarat dan euti menjelang bebas.

6. Peraluran Mt;nt.eri Kehakigan K1 No.M.OI-PIL0O4.10 Tahun 1993 lentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.OLPE.04.10 Tahun 1989 tentang
Asimilagi, pelepasan bersyarat dar: cuti menjelang bebas.

7. Surat Edaran Direldur Jenderal Pemagyarakatan No E-PK.04.10.35 fangeal 2 Agustus
1993 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Kchakiman NoM.06PK.04.10 Tahun
1993 dan Jukiak penghitungan pelepasan bersyarat,

Narapidana dapat dibertkan pelepasan bersyarat apabila memenuhi persyaratan
substantif. Ketentuan fersebut terdapat dalam pasal 7 Peratwran Menteri Kehakiman
No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989. Syarat-syarat substantif terdapat dalam pasal 8 adalah
a Narapidana telah memperlibatkan kesadaran dan penyesalan afos kesslaban yang

menyebabkan dijainhi pidana;

b. Narapidana telah memperlibatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
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¢. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan
bersemangat.

d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang
bersangkutan;

e. Selama menjalankan masa pidana, nm’ﬂéidmxa tidak pernah mendapat huluman disiplin,
setidak-tidaknya dalam waktu 1 (satu) 1ahun terakhir;

f Masa pidana yang telah dijalani : untuk pelepasan bersyarat, narapidana telah menjalani
sekarang-lurangnya 9 (sembilan) bulan;

Persyaratan administratif terdapaf dalam pasal 9 meliputi

a Salinan putugan pengadilan (Ekstral Vonis} ;

b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi;

c. Surat keterangan ashi dari Pengadilan Negeri memutuskan bahwa sikap narapidana pada
waktu pemeriksany di Pengﬂdilmla tidak menyulitkan dan Jeterangan tentang latar
belakang tindak pidana yang dilakukan.

d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai BISPA tentang pihak keluarga yang akan
menerima narapidana, keadaan linglamgan n'lasyarlakat sekitarnya dau piluk lain yang
ada hubungannya dengan narapidana;

e. Salinan daftar ¥ (daflar yang memuat tentang pelangaran tata tertib yang dilakukan
narapidana selama menjalankan masa pidana) dari kepala Lembaga Pemasyarokatan,

£ Saiiuan daflar pgmhahan atan pengurangan masa pidana, seﬁerii grasi, vemisi ;lsm lain-
lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan,

g Surat pernyataan kesangupan dari pihak yang akan menerima narapidana, keadaan

lingkungan masynrakat sekitarnya dan pihak lain yang ade hubungannya dengan

- narapidana;
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h. Surat keterangan kesehatan dari psikologi maupun jiwanya dan apabila psikolog dan
dokter umum tidak ada di Lembaga Pemasyarakatan diganti dengan surat keterangan
dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Persyaratan-persyaraian pelepasan bersyarat sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01 PK.04.01 tahun 1993 antara lam

| Persyaratan substantif terdapat perubshan pada huruf E, yang duln digyaratkan
selama menjslankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapathan hulaunan disiphin,

setidak-tidaknya dalam jangka wakin 9 (sembilan) bulan. Selain syarat-syaral pada huruf E,

petsyaratan pada huruf F jugh mengalami sedikit penyempurnaan menjadi * unfuk pelepasan

bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 {dua pertiga) dan masa pidananya setelah
dikurangi masa tahanan dan remisi dihitmg sejak tanggal penahanan, sekurang-kurangnya
telah menjalani pidana 9 (sembilan) bulan. Jadi terdapat penambahan kata-kata © setelah
dilarangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penabanan®.

Persyaratan administrasi,  khususnya untuk pelepasan bersyarat, raengalami
perubahan yaifu dengan adanya penghapusan persyaratan pagal 9 huruf ¢, fentang surat
keterangan asli dari Pengadilan Negeri mengenai sikap narapidana saat disidang.

Kalau kita lihat dari persyaratan substantif, pelepasan bersyarat diberikan manakala
narapidana telah menjalani 2/3 dan sckurang-kurangnya 9 (senilbilan) bulan penjara serta
memenuhi persyaratan lainnya, logikenya setiap narapidana mempunysi kesempatan untuk
itu, akan tetapi delam peraturan Mentori Kehakiman R1 NoM.01-PK.01 Tahun 1989,
ternyata ada pengecualian beberapa norapidmia yang melakukan jenis tindak tertentu tidok
diberikan pelepagan bersyarat, yailu narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara

subversi, korupsi, penyelundupan, perjndian, narkotika atan perkara-perkara lain yang

menimbulkan kerusuhan dan menarik perhatisn masyarakat narupidana yang kemungkinan




9

akan terancam jiwanya atou mengulangi melakukan findak pidana apabila diberikan
pelepasan bersyarat dan narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia Hal
tersebut dintur dalam pasal 10 (sepuluh).

Pembatasan pemberian pelepasan bersyarat tersebut di atas, kalaw dilihat secara
filosofis dalam konteks filosofi pemasyarakatan, sangat bertentangan dengan konsep
Therapeutics pi‘ocess dan pembinaan ekstramural. Untuk diadakan penyempurnaan dengan
dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahma = 1991
Penyempurnaan tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1 (sam), pasal 2 (dua) dan pasal
3 {tiga) vaitu :

Pagal 1 (sau)

Yang dimaksud dengan narapidana tertentu dalam Peraturan Menteri Kehakiman R1
ini adalah narapiﬂana vang terlibat dalam perkara-perkara subvers, korupsi,
penyelmdupan, perjudian, narketika atan perkara yang menimbolkan keresahan den
menarik perhatian masyarakat.

Pasal 2 {dua) :
Mengubah pasal 10 ayat 1 Peraluran Menteri Kehskiman Ri NoM.01-PE.04.10 talmn
1989 yang berbunyi : |

Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada
9. Narapidana yang ferlibat dalam perkara-perkara subvers, korupsi, penyehmndupan,

perjudian, narkotika stau perkara tain yang menimbulkan keresuhun dun nenaril

s

perhatian masynrakat;
b. Narapidana yang kermngkinan akzr? terancam jiwanya. atan mengulangi findak pidana
»

apabila diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjeinng bebas;

¢. Narapidana warga negara asing bukan pendaduk Indonesia.
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Menjadi
Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada
a. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atan menguiangi melakukan tindak
pidana apabila diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat alan cuti menjelang bebag,
b. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.
Pacal 3 (tiga) :
Képada narapidana fertentu sebagaimana dimaeksud pasal 1 dapat diberiken asimilast,
pelepasan bersyarat atan cuti menjelang bebas dengan syarat-syarat tambahan yaitu
a. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam
1embaga Pemasyarakatan. Penilian tentang kesadaran dan perilaku narapidana tersebut
dilalukan oleh para anggota tim Pengamat Femasyarakatan yang bersangkutan bersama
ungur  dari BAKORTANASDA sctempat, dengan mengunakan karta pembinaan
narapidana berdasarkan ketentoan yang berlakn.
b. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atan lembaga yang memberikan jaminan secara
tertulis di atas materai bahwa narapidana yang bersangkuton fidak akan meloyikan diri.
Ketentuan pasal 3 (tiga) menempatkan narapidana pelaku tindak pidana subversi,
korupsi, penyelundupan, perjndian, narkotika atau perkara yang menintbultkan keresahan
dan menarik yang memungkinkan dapat diberikan pelepasan bersyarat dengan syarat-syarat
tambahap,
Pelepasan bersyarat adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana di
hm;_'_ Lembagn Pemasyarakatan (extramural frestment). Karena merupakan pembinaan i
fuar lembaga, dalam hal ini tanggung jawab bimbingan bukan lagi tanggung jawab Lembaga
Pemasyarakatan, akan fetapi merupakan fangging jawab balai BISPA, ketentnan tersebut

tercermin alam ketentuan pasal 14 {cmpat belag) dan 15 (lima belas), Peraturan Menteri
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Kehakiman No.M.OI-PK.04.10 Tabun 1089, adapun pengawasan pelaksanaan pelepasan
bersyarat merupakan tanggung jawab Kejaksaan Wegeri dan Belui BISPA setempat. Yang
dimaksud dengan Kejaksann Negeri dan Balai BISPA setempat adalah Kejaksaan Negeri
dan Balai BISPA yang membawahi wilayah di maba terpidana menjalani pelepasan
bersyarat. Adapun pengawasap terhadap pelaksam pelepasan bersyaral bugi terpidana
tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (eatn) Perafuran Menteri RI No.M.C1-
PRLO4.10, selnin menjadi fanggmg jowab Kejaksaan Negeri din Baloai BISPA jugn
mengikat  sertakan 'BAKORTANASDA setempal. Kelentuan-kelentuan  tersebut teriihal
secara jelas dalam kefenfuan pasal 4 (empal) dan pasal 5 (lima) Peraturan Menteri
Kehakiman RT No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991,

Sedangkan i dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tahm; 2000, pelepasan bersyarat diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70,
Pasal 67 Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hulum Pidana Tahun 2000 berbunyi
1. Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari pidana penjara yang
* dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 terscbut tidak kurang dari 9 bulen dan berkelaluan baik

dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagat Klien Pemasyarakatan oleh Menteri

Hukum dan Perundang-undangan.

-~

. Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-tuwrut jumluh pidana
diangeap sebagai saly pidana.
3. Dalam memberikan pembebasan bersyarat yang dimaksud dalam ayal (1) ditentukan
masa percoban dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
4. Maga percoﬁaan yang dimakend dalam ayat (2} sama dengﬁn siva wakin pidana penjara

vang belun dijalant ditambah dengan 1 (safu) tahun,




S. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau
terdalowa datam perkara lain, waktu tshanannya tidak diperhitungkan sebagai masa
percobaan.

6. Ketentuan mengenai tata cara pelaksamaan'pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) distur lebih lanjut depgan Keputusan Presiden.

Pasal 68 berbunyi :

1. Syarat-syarat yang harug dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 67 ayat 2 adalah :

a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan

b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan alan tidak melakukan perbuafan tertentu, tanpa
mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

2. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dapat diubah, dibapus, atan
diadakan syarat bar, yang senmia—nmtﬁ. bertnjnan membina terpidana

3. Ketentuan mengenal tata cara peluksanaun syarat-gyarat masa percobaan sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) diatur lebih Janjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pagal 69 berbunyi :

1. Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (figa) bulan

terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.

-~

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak, berlalu jika sebetm wakin 3

{tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melalukan tindak pidana dalam masa
percobnan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh keknatan

bk tet ap.

3. Jangka wakin antars sant mulai menjatani pembebasan bersvarat dan menjalani kembali

pidana tidak dihitong sebagai menjalani pidana.
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Pasal 70 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

L. Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Flukum dan Perundang-
undangan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hakim
pengawas. i

2. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satn syarat, maka Balai Pe:mm;aym'nkalml
Departemen Hukum dan Perundang-undangan memberilahukan hal tersebut kepada
hakim pengawas,

3. Pe.;cabutén pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas usut hakim pengawas. _

4. Jika Klien Pemasyarakatan melanggar syaral-syarat yabng diberikan, maka hakim
pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan ager
pembebasan bersyarat dicabut.

5. Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
maka <iapat memberi perintah kepada Polisi agar Klien Pemasyarakatan ditahan dan hal
tersebut diberitahukan kepada Menteri  hukum dan Perundang-undangan.

6. Penshanan sebagaimana dimaksud dalam ayat {5) paling lama 60 (enam pululi) hari.

7. Jika penahanan sebagaimana dimsksud dalam ayat (6) disusul dengan penghentian
sementara waktu atau pencabutan pembebasan bergyarat, maka klien Pemasyarakatan
dianggap meneruskan menjalani pidana sejak sasat ditahan,

8. Sclama masa percobaan, pengawasan dan pembinasn Klien Pemasyarakaian dilakukan
oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jendern! Pemasyarakatan Departemen Hukum dan

Perundang-undangan.
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Ketenfuan tentang pelepasan bersyarat dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Tahun 2000 di atas hampir sama dengan ketentuan tentang, pelepasan

bersyarat yang diatur datam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).




[

BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bawsh ini gkan dipaparkan hasi] penelitian tentang pelaksanaan pelepasan

bersyarat. Hagi penelitian in; bertujuan  unfuk mengetahui  sampaj

pelaksanaan Pelepasan Bersjvarai dalam Penegaken dap Pembaharuan My

seberapa jauh

kum Pidana dj
Indonesia,

A. Gambara.n Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan di samping berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana,

Jjuga merupakan lembaga pendidikan dan pembangunan yang bertujuan rﬁembina narapidang
menjadi manugia yang aktiffproduktif dan mandiri. Parg barapidana  yang feluh gelegai
menjalani masa pidana apabila kembali ke masyarakat diharapkan dapat memenyhi fingsi
sosialnya secara wajar dan tidak lagi melakukan tingd

akan yang dapat merugikan
masyarakat,

Sebagai konsekuensi logiy dari fingsi lémbaga pemasyarakatan tersebut d atas,
maka sudah waklunya orientasi pembinaan narapidang dapat memberi manfaay yang
sebesar-besarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia melaluj metode pendidikan dan

pelatihan kerja. Pendidikan ‘dan pelatihan im diharapkan dapat diserap oleh semua

narapidana sehingga nyata program dan sasarannya.
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Narapidana yang telah mapan dan benar-benar mampu perlu diberi kesempatan
untuk berpatisipasi melalui kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atay wntuk
dirinya sebagai bekal hidup dan terus dikembangkan berupa kerja mandiri di luar
lembaga pemasyarakatan,

Pembinaan narapidana tidak terbaias hanya di datam tembok lembaga
pemasyarakatan saja, tetapi bisa dilaksanakan di [uar lembaga pemasyarakatan. Salah
saty diantaranya adalah membuka tempat usaha guna menyalurkan narapidana. untuk
berkarya.

Penyajian gambaran kondisi lokasi penelitian gecara umum, dimaksad untuk
memberikan identifikasi komponen-komponen atau faktor-faktor yan;g menunjang
bekerjanya sistem pe.masyarnkatm} pada umumnya dan pelaksanaan pelepasan bersyarat
pada khususnya. Komponen perangkat kerag (hard ware} bisa meliputi bentuk bangunan,
kapasitag lembaga pemasyarakatan, peralatan proses pembinaan, sarana dan prasarana
dan lain-tain. Sedangkan komponen perangkat lunak dapat menyangkut tingkat kesiapan
dan sumber daya manusia yang melaksanakan program pemasyarakatan,

Melalui studi komperatif dengan memperbandingkan kondisi umum dan proses
pelatksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakgtan, diharapkan  dapat
diketemukan hebfarnpa. perbedann dan variasi yang bersifat spesifik, terhadap praktek
pelaksanaan pefepasan bersyarat, mengingat kompleksitas masalah vang dihadapi dan
kelas lembaga pemasyarakatan yang berbeda,

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang (dahulu Lembaga Pemasvarakatan

eraten) merupakan salah satn dari empat belag lembaga pemasyarakatun kelag 1 yang

ada di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
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No.01-PR.07.65 Talm 1985, tontang  Organisasi dan  Tatfa Fetja Lembaga

Pemasyarakatan. Lembaga Pemusyarakafan kelag T Senarang vang udn wobooan i

. o b P S 1 ‘
MErupaiug, Langunnn by Ha ovtragen g

senibi Leitibuga § cuoesvarakatun Miuiog yatig
terfetak di Jalan Dr. Ciplo No.62 Semarang. Pengantian tersebut didasarkan pada

kebutuhan untuk menyesunikan kondisi keluyakan, Kategori Lembaga Pemasyarakatan

Kelas L sebagaimana felah difentukan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No. M.01-P1.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumsh Tahanan. Surat Keputusan Menteri

)

Kehakiman tersebut antara lain menyebutkan : bahwa letak, luas tanah atay lzhan dan

luas bangunan serta luas areal lembaga pemasyarakatan paling tiduk harus memenubi
porgyarafan ;

. Letak di luar atau dipinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana

fransportasi dan felekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (histrik) serta aw

bersih,

2. Luas tanah atau bangunan lembaga pemasyarakatan kelas I, 1A dan OB masing-
masing minimal 60.000 m2, 10.600 m2 dan 30.000 m?2. |

3. Luas gedung aftan bangunan lembaga pemasyarakatan kelas 1, TA dan 1IB masing-
masing minimal 19.000 m2, 14.000 m2, dan 7.000 m2 dan terletak dibagian tengah

tanah atau lahan,

Penentuan luas ini penting agw tanah atau lahan selebibnya ity dapat dimanfasthan

onfuk ¢
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a Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat disekitamya (jarak antara

gedung  lembaga pemasyarakatan dengan fempat tinggal masyarakat cukup
berjauhan).

b. Menghindari agar masyarakét tidak .terganggu jika ada tindakan pencegahan

terhadap gangguan keamanusn dan ketertiban,

¢.  Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain

sebagainya. |

d. Keindahang (pertamanan penghijanan} agar fidak mengesankan temmpat vang
menyeramkan dan menakutkan,

e. Sesual dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.

{ Perumahan petngas dan kbusnsnya perumahan Kalapas, Kepala Unit Satpam,
Kepala Unit Pendaflaran, Kepala Unif Kesehatan dag Petugas Dupur inengambil
tempal yang lebih dekat dangan gedung atau bangunan lembaga pemasyarakatan,

4. Bebas atau junh dari kemungkinan tertimpa bencana, (gempa, banjir, tanah iongsor}
dan lancar pembuangan air limbah dengan tidak mermsak {mengotort) lingkungan,
S. Sedapat-dapatmya dekat denpan markas kepolisian, kejaksaan dan pengaditan.

Dilihat dari persyaratan-persyaratan kelayakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan
Miaten sangat tidak memenuhi syarat, mengingat letaknya ditengah-te.ngah kota, luas
tanah dan bangunan tidak memadai (luas tanah 28977 m2 dan fuas hgnguﬁan 13.273
m2), l;entuk bangunannys menyeramkan dan mengesankan sebagai rumah penjara
jaman kolonial. Dengan kondisi tersebut selain tidak memadai untuk mengembangkan
keframpilan narapidana (untuk lafihan bertani, perikanan, \petemﬂkzm) juga fidak

kondusif terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang lebih mengedepankan
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keserasian, rasa aman, dan persaudaraan, karena bentuk bangunan, sel-sel, tempat tidur
dan pola pengamanannya terkesan menakutkan. Hal demikian dapal dimengerti karena
tembaga pemasyarakatan peninggalan jaman Kolonial Belanda dibangun sekitar tahun
1881, vang dabulu bernama “ Strafpevangenis Voor Inlanders™.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ada dengan nama resmi “ Lembaga
Pemasyarakatan Kelas T Semarang . Lembaga Pemasyarakatan Semarang berlokasi di
desa Kedang Pane tepatnya di Jalan Raya Kedung Pane kecamatan Mijen kodya Dati 11
Semarang, Mengingat letaknya di desa Kedung TFane, Lembaga Pemasyarakatan
Semarang olch masyarakat sering disebut Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane (LP
Kedung Pane).

Leﬁbaga Pemasyarakatan Semarang berdiri di atas aveal tanah seluas 51.604 m2,
dengan luas bangupan yang sudah terbangun kuraung lebih 20.000¢ m2, dari sekitar
30.000m?2 luas bangunan yang direncanakan. Dilithat dari syarat mengenai lnas fanah
dan bangunan sebagaimana tercamtum dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman
No.M.01-PL.01.01 Tahun 19l85 {uas . areal tamah dan bangunan Lembaga
Pemasyarakatan Semarang sudah sangat memadai. Di bawah ini akan penutis uraikan

mengenai data fersebut di atas : ¥

®1 Data diperoteh dari Bag. Umum Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang , Tgl 31 Oktober
2003




Tabet No.A

Gambaran Umuim Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1‘$emarang

1. Luas Tanah 51,604 m2
| 2. Keadaan Bangunan
| a Kanfor Lanfai] dan I 1,120 m2
b. Ruang kunjungan, perobinaan dan 624 m2
keamanan
¢. Ruang serba guna / sula 524 m2
Biok Narapidana. / tahanan 8 unit 5480 m2
€ 685 m2
e. Dapur dan gndang 360 m2
- £ Ruang poliklinik 250 m2
. & Posbawah tipe 24 = 2 buah 48 m2
l h. Pos bawah tipe 36 = 2 buah 72 m2
| i Rumah dinas tipe B.120 360 m2
j- Rumah dinas tipe .70 70 m2
k. Rwmah dinas tipe D.50 250 m2
Rumah dinas tipe E.36 504 m2
Jumlah 9,662 m2
3 Sarana
’ Penerangan Listrik
| Air Bersih
4 Kapasitas
Jumiah selruk blok 10 hlok
‘ Kapasitas hunian tiap blok 51 orang
: Kapasitas seluruhnya ’ 510 orang

80
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1

Benfuk bangunan Lembapa Pemasyarakatan jauh dasi mengambarkan sebagai
rumah fempaf pelaksannan pidons cosos wnng dipickors 7 T g
proviitittaran blasa badives Lagl orang awuain dengan melithat beafuk-beatuk kumpulan
bangunan yang ada, barangkali melibatnya sebagar perumuhan mewah, seperti
perumahan-perumahan yang adu disepanjang Jalen Kedung Pane smnpai Boja, yang
lokasinya tidak jauh dari lokasi Lembaga Pemasyvarakatan Semarang,

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Semarang sangat raudah dijang,kau dengan
fransportasi angkutan umum, yang melavani frayek Semarang- Boja, mengingat letaknya
berada tepat dipingeir jalan trayek Semarang-Boja. Selain mudal dijangkan dengan
sarana {ransporiasi angkutan umum, Lembaga Pemasyarakalan Semarang juga
dilengkapi dengan sarana telekomunikasi saluran langsung jarak jauh (SLIT) sebanyak 2
(dua) unit, 1 unit dengan nomor {024) 7608406, sambungan langsung ke ruang Kalapas
{ Kepala Lembaga Pemasyarakitan) dan sato unit lagi dengan Nomaoy (024) 7600603 di
ruang operator. Untuk mendukung keamanan Lembaga Pemasyarakatan Semarang
uilengkapi diesel sebagai cadangan apabila listrik padam, vntuk mencukup: kebutuhan
air bersth menggunakan sumber air artetis dengan pompa air hstrik.

Areal tanah dengan luas yang cukup memadai, selain digunakan untuk membangun
perkantoran dan bangunan pokok untuk pemasyarakatan, juga membangun rumah-
rumah dinas pejabat lembaga pemasyarakatan gerta dipergunakan untuk mendukung
usaha pembinaan narapidana berupa Intiban ketrampilan berupa pertanian, peternakan,
perikanan dan lain-lain. Perumahan yang sudah terbangun hingga saat ini adalah
sebanyak 23 unit terdiri dari 3 unit tipe B (120 m2), satu unit tipe C (70 m2), 5 unit tipe

D (50 m2), 14 unit tipe E (35 m2).
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Lembaga Pemasyarakatan Semarang berada pada tapah dataran tinggi, dengan
ketinggian kurang lebih 300 m2 di atas permukaan laut, sehingea sedikit kemungkinan
terkena banjir. Di samping ity lokasinya juga tidak menyatu dengan perkampungan,
karena dipisahkan oleh jalan dengan tata letak yang demikian, diharapkan keberadaan
Lembaga Pemasyarakatan Semarang tidak menggangu aklifitas masyarakat disekitarnyz.

Letak Lembaga Pemasyarakatan Semarang, apabila dikaitkan dengan poin ke lima.
dart Surat Keputusan Menteri K ehakiman Mo. M.01-PL.01.01 Tabun 1985, mengenai
syarat letak harus berdekatan dengan kepelisian, kejaksaan, pengadilan, dalam Vha] in
juga memenuhi syarat karena dengan ketiga lembaga tercebut letaknya relatif tidak
berjanhan, schingga pengiriman tahanan untuk sidang dan permohonan bantuan
pengamanan spabila ada napi yang melarikan diri jugse tidak banyak menimbulkan

masalah.

Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dibangun secara bertahap mulat tahun

1985, Kemudian ditempali dan diresmikan pemakatannya tahun 1993 vang diresmikan

oleh Menteri Kehakiman pada saul ity yaitu Ismail Saleh. Lembuga Pemasyarakatan
Semarang dijadikan  lembaga  pemasyarakatan  percontohan,  sehingga  dalam
pembangunannya. sedemikian rupa disesuntkan dengan konsep pewmasyarakatan, dan
prinsip-pringip Standard Mimimwm Rules for Treatment of Prisoners (SMR} yang
berlaku sccara internasional, scbugat reflecksi penghargaan terhadap hurkat dan martabat
.
narapidana sebagai manusia. Implemeniast dari hal tersebat ferwujnd  dengan
dibangunnya berbagai fasilitas yang mendukung pe\iaksanaan proses pemasyarakatan.

Wujnd kongkritnya adalah dibangunnya sarapa-sarana miang  keumanan, ruang

prmbinaan, ruang kunjungan, ruang khugue untuk admisi orientasi, ruang set yang cukup
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luas, ruang ketrampitan kexja? ruang auditorinm, ruang mushola { masfid ), gereja, ruang
polikhinik. Blok penempatan narapidana terdiri dari ruang  fidur, ruang makan
narapidana, ruang rekreasi dalam, ruang kegiatan dalam blok. Selain hal tersebut juga
dilengkapi dengan lapangan olah r;x'g‘a di dalam lembaga dan tempatl latihan bercocok
tanam i fuar bangunan lembaga pemasyarakatan tetapi masib dalam areal lembaga
pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Semarang saat ini memiliki 10 (sepuluh) blok
penempatan nm'ap}dama dari | 10 (sepulub) yang direncanakan, Tiap blok terdiri atas 17
kamar dengan perincian 4 kamar dengan kapasitas sebanyak S orang, 7 kamar dengan
kapasitas maksimum 3 orang dan 10 kamar dengan kapasitas maksimum 1 orang, Kalan
dijumlahkan rata-rata tisp blok mampu menampung maksimum 51 orang Dengan
‘jumiah biok yang sekarang ada secara keselmuhan Lembaga Pemasyarakatan Semarang
mempunyai daya lampung 510 orang Mengigat di Semarang belum ada Rumah
Tahanan Negara (Rutan), untuk sementara waktu satu blok sebelsh utara digunakan
untuk penampungan tahanan. Pemisahan blok para tahanan berlujnan untuk
menghindarkan adanya penularan kejahatan. Penularan kejahatan dalam penjara, dalam
teori sering disebut sebagai prisonisasi. Prisionigasi biasa diartikan sebagai proses
interaksi antar norapidana dalam penjara vang membuat narapidana lebih jahat dart pada
gsebelum masuk penjara.®
Setiap kemar delam blok mempunvai fasilitas anlara lain . fempat fidur berupa
dipan terbuat dari kayu dan besi yang juminhnya sesuai dengan daya tampung kamar,

sehingga tiap kamar ada yang berisi 1,3 dan 5 buah tempat ficur, tempat kamar mandi




B4

dilengkapi WC dan air bersih yang mengalir langsung ke tiap kamar sesta dilengkapi

dengan penerangan lstrik 40 wail,

Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang sehain dilengkapi sarana dan

prasana, Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semurang jnga didukung oleh

pegawai-pegawai. Di bawah ini akan penulis wraikan mengenai keadnan pegawai

» . . 2
Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang sebagai berikut : ©

2 %omli Atrnasasmite, Kepenjaraan dadam st Fiusge Rampai, Aorico, Bandung, 1983, bal 46 dan
Muladi, Pembncan Narapidene i Lembepe Penpeyeraketon Nusciambargarn, Makalah Seminar
Universitas Indonesia, 1932, hal 6




Tabet 2
Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang

- {1.Jenis Kelamin
|{ Pria 177 orang
VWanita 18 orang
Jumiah 198 orang
L iHi. Pendidikan
? Sekolah Dasar (SD) & orang
‘_ SLTP 35 orang
SLTA 118 orang
1 Akademi ffmu Pemasyarakatan (AKIP) % orang
Sarjana Muda 18 orang
| Sarjana Hukum 12 orang
HJumiah 186 orang
(111, Gelongan
| ! 11 orang
- it - 141 orang
1 41 orang
i 1% 3 orang
Jumiah 186 orang
11V, Masa Ketja
10 sampal § tahun 73 prang
15 sarapai 10 1ahun 56 orang
15 tahun keatas 87 orang
{Jumiah 188 orang
l V. Keadaan Mapi/ Lamanya Menjalani Pidana
10 sampat 1 tahun 133 orang
11 tahun ke atas 21u orang
seumur hidup 7 orang
pidana mali 2 orang
{Jurmlah 358 orang

\ 63 Dyara dari Bag. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, tanggal 30 Oktober

2063
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Lembaga Pemasyarakatan Semarang dalam operasionalisasinya didukung oleh 196
orang pegawai, Jumlah pegawai 196 orang ferbagi dalam 3 pegawai golongan IV, 41
orang golongan M1, 141 orang golongan II dan 11 orang golongan 1 Jenjang pendidikan
dari 196 orang pegawai tersebut terbanyak adalah lulusan SLTA, yaitu 116 orang,
sedangkan lainnya adalah lulusan sarjana berjumlah 12 orang, sarjana muda 16 orang,
sarjana muda kbususnya bidang pemasyarakatan yaitu Ilnjusan  Akademi Hmu
Pemasyarakatan (AKIP) sebanyak 9 orang, lulusan SLTP 33 orang dan lulusan SD
sebanyak 8 orang. Untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan pegawai anfara
tain kursus Sespanas/Sepali satu orang. Sepadya/Sepama 4 orang Sepala/Adum
sebanyak 1 orang Sedangkan pegawai yang mengikuti penataran khusus di bidang
feknis pemasyarakatan fercatat baru 26 orong,

Melihat jenjang pendidikan dan pendidikan tambahan yang telah ditexhpuh
pegawal, dirasa jauh dari memadai, terlebih lagi jumiah 196 pegawai hanya 16 orang
yang sebenar-benarnya berlatar belakang pendidikan ilmu pemasyarakatan dan baru 26
orang pegawal yang mendapat pendidikan tambahan mengenai teknis pemusyarakatan,
sedangkan dari 12 orang sarjana yanp ada kebanyakan adatah Sarjana ITukum {9 orang).
Dengan latar belakang fersebut, Menumit Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang 8

untuk mentngkatkan kemampuan pegawar dalam menunjang keberhasilan proses

pemasyarakatan, dirnga  perlu  adunye pendidikan tambahan  tentang  teknis

pemasyarakatan khususnya nntuk golongan I merupakan wjung lombhak vang langsung

berhubungan dengan narapidana. Selain peningkatan kemampuan sumber daya manusia

|
54 Hasil Wawancara Tanggal 31 Obtober 2003 dengan Kepala Lembaga Pemasyrarakatan Kedung
Pane Sermarmg Adi Siswanto.
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A

yang felah ada, juga diperlukan adanya p:egawai—pegztwni yang mempunyai  latar

belakang pendidikan paedagogi, psikologi, sn%:iﬂ]r.)gi, kedokteran dan paramedis

Masa kerja dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Semarang yaituy : Untuk ¢
sampai dengan 5 tahun sejumiah 73 orang, 5 tahun sampai 10 tahun jumlshnya 56 orang,

15 {ahun keatas 87 orang.

Sedangkan untuk jumlal narapidana ymég_ menempafi di Lembaga Pemazyarakatan
Kedung Pane untuk tahup 2003, untuk nam;é)idana yang dipidana 0 sampai dengan 1
tahun yaitu 133, untuk narapidana yang cili_pidana. 1 tahun ke atag sejumlah 216,

narapidana yang dipidana seumur hidup vailu 7 orang, yang dipidana mali yaitu 2 orang,
sehingga junlah seluruh narapidana vaitu 358 oraufxg87

Di bawah ini skan penulis uratkan mengenai shulitwr organisast dari Lembaga

Pemagyarakatan Kedung Pane Semarang :

7 Data darf Ka. Bag Registrasi Lembaga Pemagyarakatan Kedung Pane SBemarang, tanggai 30 Otober
2003 ?
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Bagan no. 3 di atas mengenai Struktur Orgauisasi di Lembaga Pemasyarakatan
Kedung Pane Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :
I Kepala Lembaga i’emas yarakatan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Berfugas membawahi :
1. Petugas Pengamanan
Petugas Pengamanan bertugas dan bertanggung jawab afas keamanan di
Lembaga Pemasyarakatan.
2. Para Kepala Bidang yang terdiri :
a. Ka Bid Pembinaan Narapidana
Bertugas memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak
menguiangi kejahatan yang dilakukannya
s Kasi Regisfrasi
Berfugas melskukan registrasi  jumlab narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan.
+ Kasi Bimbingan Kemasyarakatan
Bertugas memberikan bimbingan kepada narapidana  agar  tidak
mengulang: keyahatan.
¢ Kasi Perawatan MNapi
Bertugas memberikan perawatan kepada narapidana
b. Ka Bid. Kegiatan Kerja ‘
Bertugas untuk melukukan pengadaan akan kegiatan kerja para

narapidana

% Dyata diperoleh dari Bag. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Tyt 30 Ohtober 2603,




» Kusi Bimbingan Kerja
Bertugas melakukan bimbingan kerja para nurapidana
¢ Kast. Sarana Kerja
Bertugas melakukan pengadaan sarana keria unink para narapidana
+ Kasi Pengelolaan Hasil Kerja
Bertugar mengelola hasil kerja yang dilakukan para narapidana
¢. Ka. Bid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
¢+  Kagsi Keamanan
Bertugas pengelolaan administrasi keamanan Lembaga
Pemasyarakatan.
¢ Kasi Petaporan dan Tata Tertib
Bertugas melaporkan jalannya. fata tertib di Lembaga
Pemasyarakatan.
ji8 Kabag Tata Usaha
Kepala Begian Tata Usaha membawahi :
a. Kasubbag Kepegawaian
Bertugas mengurusi masalah kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan
Kedung Pane Semarang
b. Kasubbag Keuangan.
Bertugas mengurusi kenangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
Kedung Pane
¢. Kasubbag Umum

Bertugas mengurusi kebersihan, perawatan gedung dll.




B. Kebijakan Perumusan Pelepasan Bersyarat dalam Peraturan

Perundang-undangan Pada Saat ini. .

Sistem Pemasyarakatan yang diferapkan dalam pelsksansan pidana penjara
merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana, Scbagai sub sistern peradilan pidana
fentu dalam bekerjanya terdapat beberapa komponen yang bekerja sabing berkaitan
untuk mencapai suatu tujvan mencegah terjadinya kejahatan atan terjadinya pengﬁiaﬂgan
kejahatan (residivis).

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan narapidana, sekaligus
merupakan metodelogi di bidang perlakuan pelanggar hukum atau Treatment of
offenders. Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pembinaan ini dilaksanakan di
lembaga pemasyarakatan. Dalam bekerjanya berpedoman puada 10  prinsip
pemasyarakatan yang menghargai dan menghormati hak asasi manusia, dengan tujuan
untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelum lahirnya sistem pemasyarakatan, fempat pelanggar hukum yang dijatuhi
pidana penjara bernama rumah penjara. Sesuai dengan perubahan sigtem pelaksanaan
pidana penjara menjadi sictem pemagyarakatan. Kemudian berdasarkan surat Men;eri
Kehakiman No. JH.6.8/506 ta.ngé;a}_ 17 Jumi 1964, rumab penjara divbah namanya
menjadi Jembaga pemasyarakatan, Perubahan nama rumah “penjara” menjadi “lembaga
pemasyarakatan” mengindikasikan adanya kemginan untuk mengadakan perubahan
terhaciap tata periakuan terhadap narapidana.

Namun keinginan untuk mengubah tata periakuan terhadap navapidana tidak diikuti

dengan undang-undang dan banguaan-bangunan rumah penjara yang bawu, Fisiknya
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masih menggunakan bangunan kune peningalan jaman kolonial Belanda, bahkan adn

juga bangupan barn fefapi disain konslruksinya masih seperti dulu, jalah mengunakan
sel-sel dan ruji-ruji, dinding-dinding tinggi dan kunci-kunci yang besar dengan alasan
untuk menjaga keamanan.

Zeadman seperti ini menimbulkan sualu pandangan bahwa hakekal pengertian
lembaga pemasyarakatan fersebut tentu tidak jauh berbeda dengan pengertian penjara,
yang di dalamnya seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelakn tindak pidana dan
pada akhimya menimbulkan kerugian bagi parapidana yang terlalu lama di dalam
fembaga pemasyarakatan, berupa ketidakmampuan narapidana tersebutl rmelanjutkan
kehidupan secara produktif di dalam masyarakat. |

Jadi sekalipun undang-undang pemasyarakatan telai; diberlakukan dan sistemnya
diuéahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi,
pamu., karena pandangan yang telah melekat seperti tersebut di afas, sehingga perilakn
petugas dalam melaksanakan pembinaan tersebut dipengaruhi oleh presepsi mereka
terhadap lembaga pemasyarakatan iln. Kehidupzn di dalam lembaga pemasyarakaian
tidak hanya sekedar dinding-dinding, jeruji-jernji, sel-sel tetapi kehidupan keneharian
suaty komunitas masyarakaf.

Clemmer”, seorang pakar sosiologi menyatakasn balvwa penjara harus dilihat
sebagai masyarakat di dalam masyarakad. Dia melukiskan penjara sebagai sistem sosial
yang informal yang disebut dengan sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana int
mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing

narapidana khususnya proses gosializasi parapidana ke dalam masyarakal. Bertolak dari
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pemikiran Clemmer tersebut maka lembaga pemasyarakatan harusiah dipandang sebagai
suatu sistem sosial.

Sistem pemasyarakatan dalam operasionalisasinya menganut sistem klasifikasi
progresif, arlinya proses pembinamn nparapidana  dilakeanakan mengikuti  lahap
perkembangan dan kemajuan dalam pembinasn narapidana. Sistem kdusifikam progresid,
dais'nu sistem pemasyarakatan tquiud dalam bentuk pentahapan-pentahapan sebagsai
berikut :

Untuk narapidana vang dipidana dengan jangka wakfu safu tahun ke afas, proses
pembinaan terbagi dalam 4 {empat) pentahapan yaitu :

1. Tahap admisi-oreientasi (0-1/3);

2. Tshap peiaksannan program dalam lembaga pemasyarakatan (1/3-1/2);

3. Tahap asimilasi (1/2-2/3)

4. Tahap integrasi (2/3-habis masa. pidananya)®™

Sedangkan untuk narapidana yang menjalani masa pidana di bawah satn tahun,
pembinaannya dilaknkan dalam 3 (liga) tabap dari 4 (empad) tahap yang ada.

Setiap narapidana secara mutiak harns mengiluti setiap pentahapan tersebut gesta

dengan tingkat perkembangan kepribadian den kelaboanpya Pernbs

= efnhinn
akan  mewmboedan parnbabou 00w ke peabe i helongaras-kelougaran,

temudahan-kemudahan dan hak-hak tertentu. Perubahan tersebul terfebih dahulu harus

medalyi penilaian oleh tim pengamat pemasyarakatan (seluniuinya disingkat TPP),

7 Muladi, Iembaga Fidara Bersyarat (ererti dikutip dalarn Proses Sosialiasasi Narapida tersebut ke
datarn Mesyareket Marapidana disetut oleh Clemmer sebagai “Frisonieasi® Becaroger Hood and Richard”
e

Kejahatan Tssues in Crinvnotogy”, Word University Library Landon, 12970 hal 217226
 Satjipto Rahardjo, Pola Pembiuzcn Nampidane/izhanan, Sinar Bary, Bandung, hal 42,
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bahwa narapidana berkelakuan baik dan layak untuk masuk pada fahap pembinaan
berikutnya.

Tahap pertama atau tahap admisi orientasi, narapidana masih berada di dalam
pengawasan penuh (maksinum security), lebih banyak berada dalam sel (kamar) secara
tertutup. Dalam tahap ini narapidana sama sekali belum diberi kelongaran-kelongaran
atay kemudahan-kemudahan fertentu. Pembinaan utama yang diberikan lebih bersifat
perbaikan mentalitas narapidana, seperti bimbingan tata tertib lembaga pemasyarakatan,
bimbingan idiologi Pancasila, bimbingan budi pekerti, bimbingan sosial, bimbingan
mental beragama, bimbingan penumbuhan sikap kedisiplinan.

Tahap kedua, narapidana sudah sedikit diberi kelongaran dengan mengikut
~ program latiban ketrampilan yang dilnkukan, akan fefapi ditentukon cleh busil evaluasi
TPP bahwa narapidana selama datam tahap pertama telah menunjukkan perilaku positif
dan akomodatif dengan program-program bimbingan yang diberikan kepadanya,
sehingga layak nnh._xk mengikuti pembinaan tahap kedua, dengan pengawasan yang agak
longgar (medium security). Dalam tahap kedua ini pembinsan bagi narapidana lebih
banyak diarshkan pada pembekalan pengetahnan umum, seperti pendidikan kejar paket
A, ujian persamaan {uper) SD, kejar usaha, pendidikan B3B, Pramuka, Kadarkum,
pendidikan kesehatan, olab raga, kesenian dan latihan kerja, pelaksanaan pembinaan
taha{p kedua tersebut sepenulnya dilukukan dalam lingkungan tembolk  lembaga
pemasysrakatan.

Tahap ketiga atau biasa disebut tahap asimilasi, datam tahap ini narapidana mulaj
diberi kelongaran-kelongaran untuk berhubungan dengan masyarakal depgun program-

program pembinaan di tuar, tetapi masih datam ruang lingkup iembaga pemasyarakatan.




935

Jenis pembinaan dalam tahap ketiga ini, kepada narapidana diberikan pembinaan
kemandirian berupa pembekalan keahlian atau keframpilan, agar bisa hidup mandiri
getelah narapidana ketuar dari lembaga pemasyarakatan. Leatuk pembinaan kemandirian
itu antara lain pendidikan dan latihan bercocok tanam, berkebun, berternak, perikanan,
pertukangan, perbengkelzm, kerajinan, menjahit dan lain-lain. Pengawasun yang
diiaktikﬁn dalam tahap ketiga adalah pengawnsan minimum.

Tahap pembinaan yang keempat merupakan tahap integrasi yaitu program
pembinan ditengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan program im bukan lagi mesupakan
monopoli lembaga pemasyarakatan, akan tetapi menyanghut !embaga kejakeaan,
kepolisian, BISPA (BAPAS), PEMDA dan peran seria masyarakat baik sebagai
pengawas, penanggung jawab maupnn sebagai pemmjm;g keberhasilan program
pembinaan di luar lembaga.

Sifat pembinaan ditengah-tengah masyarakat lebih banyak ingin menarik peran
gerta dan menggali segala potensi muagyarakat tkut datam pembinaan narapidana
(Comnunity base Treatment). Masyarakat dicoba untuk menerima kembali narapidana.
Dengan demikian sebenarnya dalam tohap int bertujuan untuk mencoba mengadakan
pendekatan kembali antara nparapidana dengan masyarakat. Pendekatan demikian
menurut Molly Cheang™ merupakan strategi baru dalam treatment {pertakuan) terhadap

narapidana yang disebut dengan “The Conununity T. reatment™.

B arnbang Purnorne, Fembinaan Na;qp:?k/mz Folitik (Fendekatar Sistematsk), makalah
Penataran, Fekoltag UNDIP,) 994, hal 7 (seperti dilutip datam bukunys Molly Cheang, The Role of
Clorrection in Sentencing).
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Menurut Bambang purnonm?cl konsep “FThe Community Treatment of Psisoners”
ity dapat dipakas dasar kensepsional pembinaan narapidana untuk in!egrasiﬁreintegﬁ.!si
dalam masyarakat yaitu suatu pendekatan pembinaan cksternal untuk menjauhkan
terpidana dari pengaruh buruk tembok penjara. Dart hal tersebut dupat dikemukakan
adanya dua tujuan pokok atau dua manfast dari pembinaan di lvar lembaga, yatu
perfama unfuk mendekatkan kembsli keserasian hubungan antara parapidana dengan
masyarakat dan yang kedua bertujuan apar secepat mungkin menjauhkan narapidana
dari pengaruh-pengaruh negatif proses sosialisasi yang terjadi dalam tembok lembaga
pemasyarakatan.

Dalam tahap keempal ini narapidana benar-bemar sudah bebas dari tembok
lembagn pemasyarakatan dan berada difengah-tengah masyarakst secara pepnh, kecuali
bagi mereka dalam tahap keempat ini hanya menda;;a.t agimilasi mandiri, bukan
mendapat pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas bagi narapidana yang mendapat
agimitigi mandiri masih diwajibkan pulang ke lembags pemusyarakatan pada sore
harinya, setelah kesebarian penuh berada dilengah-tengah masyarakal untuk kerja
mandiri, seperti menjadi tukang potong rambut, tu!:m}g.pm'}:ir, sopir don lain-lain.

Hak-hak vang diberikan dalam tahap keempat ini adalah hak untuk mendapatkan
asimilasi mandiri, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat. Maksud dan twjuan
terhadap seseorang narapidana diberikan hak usimilasi, culi menjelang bebas dan
pelepasan bersyarat, menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Merteri Kehaliman

Republik Indonesia No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1989 dimaksudian sebagai salah safu

upaya untok :

* Bambang Punomd, Aspek Kekeluargaan dolum pembinaen Terpidona , Bahan Penataran, Faknltas
Hukum UNDIP Sernarang, 1993, hal 3.




1. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.

2. Memperoleh dan meningka!ii(an peran serta masyarakal secara akiif dalam
penyelengaraan pemasyarakatan.

3. Membangkitkan motivasi atan dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian
tujuan pembinaan ‘

4. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menungkatian pendidikan dan
ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengabi-tengah masyarakat
getelah bebas menjalant pidana.

5. Mendorong masyarakat berperan serta secara aklif dalam peuvelongaraan
pemasyaralkatan.

Pemdetios hob hab ferealnd - om dengan kondess din sisa pudapa yang harus
dijulani narapidana. Culi menjelang bebas diberikan untuk narapidana yang tidak dapat
- diberikan pelepasan bergvaral karena masa atau siga masa pidenanya pendek dan cufi ini
diberikan untuk jangka waklu yang sama dengan lama remisi terakhir, muksimal 6
{enam) bulan sesuai dengan ketentuan dulam Pasal 1 huruf C, Jo Pasal 8 bwruf F snb 3
Peraturan Menteri Fehalkiman Republik Indonesia Me. M.G}—P}\V’L.O‘f!. 1 Tahun 1985,

Pelepasan bersyaral datam hukum pidana pogitif diaiue dalam Pasal 15 sampa
Pagal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 15 KUHP berbunyi : 1). Orang yang dibukwm penjara boleh dilepaskan
dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dart hnkumannya yang schenarnya
dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itn. Kalag siterhukum itu harus
menjalani beberapa hukuman penjara berh.n"ut-hmxt, riaka dalam hal ini sekalian

hukuman it di anggap sebagai satu hukuman.




2). Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobann  bagi
giterhukum itu dan diadekan perjantinn vang harus difurutnya selama tempo percobaan.
3). Tempo percobaan iftu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang
sebenarnya dari siterhukum itn. Tempo percobaan ilu fidak dihitung selama
kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah.

Pasal 15 KUHP di atas dapat dijelaskan bahwa pelepasan dengan pesjanjian = atay
“selepasan dengan bersyaral” atau pelepasan janggelen” ini hanya dapat 'dibfarik&n
kepada mereka yang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-gyarainya
ialah jika dua pertiga lamanya hukuman sebenarnya dan dua. pertiga hukuman itu harg
sedikit-dikitnya 9 bulan tetah dijalani. Tempo yang dijalani waktu ditaban semeniara
dalam ﬁemeriksaan pendahuluan tidak masuk bilangan ini. Sefelab dibebaskan selama
f.e}rlpo percobaan ia harug memenuhi pada perjanjian-perjanjian afau syarat-syarat yang
diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggatan l.mk‘umannya harus dijofan. e

Contoh: Orang yang dikukums penjara 9 bulan, meskipun telah menjatuni dus pertiga
hukumannya (6 bulan), belum dapal dibebaskan dengan bersyaral, oleh karena belum
memenuhi syarst minimum 9 bulon.

Orang yang dibukum 9 fahun penjara jika telah menjalani hukumnan 6 tahun, dapat
dibebaskan depgan bersyarat, bila baik kelakuannya. Apubila orang ity misalnya

gotelah satu tahan dibebaskan. Kemudiun melanggar perjanjian, ia hwrus menjalani lagl

3 1 Soesilo, Kitab Undang- Undang Fhdean Pidana (X UHP), sertz Komekor Korwlanyd Lenghap
Fasad dent Pasal, Politeia-Boger




ketinggalan hukumannya 3 tahun, jadi tempo ia dalam kebebasan yang 1 tahnn itu tidak
diliitung sebagai tempo hukuman.
Tempo percobaan difentukan satu tahun lebil lama dari ketinggalun hokunan yang
belom dijalasi, jadi dalam hal tersebut di atas 9 tuhun- 6 tahun =3 lahui + 1 tahun =4
tahun
Tuyjuan dari pada pelepasan bersyaraf ini sama dengan penjatuhan pidana bersyarat
tersebut dalam Pasal 14a, ialah suatu pendidikan bagt terhukum yang diberi kesempatan
nntuk memperbaiki dirinya.
Pada waktu melepaskan dengan perjanjian itu kepada orang yang dilepaskan diberikan
surat ijin metulu sebagai tindakan pengawasan dan surat ijin mana pada waktu berpindah
tempat harus diperlibatkan kepada Kepala Pemerintah Daersh dari fempat tinggalnya
yang tama dan apabila periu dengan catatannya dipertihatkan kepada Kepala Pemerintah
Daerah tempat tinggﬂlnja vang barn

Pasal 153 KUHP berbunyi : 1). Perlepasan dengan perjanjian itu harus dengan
perjanjian nmum, bahwa siterbukum tak akan melakukan perbualan yang terancam
hukuman, ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana
juapum,
2}. Képada perlepasan dengan perjanjian itn boleh, pula diadakan perjanjian yang
istimewa tentang kelakuan siterhukum, asal saja perjanjian iu Udak membatasi
kemerdekaan agan.xa atan politik.
3). Pengawasan datam hat menempati segala perjanjian ilu dipertangpunghkan kepada

-

amtenar yang tersebut dalam ayat pertama dari Pagal 14d.
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4). Juga dapat diadakan pengawasan yang istimewa dalam hal menempali perjanjian ity

yang semata-mafa bermaksud akan memberi pertolongan dan bantuan kepada

giterhukum.

5). Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh diubah, boleh ﬁicabut begitupun dapat
ditetapkan perjaﬁjian vang istimewns, dupat juga diadakan pengawasan istimewa dun
pengawasan yang istimewa jtu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada yang sudah
dipertanggungkan dahulu,

6). Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan surat permisi, di mana
diterangkan segala perjanjian, yang dijanjikan kepadanya. Kalan ayal yang di ata ini
dilakukan, maka diberikan padanya surat permmsi yang baru.

Dari Pasal 158 KUEP di afas dapat dijelaslkmz bahwa syaral-gyaral mmnum dan
syarat istimewa yang diberikan dalam hal int adaleh sama dengan yang mefgenai
penjatuhan hukuman bersyaral, hanya dalam syarat amom di sini difambah kata-kata:
ataupun tak akan bexikeiakmm yang tidak baik dengan jalan manu juapun®, yaug berarti
suaty perluasan. Pengerlian “berkelaknan yang lidak baik’s vaitu penghidupan malas dan
tidak toratur don bergonl dengan orang-orang yang tersohor fidak baik.

Pasal 15b: 1) Perlepasan dengan 1mtjanjis'u'1 itn boleh dicabut kembali, jika
Sit&:‘h#iktttﬂ selama tempo percobann berbuat sesuatu yang berlentangan dengan
perjanjian-perjaniian yang tersebul dalam sural permisinya. Jiks adu dugaan keras
tentang perbuatan demikian, maka perlepasan it boleh ditunda oleb Menter:
Kehakiman.

7). Waktu yang berjalan diantara perlepasan dan menjalani hukuman kembali fidak

terhitung dalam lamanya hukuman.

-
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3). Dicabut kembali itu dapat ditakukan, jika sudah lewat 3 bulan sejak berakhirnya

fempo percobaan, kecuali kalan siterhukum sebehun lewat t;empo 3 bulan dituntut

lantaran suatu perbuatan yang terancam hukuman yang di}ﬂkukan selama  tempo

percobaan dan tuntutan iu berakhir dengan guain putusan yang itidak dapal diubah lagi,

yang menyatakan kesalphannya Jika demikisn maka peviequnan ngar perbaaibag L

Faitees melakuican pes bistian dt, masth oupai dieabut kembals di dalam tempo 3 bulan,
sejak putusan yang menyatakan kesalohannya siterhukum itu|menjadi tidak menjadhi
tidak diubah lagi.

Pasal 15b KUHP di atas dapat dijelasken, apabila terhukum dalam tempo percobaan

melanggar perjanjian aluu syarsl sebagaimana. tertulis dalaxrit surat pelepasan yang

dibawsakan kepadanya, in sewaktu-wakin dapat dipanggil kei.mbali unfuk menjalani
i

ketinggalan hukumannya.

Pagal 16 KUHP: 1) Keputusan perlepasan dengan perjanjian iiiu diambil oleh Menteri

Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurad rumakh penjara ditempat

adanya siterhnkum ity dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. I:{epui.us_;an iu Hdak akan

diambi! sebehim Downn Pusat Urugan memperbaiki keadilan arang yang, dilepaskan did

penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman

2}, Keputugan mencabut perlepasan dengan perjonjtan itu demikian pula keputusan yang

dindakan karena melakukan ketentuan puda Pasal 15a, ayal kelima, diumbil oich Menteri

Fehnkiman atas usul atau selelsh moendapal kabar dari [Jaksa ditempat linggal

siterhukum. Keputusan itu tidak akan diambil sebelumnya Dewan  Pusal untuk

]
Reclassering didengar,
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3). Selama ada hak akan mencabut perlepasan dengan perjanjian, maka untuk
kepentingan kefertiban nmum, orang yang dilepas dengan perjanjian itu dapat ditaban,

jika ada persangkaan yang patut, babwa selama waktu percobaan ifu, ia pernah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang diterangkan dalam sural
permisinya atas perintah Jakse ditempat tinggal orang itu, éedang Xaksa diwapibkan
' |

. . . .
memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

i
4). Kekuatan penahanan ite selama-lamanya enam puluh hari. Jika penahanan itu
i

bersambung dengan penundaan atau dengan pencabutan per]e.;pasan dengan perjanjian,
maka menjalankan hukuman itn dianggap mmlai dilakukan kembali pada hari

penahanan. (KUHP. 15,17)

Pasal 16 KUHP di afas dapat dijelackan : bahwa kepuitusan memberikan pelepasan
!

bergyarat adalah kekovusaan Menteri Febakiman atas usul| atau setelah mendapat

keterangan dari pengurus rumah penjara dan Jaksa.

Pelepasan dengan bersyarat itu dapat dicabut kembali oleh Meriteri Kehakiraan alas usul

Jaksa ditempat orang itn berdiam dengan perlimbangan Dewan :Pusai Reclassering,

Selain dari pade itu jika terhukum melangar perjanjian, 1?}11}{& dengan menunggy
i

keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pele?paa'annya_\ ia oleh Jaksa

dapat ditahan. Penahanan ini lomanya maksimum 60 hari. Jika dalam 60 hart itu tidak

pula ada keputnsan dari Menteri Kehakiman, maka pena%hanan lebih {ama tduk

diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan kembali.

Pasat 17 KUHP : Contoh suraf permisi dan peraturan lain untuk menjalankan Pasal 15,

15a dan 16 ditetapkan dengan Ordonansi,
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Sekalipun demikian  dalam prakiek, berdasarkan Feputusan Dicekiur Jenderal
Pemasyvarakatan No.E.06.PK.04.10 ‘Tahun 1992 tentang petunjnk pelaksanaan asinilasi,
cuti menjelang bebas dan pelepusan bersyarat, pelaksanaan asimilasi, cuti menjelang
bebag dan pelepasa;l bersyaral tersebut hanya skan dibevikan bagi narapidana yang
dipidana sat tahun/lebih. Dengan demikian misalnya saja dipidana 11 bulan 20 hart,
sekalipun narapidana felah menjalani 2/3 dan sekurang-kurangnya telah menjalani 9
bulan, narapidana tersebut tidak akan mendapat pelepasan bersyarat. Ketentuan tersebut
dapat dipahami, sebab proses pengusulan sampai pelepasan bersyarat itu dikabulkan,
dori tempat lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat penelitian tests  int
menunjukkan bahwa rata-rata memakan wakiu 3 sampai 4 bulan bahkan sampai
setengah tahun. Jadi kalau pelepasan bersyaral diberikan bagi narspidans yang dipidana
di bawah safu tahun, bisa jadi masa pidmanya sudah habis dan narapidana sudah bebas
dari lembaga pemasyarakatan, surat keputusan pelepasan bersyarat beluta keluar,

Petaksanaan pemberian pelepasan bersyarat kalau hanya dilibat dari peraturan
pelaksanaannya dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
kelihatannya sangat simpel den mudah. Dalam prakteknya dengan melihat aturan
pelaksapaan yang ada, pemberian pelepasan bersyarat harus melalut prosedur yang
panjang dan syarat-syarat yang tidak mudah. Di bawah ini akan divratkan tentang
prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pelepasan berzyarat
sebagai berilut: |

Narapidana vang tetah menjatani masa pidunanya selama 2/3 sekurang-kurangnya 9
(sembilan) bulan dari masa pidananya, akan fefapi fetap berkelakuan jelek dan

membahayakan sesama narapidana, dia letap dalam pengawasan maksimum dan
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medium dengan sendirinva tidak akan mendapat pelepasan bersyarat, korena pada
‘prinsipnya. pelepasan bersyarat merupakan pembinaan di luar lembaga fanpa
pengawalan, dan atag dasar perilaku bahwa narapidana sudah berkelakua’n baik dan tidak
membahayakan.

Pengusulan pelepusen bersyaral untuk pertama kalinya haruw dibabas dalam rapal
TPP (Tim Pengamat Pemasyarakats). [PP ferdiri atas pejabat fingsionnl teknis dari
uncur-unsur Kabidkasi, Kasubsi dan KPLP (singkaten dart kexatuan pengamat lembaga
pemasyarakatan). TPP diketuai oleh seorang ketua yang diambilkan dari sal'ah safu
pejabat funggional teknis yang tergabung dalam TPP secara bergilivan. Dalwr struktor
TPP kepala pemasyarakatan (Kalapas) tidsk masuk dalam kepengurusan tersebut.
Sekalipun tidak masuk dalam vasw TPP. Kalapas fefap sebagni pemegnng policy
tertinggi terhadap ppmbinaan narapidana, karena fungsi TPP pada dusarnya adalah untuk

memberikan masukan-masukan kepada Kalapas terhadap kebijakan pembinnun yang

~

diambil.

Rapat TPP mempelyjari dan membahas basil laporan pembinaan narapidana selama
menj lani pidana dan hasil program asimilasinyn. Syarat-syarat substantif dan sysrat-
syarat administratif seria hasil laporan penelitian kemasyarakatan {(selanjutnya disebut
Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentusan Anak
(selanjutnya disebut BISPA). Adapun syarat-syaral gubgtantif dun syarat-syarat
adminisiratif yang diperiksa oleh TPP tersebut selcara lengkap termuat dalam sain
berkas. Persyaratan subtantif dan administratif yang harus dipenuhi dalam pelepasan
bersyarat berdasarkan peraﬁu'an Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.O1.-

PE.04.16 Tahun 1989 tentang asimilaxi, pelepasan bersyaral dag cutl menjelang bebas,
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dan telah disempurnakan oleh peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1991 Jo Peraturan Menferi Kehakiman No.M.01.-PE.04.10
Tahun 1993 selengkapnya sebagai berikul:

Syarat-syaral substantif terdiri atas:

a. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atus kesalahan yang
menyebabkan dijatubi pidana;

b. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif)

¢. Narapidana berhasil mengikuti program kiegiatan dengan tekun dan bersemangat;

d. Masyarakat telah dapat menerima program kegialan pembinam? narapidana yang
bersangkuian;

. Selama menjalani masa piclhmanya, narapidana fidak pernah mendapathkan
hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam waldu 9 {sembilan} bulan teraichir;

£ Masa pidana yang felah dijalani oleh narapidana telah mencapar 2/3 dan masa
pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulzn.

Persyaratan adminitratif melipoti :

1. Salinan putusan pengadilon {ekstrak vonis),

2. Surat keterangan ashi dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara,
lagy;

3. Laporan kemasyarakatan duri balai BISFA tentang pikule kelwarga yang akan
menerima parapidana keadaan masyarakal sekitarnya dan pibak lain yag ada
hubungannya dengan narapidana;

4. Salinan daftar huruf F (daftar yang memuat tentang pelangaran fata tertib yang
dilakukan na;”apidana selama menialani masa pidananya) dari Kalapas;

~
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S. Salinan daftar perubahan afau pengurangan masa pidana, seporti grasi, remisi,

dan lain-lain dari Kalapas;

‘ 6. Surat kesangupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pthak

” keluarga, sekolah, instansi pemerintah atan swasta dengan diketabui oleh

pemeriniah setempat serendab-rendabnya Lurah atau Kepala Desa,

| 7. Suraf keferangan kesehatan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana

} tersebut sehat jasmani dan rohani, dan apabila psikolog dan dokter tidak ada
difempat lembaga pemasyarakatan dapat digaﬁti dengan surat keferangan dari
Kalapag.

Selain persyaratan tersebut di atas dalam prakieknya lembaga pemasyarakatan juga
meminta persyaratan fambaban dari pibak keluarga dekaf narapidana apakah ifn isteri
atau orang tuanya dan bisa juga pemerintah desa, tempat narapidana akan nrenjalatnkan
pelepasan bnersyarat, berupa syarat jaminan bahwa narapidana selama mendapat
pelepasan bersyarat akan berkelakuan baik dan tidak akan melarikan diri.

Secara wnum persyaratan-persyaratan iersebut di atas dapat dikelompokkan dalam
3 {tiga) golongan yaitu

1. Persyaratan wtama yang melekat pada diri narapidana, yaifu  adanya

perkembangan/perubahan kelakuan yang semakin baik selama me njalan proses
pembinaan;

2. Persyaratan batas wakiu minimal pidana yang telah dijalani parapidana yaiu 2/3

sekurang-kurangnya 9 {(sembilan} bulan;

3. Persyaratan kelengkapan administratif dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2

{dua) bagian yaitu
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o Daftar sultnan huruf T (daftar pelangaran disiplin};

s Daflar risalah singkat proses pe mbina:an narapidana;

o Daftar perhitungan ekspirasi perhitungan pelepasan bersyaraf;

»  Daftar klarifikasi narapidans;

+ Surat keterangan berkelakuan baik uaiuk narapiduna yang dinsnlkan pelepasan
bersyarat dari Kalapas,

Sedangkan syarat-syarst yang berhubingan dengan fembaga-lembaga di luar

lembaga pemasyarakatan dan masyarakat adélah :
B « Hagil Litmas (penelitian kemasyarakatan) dari Bispa;
.

o Surat keterangan dari Kejaksaan babwa narapidana yang akan diajukan
pelepasan bersyaraf tidak nmn}p;myai perkara lagi;

* Sa}inan vonis dari pengaditan (pengadilan di mana putusan tersebut sudab
mempunysi kekuﬁl:&m hukum yang fefap), dabulu ada persyaratan berupa
keterangan dari Pengadilan bahwa narapidana bersikap baik seat sidang,
gekarang dihapuskan,;

+ Surat keterangan sehat dari dokter;

o Surat keterangan dari pemerintah desa tempat narapidana  akan menjalani
pelepasan bersyarat, bahwa bersedia meﬁerimn kembali kehadiran narapidana
yang mendapat pelepasan bersyarat;

o Surat kesungupan dari kelwarga untuk menerima narapidana yang mendapat

pelepasan bersyaral;
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¢ Surat jaminan dari kelwarga dekut pemerintah desa babwen srapidess Bedob i

| reelabinban botobadan dns b akap mebwikan divt dan sorapidana aman
apabita diberikan pelepasan bersyarat.

Dabuln ade persysratan berupa pernvataan korban bahws korban tidak akan
dendam dan mengijinkan warapidana  diberi  pelepasan  bergyarat.  Dalam
perkembangannya karena  persyaratan lergebut geringkali  justro  menghambat
pelaksanaan pemberian pelepasan bersyral, sedangkan kepentingan korban sebenarnya
sudah diwakili ojeh kejnksaan dan masyarakat pada smwunya sudab dapat menerima
pembebasan narapidana, maka persyaratan tersebut dicabut,

Pembahasan pengusulan pelepasan bersyarat oleb TPP, untuk narapidana tertentu
gelain melibatkan Bispa juga mehbatkan Kodim ecbhagal unsir BAKORS PAMNASDA,
vang dimaksud dengan narapidana lertentu daiam Pasal 1 Peratuwran Menteri Rehakiman
No.M.OL1-PE.04.10 Tahun 1991 fentang Penyempurnaan Peratuwran Menteri Kehaldman

;
No.M.OL-PK.G4.10 Tahug 1989 tentang Asimlagi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti
Menjelang Bebas adalah narapidana yang melakukan li\ndak pidana gubversi, korupsi,
penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara yang menimbultkan keresahan dan
menarik perhalian masyarakat,

Untuk narapidana fertenty tersebut pelepasan bersyarat akan diberikan manakala
memenuhi persyaratan tersebut di afas dan beberapa syarat tambahan seperli yang
terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehokiman No. M.01-PK.04.10 Tabun 1991
yaitu

a. Kesadarsn dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama

dalam lembaga pemasyarakatun. Penilaian tentang kesadaran dan perilaku
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narapidana fersebut dilakukan oleh para anggota TPP  bersama unsur
BAKORSTANASDA {dalam bal im adalab Kedim).

b. Adanya kesediaan dari seseorang badan atau lembaga yang memberikan jaminan
gecara tertulis di atay maleras bahwa berdasarkan alasan daw pertimbangan
tertentu . TPP dapat meneniukan jaminan tersebul diwnjudkan dalam bentuk
uang.

Rapat TTP sstelab memeriksa persyaralan-persyaratan, mendengar pertimbangan-
pertimbangan dari BISPA dan Kodim {(untuk narapidana tertentu), kemudian
menentukan sikap apakah mengabulkan atau menolak pengusulan pelepasian bersyaral.

Apabila sidang TPP meny}c:tujui pengusulan pelepasan  bersyarat, TPP
mengusutkan pada Kalapas dengan menggunakan formulir APC-02, untuk selanjuinya
Kalapas segera memberikan keputusannya mengabulkan atay menolak. Dalam praktek
yang terjadi di lembapa pemasyarakafan kelag 1 Semarang yaitn di Kedung Pane, hasil
pembahasan dan pengusulan pelepasan bersyarat dari TPP tidak pernak ditolak oleh
Falapas karena sejak wwal sudah berkonsullasi minta petunjuk-petunguk davi Kalapas.

Dalam hal Kalapas menyetujui  nenlan TPP, Kalapas menernskan usnton terrebut
kepada Kepala Kaotor Wilayah Deparfemen Kehakim;l.n {selanjuiuya  digingkat
Kakanwil Depkeh) lengkap deagan persyaratan-persyarotan yang ata menjac satu
berkas lengkap 4 (empat).

Kakanwil Depkeh sciempat wajib segera meneliti dan mémpelajari usul pelepasan
bersyarat dari Kalapas. Sebelum Kakanwil menentukan sittap untuk menolak atau
menerima berkas iusulan, terlebih dahulu dibahag dan diperiken oleh TPP Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman, Pemeriksaannys. sebatas pada pemeriksaan terhudap
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kelengkapan persyaratan administrasi sefelah mendengar dan mefihat hasi! pembahasan
dari TPP Kakanwil dapat mengambil kepuinsan menolak/mengabulkan usulan Kalapas,

Dalam hal Kakanwil menolak usulan Kalapas, dalam jangka waktu 14 (smpat
belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakun diserlai alasan-
atasapnya kepada Kalapas, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendérai
Pemasyarakatan dengan mengunakan formulir APC08.

Dalam tahap ini, ugulan pelepasan bersyarat dari Lembaga Pemasgyarakaian kelas 1
Semarang dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2003 sejumlah 142. Tercatat 3 {tiga}
uguian ditolak Kakanwil dengan alasan hasil Litmasnya kurang mendukung untuk
diberikan pelepasan bersyzu'at.g"

Apabila Kakanwil menyefujui  nsulan EKalapas dalam jangks wakin 14 (empat
belas) hari sejak usulan  diterima  gegera  diteruskan  kepada Dirvektur  Jenderal
Pemasyarakatan. Direktur  Jenderal Pemasyarakatan Wajib segera menelifi  dan
mempelajari usul Kepala Kantor Wilayah Departernen  Kehukiman, dengan
memperhatikan perlimbangan TPP. Direkiorst Jenderal Pemasyarskatun dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh) hari sejak diterima direktorat jendeval Pemasyarakatan, dapat .

b, Maenolak nand Ealmasstl Deoertone Pohaliiman om0 me vt e
peiec b bnn desgas L e dinwepaikan kepadn, Ralopas vang, mongusotkan
pelepasan bersyaral mengunakan formuliv APC-0%,

2. Menyeiuini vwsul Kakanwil Deparfemen Kehakiman dengan segera perselujuan
tersebut diteruskan ke Menfer; Kohakiman untuk mendapal pengesahan. Setelah

v

mendapal  pengesahan  dari  Menferi  Kebakiman,  Divektuy Jenderal

4 asit Wwraneara tanggai 30 Oktober 2003 dengan Ka Bag, Bipas Lembaga Permasyacalzaban Redung
FPane Semarang, Kasrizal KBCHP.
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Pemasyarakatan membual surat kepotusan peleps san bersvaray mengunakan
formulir APC-10 dengan tembusan kepada ;

a. Kepala Kantor Wilayah Deparfemen Kehakiman yang bersan gk,

b. Kalapas yang bersangkutan, dengzu} dilarmpivi buku bebas bersyarat untuk

narapicana yang mendapat pelepasan bersyarat,

c. Ke;)fﬂa‘Ke;ljnkszuul Negeri ytng mengawasi pelaksanaan pelepmsan bersyaraf;

d. Kepala Kepolisian setempat;

e. Pemerintah Daerah tingkat 11 sefempat;

{ Kepala BISPA vang melakukan pembimbingan kepada nwapidana  yang

- menjalam pelepasan bersyurat;

g. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan untuk Daktilesken.

)

‘Hal-hal yang telah divraikan tersebut di atas, merupakan pentahapso dari mulai

pengusulan hingga keluaroya sural keputusan pemberian pelepasan bersyarat kepada

narapidana. Tahap berikutnya akan dinraikan teknis pelaksanaan pelepasun bersyarat,
mencakup prosedur administrasi, pengswasan dan bimbingan,

Sejak kelvarnya surat keputusan pemberian pelopasan bersvarat, sejuk saat itw
narapidana menjalant pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dan tanggung jawab
pembinaan menjadi tanggung jawab BISPA vang membawahi wilayah atau daerah
narapidana tersebut. Untuk itu Kalapas membuat surat penyershan pelakeanaan
pelepasan bersyarat kepuada Kepala Fejaksasn Negeri dan Kepala BISPA selempatl.
Jemudian diadakan serah ferima secara fisik narapidana kepada BISPA dengan

membual berifa acara serah ferima dengan mengunakan formulir model APC-11, dengan
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dilampiri risalah pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan daftar
perhifungan ekspirasi pelepasan bersyarat.

Pembimbingan dilaksanakan BISPA secara berkala dan berkesinambungan dengan
memperhatikan masukan dari TPP yang dilaksanzkan secara langsung dengan
kunjungan ke rumah narapidana {dalam bahasa teknisnya disebut klien binaan).
Bimbingan dan binaan yang diberikan oleh BISPA lebily memupakan anjuran-anjuran
agar parapidana hidup teratur, tidak lme!akukan perbuatan yang dapat berakibat
pelepasan bersyarat dicabut. Hal-hal yang dapat mengakibatkan pcl;zpasml bersvarat
dicabut menémt ketentnan Pagal 13 ayat 1 adalah apabila narapidasa melukukan |

a.Hidup secara tidak teratur, suka membual onar, mabnl-mabukan, bermain judi,

mengunjungi fempal-fempal  mesum, menggangn  kelenframan  wmum afan
masyarakat;

b. Malas bekerja;

¢.Bergaut dengan resedivis,

d. Mengufangi tindak pidang;

e. Menimbulkan keresshan dalam masyarakat,

?
S

f ‘Melanggar ketentuan tentang pelaksanaan pelepasan bersyarat.

Balai BISPA di samping mengadokan bimbingan terhadap narapidana , juga
mengadakan evaluasi terhadap perkembangan perilaku narapidana dan secara berkala
setiap triwnlan membuat laporan kepada Kakanwil Kehakirnan selempal.

Di samping melakukan fingsi pembinaan balai BISPA bersama-sama dengan
Kejaksaan Negeri, juga melakukan fungsi pengawasan. Khusus terhadap narapidana

tertentn, yaitu narapidasa yang dimaksud dutam pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman
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© Republik Indonesia No. M.01-PK.16 Tahun 1991, unsur pelaksanasn pengawasannya di
samping dilakukan oleh BISPA dan Kejaksaan juga melibatkan unsur Bakortanasda,
dalam hal ini adalah Kodim setempat.

Pelepasan bersyarat setiap sual dapat dicabul kembali manakala narapidana
melakukan perbuatan yang berakibat pelepasan bersyarat dicabul, seperti yang telah
dinraikan di ates. Kewenangan pencabutan ijin pelepasan bersyarat bersda ditangan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, atas usul dari Kepala Kantor Wilayah I}e;}artemen
Kehakiman sefempat.

Narapidana yang dicabut pelepasan bersyaratnya dikenakan sanksi-ganksi sebagai
berikut:
a. Kembali mengikuti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan soshai peraturan
yang berlaku,
b. Dikenai hukuman disiplin dan dicatat dalam register F;
¢. Pada tahun pertama setelah pencabutan tersebut, untuk sementara waktu tidak
diberikan remisi;
d. Selama menjalani pelepasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan tidak
dihifung sebagai menjalani piduna;
o. Selama menjalani wisa pidananya tidak diperkenankan Iag: u‘;e:nperoleh. ijin
pelepasan bersyaral.
Apsbila narapidana selama menjalant pelepasan bersyarat tidak melalmkan sualn
perbuatmf yang dapat mengakibatkan pelepasan bersyaratnya  dicabut, dan masa

percobaan 1 (satu) tabun dari janpka wakin pidapa yang sebenarnya ltelab dijalanm,
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narapidana akan bebas secara penuh. Untuk selanjuinya narapidana ke lembaga
pemasyarakatan unfuk mengurus surat pembebasan.

Drari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, terlihat bahwa proses pemberian
pelepasan bersyarat mempunyai prosedur yang berbelit-belit, panjang dan tidak hanya
melibatkan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen utama pembinaan, akan tetapi
juga melibatkan instansi-instansi lain seperti Kejoksaan, Pengadilan, BISPA, Pemda dan
masyarakat umum, dalam kapasitas yang sangat menentukan.

Berdasarkan identifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi yang
harus dipennbi dalam proses pemberian pelepasan bersyaral, dalam penclitian ini
diketemukan baliwa datam pemberian pelepasan bersyarat dibutuhkan tidak kurang dari
19 (sembilan belns) persyaratan, menggunakan 13 (tige belag) jenis formulir, dengan
melalui 12 (dua belag) pentshapan. Secara keseluruhan 12 (dua belag) pentahapan
tersebut adalah :

1. Tahap evaluagi pembinaan dan pengusulan pelepasan bergyarat;

2. Tahap pembahasan dan penilaian usnlan pelepasan bersyarat oleh TPP;

3. Tahap pemenuhan persyaratan;

4. Tahap pengusulan pelepasan bersyarat dart lembaga pemasyarakatan kepada Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman;

5. Tahap pemeriksaan TPP tingkat kantor Wilayah Departemen Kehakimar,

6. Tahap pengusulan pelepasan bersyarat dari Xantor Wilaysh Departfemen Fehakiman
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

7. Tahap pemeriksaan oleh TPP tingkat Direktorat Tendral Pemasyarakatan,
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8. Tahap pesgusulan pelepasan borsyoral kopada Moaferi Fehakiman oleb Direkdur
Tenderal Pewasyarakatan,

9. Tahap pembuatan keputusan pelepusan  bersyarat oleh  Direktur Jenderal
Pemasyarakatas,

10, Tahap penyerahan fisik varapidana dari fembaga pemasyarakalan,

11. Tahap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyaral;

12. Tahap pelepasan sepenuhaya.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Kasrizal E. sehagal kepala
bagian Bipas, di Lembaga Pemmsyarakatan Hedung Pane ﬂipcmieh duds narapidann yang

mendapatkan pelepasan bersyaral sebagai berikut | .




Tabel No. 4
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Narapidana yang Mendapatkan Pelepasan Bersyarat

Tahun Pelepasan Bersyarat i Jumiah Narapidana
2000 32 orang 271 orang
2001 35 orang 345 orang
2002 49 orang 356 orang
2003 23 orang 358 orang




IRy

Dari tabel No. 4 di atas dapat dijetaskan sebagai berikut ! 7

Tghun 2000 jumiah narapidana yaug ada di Lembaga Pemasyarakatan berjumiah
271 orang yang mendapatkan pelepasan bersyara 32 orang, tahun 2001 jumlah
narapidana sebanyzk 345 orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat gejumlah 35
orang , tahun 2002 jumlah narapidana 356 orang yang mendapatkan pelepusan bersyarat
49 orang, sedangkan ustuk fahun 2002 jumiah narapidana 358 orang yang mendapatkan
pelepasan bersyarat sebanyak 23 orang Drari bagan di atas bisa dlihat balvwa jumiah
parapidana dari tahusn ketahun semakin meningkat sedangkan untuk narapidana yang
mendapatkan pelepasas bersyarat tidak bisa ditentukan ini tergantung penilaion dari
lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehukiman.

Pemikiran dasar yang melandasi pelepasan bersyarat sebenarnya beriujuan untuk
menghindari terhadap faktor megatif lebil Ianjut di dalam lembaga pemasyarakatan,
dengan cara menolong terpidana agar belajar dup produktif di dalam masyarakaf yang
{elah dirugikan olehnya Cara yang sebaik-baikaya unluk mencapal tujuan ind adatah
mengarahkan pelaksanuan ganksi pidana ke dalam masyarakat, dari pada tenis menerus
di datam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersifat buatan dan tidak normal,
dalam bentuk perampasan kemerdekaan.”*

Hal ini tidak berarti bahwa pelepasan bersyarat akan diberikan kepada semua
narapidana, alau akan selatu menghasilkan sesnatu yang lebih baik dari pada sanksi

pidana pencabutan Lemerdekaan, sclhagaimana \elah dinraiksn di dopan, tujuan

7 Dyta dari KaBag Bipas Lernbaga Pernasyarakalan Kedung Pane Qernareag Kasrizal ¥, tunggal 30

Oktotrer 2003
M yAutadi, Tembaga Fidana Bersyart, Fenerbit sdumni 1985 / Bandung
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pemidauaan beraneka ragam, dan dalam beberapa hal jusitu perampasin kemerdekaan
harus diterapkan.

Yang harus ditekankan dalam pemberian pelepasan bersyarat adalah bahwa
pelepasan bersyaral harus d_apat meujadi suaty lembaga hukin yang lebil baik dari pada
sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggeran atan kemurahan hatt scbagaimana
dihayati olel sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarans koreksi yang
tidak hanya bermanfaat bagi ‘terpidana melainkan juga bermantant bagi masyavakat,

‘Proges pemberian pelepasan bersyarat di dalam pelaksanaannya mempunyai
beberapa kendala, berdasarkan data-data di lembaga pemasyarakatan Kedang Pane
Semarang, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pelepasén bergyarat, hasil
pemeriksaan dokumen-dokumen dan peraturan-perafuran yang berhubungan dengan hal
torsebut, dapat diketahui adanyd beberapa kendala terhadap pelaksanaan pelepasan
bersyaral.

Yang pertama adalah mengenat peraturan perundang-undangan dengan melihat
peraturan yang ada dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pemberian
pelepasan bersyarat melibatkan benyak persyaratan dan melatui prosedur yang berbelit-
belit. Berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Neo.M.01-PK.04.1¢ Tahus

1989 tentang asimilasi, pelepasan bergyarat dan cuti menjelang bebas Jo Peraturan
Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1993 yaitu pembetian pelepasan
bersyaral dibwlubkan dua syaral ulama yailu syarst substantif dan syaral adminisiratif
Syarat substantif terbagi dalam beberapa jenis syarat meliputi :

1. Komponen persyarafan perkembangan perilaku

5 Batazan waktu pemberian pelepasan beryarat
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3. Komponen masyarakat, berupa kesanpgupan masyaralkat untuk menerima
program pembinaan narapidana ditengah-tengah masy rakat.
Persgyaratasn adminisatratif terbagi dalam 7 jenis persyaratan ditmnbah dengan

persyaratan—pcrsyamtan lamabuahan  dan  melibatkan banyak pihak di luar  lembaga

pemasyarakalas seperti bala BISPA, Fejgksaon, Pengadilan, Polist, Pemerintal Dacraly,

Dokter, Psikolog dan koodim sebagnl wnan Bakorstanasds tiugkat 11
Dalam penelitian i penulig menemukan pating sodikit cibutuhkan 19 jenis

persyaratan menggunakan 13 jenig formulir dan meinbutuhkan bermacam bentuk surat

yang jalannya me neapat § jenis gurat, juga terangkap bahwa dari mulal awal penguaiat

pelepasan bersyaral hingga narapidana bebas sebenarnya, paling jidal melatui 12 tahap

dan secara berjenjang melibatkan  lembaga pemasyarskafan  yang mengusnikan

pelepasan bergyarat, Rantor Wilayah Departemen Kehakimasn, Dircktorat Jendral

Pemasyarakatan dan Monteri Kehakiman dengan adanya syarat-syarat yang gangaf

banyak dau prosedur berbelit-belil tersebut dari data lanangan yang adw, jangka wakiu

yang dibniuhkan mulai saal pengusuian hingga kehiarnya geperti kepuiusan Menterl

Vehakiman terhadap dikabulknonya permohonan pelepasan hersyarat membutubkan

waktu antara 3 bulan hingga 6 bulan, babkan terkadang lebih.

Yeondala vang kedua berkaitan dengan masalah kvraug adanya dana verta sarana dan

prasarana. wenurut penjclasan Ka Bag. Bipas Lembaga Pemasyarakatan Kedang Pane

Semarang, Kasrizal . untuk memproses seria berkas pengusulan pelepasan bersyarsat,

dengan bermucam persyaratan yang hegitu banyak membutubkan dana sekitar Rp.

15.000 (tiga puluh hma ribu rupiah) campai dengan Rp. 50.000 (lima puluh riby rupiah),

sedanghkan dana sebesar itn tidak ada anggarai kh

jsus sdari pemerintall. Sehingga dalam’
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prakteknya hal fersebut juga sangat menghambat proses pengusulan pelepasan bersyarat
seperft fasihifag surat :ﬁenyurat, fransportasi, fofo copy dan lain-lain yang merupakan
pengharﬁbat pelaksanaan pelepasan bersyarat, ferlebih apabila narapidana dalam
melaksanakan pelepasan bersyaral berada di luwr wilayal karisidenan lembaga
pemasyarakatan itu berada.”

Ketiga adalab terlalu banyaknya lembaga di luar lembaga pemsyarakatan yang juga
terlihat dalam proses pelaksanaan pelepasan bersyarat di mana pthak-pihak yang terkait
tersebut juga mempunyai peran ysag sangat menpenfukan.  Menuwut  petugas
pemagyarakatan, peagnsulan pelepasan bersvarat terkadang tidak dapal diproses lebih
fanjut karena lidak adanya kesamaan persepsi dan kordinasi yang baik, scbagai contoh
yang ferjadi  di Lembaga Pemusynrshatan Semarang, seorang narapidans gagal
diusutkan untuk diberikan pelepasan bergyarat karena pihak pejabat pemerintah desa
selalu wakil masyarakat di mana narapidana akan menjalani program pelepasan
berayaral tidak mau memberikan wurat kelerangan kesanggupan untuk menjaga
parapidana agar tidak melakukan tindakan pidana lagi. Masalab lain juga muncul apabila
narapidans dalam melsksanakan pelopasan bersyarat berada di sy wilayah lembaga
pemasyarakatan yang mengusulkan pelepasan bersyaraf, Diasamniya proses Lifrasnya
dilakukan oleh balai BISPA i muna narapidana akas, melakeanakaon  peolepasan
bersyaral,

Kendala yang keempat berkaitan dengan pola pikiv dari prakhisi pemasyarakatan
vang sempit di mana peltaksanaan pelepasan bersyarat hanva diorientasikan semata-mata

pada fungsi pembinaan dan tidak dikaitkan dalam pemikiran yaug bersitil si_sfema.fik,

75 Haxi} Wawancara Ton gial 30 Oltober 20023, Dengan Xa. Bag. Bipas Lembaga Pemas sarakatan
Kedung Pare Semnarang, Bapak Kusrizal K.
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seiiingga kurang disadari bahwa lembaga pemasyarakatan adulah merupakan bagian
tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu, termasuk dalam safu kesatuan
sentencing policy.

Dari hal demikian pelepasan bersyarat tidak dapat untuk fungsi yang lebih luas
vang terkait dengan pemikiran yang sistematik sepertt memfungsikan lembaga
pelepasan bersyarat sebagai upaya wnfuk melakukan penilaian kembali kebijakan
pemidanaan yang telah ada. Dengan pemikiran yang bersifat sitematik keniungkinan
besar pelepasan bersyarat dapai digunakan untuk mesnekan dampak negafif dar

digparitas pidana.
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C. Kebijakan Aplikasi Pelepasan Bersyarat Sebagai Bagian dari

- Pelaksanaan Pidana Penjara.

Kebijakan mzienetapkml sanksi pidana sebagai bagisn dari usaha penangulangan
kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesejahterann umum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dagar 1945. Datam konsepsi tujuan yang demikian, maka merupaksn kewsjiban
negara unfuk satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari
gangguan perbuatan-perbuatan  jshat dan dilain pihak juga berarti | melindungi dan
mensejahterakan si pelaku kejahatan. ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk “melindungi
dan mensejahterakan masyarakat “ menurut pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekaligus
Jjuga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si
pelaku kejahatan itu sendiri.

Masalah sebab timbuinya kejshatan sebenamya. terletak di Inar jangkeusn hukum
pidana, artinya sebab yang mendorong orang untuk berbuat jahal adalah karena faktor sogial
ekonomi, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengangguran, taraf hidup yang rendsh
dan berbagai persoalan yang berdimensi nagional.

Upaya penangguiangan kejohatan  haruy dilakesnakan secara sistematis dan
integral, adanya keseimbangan antaraupaya perlindungan Imasyarakat (Social Defénse)

serta upaya  kesejahteraan masyarakat (Socia! Welfare), politik kriminal pada




123

hakelatnya, juga merupakan bagian inteygral dari politik sosial yaitu kebijokan atau upaya
untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial sebagai kebijakan wmum terdiri dari kebijakan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat (Social Welfure Policy) dan kebijakan perlindungan
masyarakat (Social Defense Policy). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam
kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal
dan sarana non penal, sehingga kel;ijalmx penal dan kebijakan non penal merupai@] bagian
yang tidak terpisahkan dari wpaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakaf atan dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum terdiri
atas tiga tahap, vaitu : 7%

1. Tahap Formulatif / Legislalif yaitu tahap perumusan dan penetapan terhadap perbuatan
apa saja yang dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi apa vang harus dikenaken:
2. Tahap Aplikatif / Ipenerapan yaitu tahap menerapkan rusmusan perundang-undangan yang
telah dibuat ditingkat logislatif / formutatifs o
3. Tahap Eksekutif / Administratif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana;
Bertolak dari  pandangan yang demikian, maka setiap kebijakan untuk menghadapi
masalsh kejahatan dengan sanksi pidami penjara harus pula merupakan suaty vsgha
perwujudan kearah fercapainya fuyjuan ity Ini  berarti digonakamya sanksi pidana

penjara harug pula mempunyai tujuan ganda, yaitn disatu pihak sebagai salah

" Barda Nawawi Arif, Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukaum
Pidana, Bandung, Clitra Aditya Bakti, 1998, hal 30,




124

satu sarana untuk memperbaiki ateu memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku
kejahatan. Namun di pihak lain harus diperhatikan pula sifif keferbatasan dart
kemampuan getiap bentuk sanksi hukum pidana dalam menangeulangi masala kejahatan,
Terlebily dulmn perkewbuargas Powoos Pl tsmpr! ebe kecendernugan  untuk
hivngoinbunghan kebijahan yang Hmitatif duban membatast pengunaan pidana penjara’’

Salah satw jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk
mepanggulungi masalah  kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat  scjarabmya
penggunaan pidana penjara sebagai “cara untuk menghukum” para. penjahat baru
dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pade pahgm individualisme.
Dgngan makin berkémbangnya pa‘ha‘m individualisme dan gerakan perikemanusiaan,
makﬁ“pﬁana penjara ini semakin memegang peranan penting dan mengeser kedudukan
pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam.

Seberapa jauh penggunaan pidana penjara ini memerluken peninjavan kembali
sebagal salah salu sarana politik kriminal merupakan pokok linjauran sebagat bertkut int.

1. Krilik terhadap penggunann pidana penjara sebagai salah salu swran politik

kriminal.

Wa.hlu‘pid:u:m. penjara ini dapat dikatakan menjadi “]}i(iﬂl‘lﬂ. duni’”, artinya

: . 79 .
terdapal diseturuh dunin™ namug dalom perkembangannya banyak yang mempersoulkan

* Barda Nawawi Aricf, Kebjakan Lagsiaiifodam Penamggudangan Pidang Dergiar (sepoti Dikutip
dularn Fifth United Wations Congress o The Prevention of Crine and The Trestrment of Offender Report,
1576, Mew York, pn.5, dan Sixdh United Maion Congress Ruporl, 1980, hal 11,

% Barda Wawawi Arief, Op Cit, hat 42, (seperti Dikutip dari Marc Ancel, Social Defence, A Modern
Approach to Criminal Problem, Routladge dan Kegan Taul, London, 1965, hal. 76,98, 104-105 dan 108
109, litiat pula Muladi dan Barda Nawawi Aric, Teori-Teon dan K ebijakan Pidana, A, Bandung,
hal, 168-165, *

® Barda Nawawi srief, Op Cit hal 43 (zeperti dikutip dalam M. Cherif Baggiouni, Substantive Criminal
Law, hal 88.
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kembali manfaat pengunaan pidana penjara sebagai salah safu swrana menangolangt
masalah kejahatan yang sering dipersoalkan masalah efektifitasnya.

Masalah efektifitas pidana penjara inipun menjadi pusai perhatian kongres PBB
kelima tahun 1975 mengenal Prevention Of Crime and The Treatment of Qffenders.
Dalam salsh salu laporannya antara lain dinyatakan bahwa efektifitas pidapa im
menjadi perdebatan sengif dikebanyakan negara. Selanjutaya dikemukakan pula bahwa
efektifitas pidana penjara dan ada kecenderungan umtuk mengabaikan kemampuan
lembaga-lembaga. kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atan pengurangan
kejahatan.

Di samping masalah efehtifitas sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif
dari pidona penjors™. Kritik ferhadap akibat negatif yang se.;'-ing dilontarkan pada
umumnya menyatakan bahwa pidana penjara. tidak hanya mengakibatkan perampasan
kemerdekaan, tefapi juga menimbulkan akibat pegatif dari hal-hal yang berhubungan
dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendirt. Akibat negatif itw antara lam terampasnya
juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehinggn sering terjadi hubungan
homoncksua! den masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasaya kemerdekaan
sescorang juga berarfi ferampasaya kemerdekaan berusaha. dart orang ifu yung dapat
mempunyai akibat seriug bagi kehidupan zosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana
penjaru itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terug
walanpun yang bersanghutan tidak lagi melakukan kejabatan. Akibat Isinnya juga'sering
disoroti bahwa pengalaman penjarn dapat menyebabkan terjadinya degragesi atau

penurnnan derajat dan harga diri manvsia. Hal ini erat kailannya dengan perayafaan

80 porda Maswawi Arief, Op Cit, hal. A3 (zepati dikutip dalam tulivan yang dibimpun otel David M
Peterson dan Charles "W).




hubungan homasebsund dhn meaeaboddons Doy e BiE i n ey aies e i pada
gt ey,

Draburi porkembangan tevakiie, keitik-kritik tagane terbadap pidana penjara iy
memuncak sampat ada gerakan uniuk menghapue pidana penjara. Teldh dua kall
konferens internasional raengenai penghapusan pidana penjara (International Caference
on Prison Abofition) ini diselengarakan Konferensi pertama berlangsimg i
Amsterdam, Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983; Konferensi kedua berlamgsung di
A.r'.‘sterdém_\ Nederland pada fanggal 24-27 Juni 1985 Konferensi kedua ini
diselengarakan oleh C’."imz'fadmgz’c‘(d Institute of the Free University Amsterdam, atas
perminiaan panitia pengarah The First International Conference .are Prizson Abolition
(ICOPA) di Toronto dan kelanjutan dari peftemnan komisi nrusan  Abofisionis pada
kongres Internasional Kriminologi 1X tahun 1983 DI Vienna Austria. '™

2. Kecenderungan untuk menghindart dan membatazi pidana penjara.

Adanya kritik terhadap segi-segi negatil dari pidana penjara, telah menimbutkan
gelombang usaba unink mencai bentuk-beniuk alternatif dari pidana penjara. Sementara
itu usaha ini dibarengi pula donpan adanya kecenderungan dotan praktek untuk
menghindari atan membatasi penerapan pidana. penjara serfa usaha untuk menmperbatki
pelaksanaannya.

Adapun usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pidana penjara ialah dengan adanya
Standard Minimam Rules {sclanpinya disingkat SMR) yang semula dirancang oleh The

Internationad Pendd and Fenitentiary Cominision (IPPC) pada tabun 1933, Setelah

102 e da Wawawi Arief, Kebjakan Legwlatsf dadar Fenamgmdangars Kejahalas denga Sidana Fergara,
Piadan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal, 46 (ICOPA, Programene, Progranime Internationnt
Conference on Prison Abofition, 24-27 7 i 19SS, Amsterdam.




127

Internationas Fonad and Pemitentiory Commision (TPPCY pada twhun 1933, Setelah
nagkah IPPC ini diperbaiki oleh Sekretarint PBB, akhirnya SMR ini disefujm oleh
Kongres PBB pertwma nmngeuui' penicegahan kejabatan dan pembinaan pelanggar
hukum pada tahun 1955 di Geneva. Sclanjuinya SMR ini digetujui oleh Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB dalam resolusinya No. 663 C (XXIV) tetanggal 31 Juli 1957, Erat
kaitannya dengan diterimanya SMR ini maka Kongres kedus PBB  mengenai
Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum padu tahun 1960 di London
telah mengeluarkan rekomendasi unfuk membatasi dan mengrangi penggunaan yang
tnas dari pidana penjara pendek. Resolusi ini jelas berkaitan orat dengan tujvan untuk
menunjang pelaksanaan SMR. Untuk dapat menampung, fnengawusi dan membina
parapidans, maka jumlah norapidana fidak holeh melampani kapasitas Jembagn pada
umumnaya disebabkan oteh besarnya junlah narapidana yang dijatuhi pidana pendek.

3. Reoriemfast don refbrmos 'Ket‘»i‘i::el'.:m Tentetafil mnppn s o ey
T I RN TRAITE L R SO

Bertoiax nart ksitik-keilik negaiil seperti dikemukakan di atas, maka dirasakan periy
antuk melakukan reorientasi, ro-evaluasi don reformasi terhadap politik kriminal,
khusugnya dalam mengunakan pidana penjara. Perfanyaan senfral vang sangat mendasar
ialah apakah masih perlu dan cukup bijaksana, untuk tetap mempertahankan pidana
pen:iara scbagai salah satu sarana politik kriminat.

Pada kongres kelima fahun 1975 mengesai The Prevention of Crime and The
Freatment of Offenders antara lain dinyatakan, bahwa efoktifitas pidana penjara menjadi
perdebatan sengit di kebanyakan negara, ada krisis dalam kepercayaan masyarakat

terhadap efektifitas pidana penjara. dan pengalaman penjara demikian berbahayanya,
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sehingga merinfangi secara serins kemampuan i pelanggar untuk kembali patub pada
hulcum. Namun demikian eksistensi pidana penjara fetap diskwi, banya saja sebagai
suaty masalah kebijakan publik penggimnaannya harus dibatasi terhadap para pelanggar
yang perln dinetralisir untuk kepentingan keamanan umwm  das  perlindungan
masyarakal. Selunjutnya dikemukakan pula bahwa tajusn-tojosn wtama dari lembaga
penjara seperti resosinlisasi s pelanggar, perlindungan magyarakal dan pengurangan
kejahatan dalam masyarakat, harus dipertahankan.®®  Pada kongres kelima tersebut
sungat relevan deagan kondisi di Indonesia. Khususnya yang berhubungan dengan re-
evaluasi dan reformasi ierhadap kebijakan legiclalif mengenai pidana penjara, karena
pidana penjara bukan produk ashi bangsa Indonesia. Di zaman Majapahit pidana penjara
tidak dikenal dalam plam kehidupan hukum di Indosesia sebelum penjajahan. Pidana
penjara baru dikenat di Indonesia hetika VOC (Verenidge Qust Indische Compagnic)
memperkenalkan lembaga “Byi” pada fahun 1602 yang kemmdian dilanjutkan pada
zaman Hindia Belanda menjadi pidara penjara. Pidana Penjara ini yang tercantum dalara
Pasal 10 Wvs Voor Nederlandseh Indie sebagai salah satn jenis pidana pokok, kemudian
masuk  dalam  kehidupan  tatn hukum  Indonesia  Jewat  kebijakan  pemerintah
mengeluarkaa Undang-Tindang No. 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No.73 Tahun
1958. Dengan demikian, dilihat dari latar belakang historisnya stickah jolag batrwa pidana
peqiéra adulah warisan dari sistem hukum asing. Bila difihat dari sadut politik kriminal,
pengambil alihan sualu jenis sanksi pudana yang berasal dari sistem bukum asing,

seyogyanya mempunyai dasar perfinbangan cukup beralasan. Dasar pertimbangan

B2 porda Nawawi Ariel, Kebiakan Leg sty dabwn Perangsadangan Kgabutars dergar Pidara Pengara,
op cit, hal 105 (Fitth United Mations Congress on The Prevention of Crirne and Treatrnent of the
Offenders, op cit, hal 32-34, no 265,268,273}
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mengenai hal ini tidak dijumpai dalamn kebijakan dikeluarkannya Undang-Undang Ne 1

Tahun 1946, walaupun undang-undang ini dapat dinyatakan sebagai dacar diterimanya

pidana penjara secara diam-diam dalam Kitab Undang-Undung Hukum Pidana yang
gekarang berlaku. Hal ini depat dimaklumi karena memang kebijakan yang dituangkan
dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No.73 Tabun 1958 lebih
dititikberatkan pada kebijakan untuk mengatasi masalsh fransisi pada wakty ifu, yaitu
perlunya ada unifikasi dalam bidang hukum pidana dan agar tiduk ada kekosongan
hukum. Oloh karena itu kebijakan yang diambil lebih bersifat teknis untuk memenuh
kebutuhan praktis dan tidak menuangkan suatu kebijakan yang menyangkut asas-asas
hukumn pidana. Tidek dituangkan kebijakan yang menyangkut asas-asas hukum pidana,
ferlihat dalam Pasal VII Undang-Undang Ne 1 Tahun 1946, Pasal in ferutama memuat
perubahan kalimat dan pencabutan beberapa pasal dan aturan khusus yang terdapat
dalam Buku T dan Buku 111 Memang Pasal VIU ini memuat jnga hasil penyaringan
pembuat undang-undung terhatap ketentuan-ketestuan umume Buku 1, tetapi hanya
pengenai berubahan dan penghapusan beberapa istilah atau kalimat yang digunakan
dalam beberapa Pasal Buku I dan tidak menyangkut perubaban mengenai asas-
asasnya. ™

Dengan belum diambilnya sikap atau kebijakan yang mendasar terhadap asag-asas
hulkum pidana dalam KUHP, berarti pembuat Undang-Undang No 1 Tahun 1946 juga
belum mengambil sikap vang mendzssar terhadap stelsel pidana yang morupuakan bagian
terpenting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berarti, terhadap pidana

penjara yvang ferdapat dalam KUHP, pembuaf undang-nadang  belum  permnah

53 parda Nawawi arief, Kebijalnn Leg statifdalem Pancnigaudangan Kejahatan dengan Pdone Ferjera,
Padan Penerbit Universitas Diponcgoro Sermarang, hal 54,
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mempertimbangkannya secara mendasar. Memang tidak berarti bahwa dengan membiarkan
berlangsung terusnya stelsel pidana menurut KUHP, pembuat undang-undang pada waktu it
sama sekali tidak mengambil sikap atau kebijaken mengenai hal ini. Numun sikap dan
kebijakan yang diambil pada sast itu tidak dapat ditepaskan dari pertimbangan praktis vang
menjadi inti dari kebijaken Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

Di samping hal-hal di atas, ada pula pendapat bahwa pidana penjara harus
dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia Pendapat imi dikemukakan oleh Hazairin.
Menurut Haizirin 77 | masyarakat tanpa penjara merupak\an suatu ideal yang tinggi mmtn
filsafatnya dan keuntungannya, baik dilihat secara spritual maupun secara material.

~ Untuk menekan dampak negatif dari pidana perampasan kemer&ekaan maka salah
satu lembaga yang diciptakan dalam rangka mengurangi pelaksanasn pidana penjara adalah
tembaga pelepasan bersyarat. Norma-norma hukum pidana yang menyangkut masalah
pelepasan bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dimmuskan tetapi akan ditinjan
pula secara lﬁas dalam arti bekerjanya di dalam masyarskat dalam kaitannya dengan
berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pelepasan bersyarat mengandung pengertian suafu
perbuatanftindakan melepaskan terpidana dari dalam lembaga pemagyarakatan atas
kewajiban menjalani pidana penjara pada suafu tenggang waktu tersebut. tenggang waktu
tersebut adalzh bagian akhir dari masa pidananya.

Kebijakan perumusan peraturan perundang-undangan tenfang pelepasan blersyarat di
Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Terdapat kritik terhadap pelaksanaan peraturan-perafuran masalah pelepasan bersyaraf di

Indonesia, pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman waktu

M) Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Rina Aksara, Jakarta, 1981, halaman 11,
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terfenty, untuk narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati tidak
mendapatkan. Sehingga periu adanya pembaharuan hukum masaiah pelepasan bergyarat.
Menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000, pidana
penjara masib digunakan. Dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tahun 200 diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tamnbahan,
Jenis pidana pokok terdiri atag : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan,
pidana denda, pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenig pidana baru berupa pidana pengawasan dan
pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari
pidana penjara perampasan kemerdekaan, sebab dengan pelaksanaan ked‘uajenis pidana ini
terpidana dapat dibantn wmtuk membebaskan diri dari rasa bersalsh. Demikian pula
masyarakat dapat be;pernn gecara akiif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan
sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal vang be.manfaat. Usutan jenis pidana di
atns menentnkan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jeniy pidana yang
alean dijatubkan diantora kelima jenis tersebut, walaupun dalam buku keduna Kitab Undang-
Und@g Hukam Pidana ini banya diruruskan tiga jenis pidana yaitn pidana penjara, pidana
denda dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana
kerja sosial merupakan cara pelaksanaan pidana scbagai alternatif pidana penjara Pidana -
mati tidek terdapat dalam wrutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pesal

tergendiri notuk menunjukkan bahwa jenig pidana ini benar-benar  bersifat khusus
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dan istimewa. Jenis pidana mati adalsh yvang paling berat dan harus selalu diancamkan
secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atan paling lama 20 tahun (dua puluh)
tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa
percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan

dapat memperbaiki diri sehinggn pidana mati tidak pertu dilaksanakan.

D. Kebijakan Formulasi Mengenai Pelepasan Bersyarat dalam Hukum

Pidana yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses, merupakan rangkainn penegakan
hmkum yang bertujuan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawnb. Pemikiran sekelumit cuplikan dari salah sata dasar pertimbangan
- diketuarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, secara tegas
dalam Pasal 1 sub 2 disebutkan bahwa vang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan
adalah_suam tatanan mengenai arah dan batas pembinamn warga binaan pemasyarakaian
berdasarkan Pancasila vang dilakukan terpadu antara pembina, warga yang dibina den
masyarakat untuk meningkatkan kualitay warga binaan pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak kembali oleh lingkungan masyarakat yang buru-k>

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagal warga

negara yang baik dan bertanggung jawab.
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Berdasar batasan tersebut dapat diketahui identifikasi, adanya beberapa fujuan dan
argh dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki dir
narapidana dari kesalahan-kesalahan yang telsh dilakukan, menyadari kesalshannya, dan
pada akhirnya diharapken tidak mengulangi tindak pidana yang dilakuken. Secara
keseluruhan tsjuan tersebut bermmara pada uvpays untuk mensosialisasikan dan
mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakainya Dengan demikian dapat
disimpulkan bshwa sistem pemasyarakatan sebenamya bertolak dari konsép ide
rehabilitasi dan rasosialisasi atau reintegrasi. Konsep tersebut secara jelas juga dapat di
ketemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dalam Undang-Undang No.12 Tabun 1995 tentang
pemasyarakatan.

Lembagas pemsasyarskatan, sekalipun disebut sebagai bagian dari komponen
penegak hukum dalam gistem peradilan pidana, sktivitss kesehariannya tidak banyak
berhubungan dengan penegak hukum lnilinya

Keterpaduan penghayatan terhadap sistem nilai dan konsep ide mengenai pidana
dan tajuan pidana unfuk menjebatani kesenjongan pola pendekatan dan penghayatan
terhadap konsep ide mengenai pidana dan tujuan pidana tersebut di atag diperlukan adanya
suatu sarana (instrumen yang dimiliki lembaga pemasyarakatan yang berfingsi sebagai
kiep-klep pengaman {veiligheidsklep) sehingga bisa berguna untuk mengeliminer atan
menerobos ketidaksingkronan pola pendekatan dan penghayatan terhadap konsep ide
tergebut.

Instrumen atay sarana-sarana yang dimiliki oleh lembaga pemasyaraknfan dalam
mepunjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berupa cutt menjelang bebas, cuti
mengnnjungi keluarga, remisi  dan pelepasan bersyarat. Disntars keempat instrumen

tersebut, lembaga pelepasan bersyarat dari konsep ide dasarnya merupakan yarana vang
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culup memadai unfuk menghubingkan antara perscalan lamanya pidana yang telah
ditentukan oleh ;;engadilan dengan persoalan yang harus dipecahkan oleh lembaga
pemasyarakatan dalam melakukan pembinasn narapidain, yang harus sesuai afau cocok
dengan pelaku tindak pidananya Pringip pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan
konsep penyembuban (therapheuitics process) pada prinsipnya adalabh  proses
penjvembuhan narapidana yang tidak dapat dibatasi secara kaku (rigid} oleh batas wakin
tertentu, seperti batasan ia hanya pidana yang telah ditentukan batas wakiu tertentu, seperti
batasan lamanya pidana yang telah ditentukan oleh hakim. Jadi pada prinsipnya konsep

therapheuitics process menghendaki adanya keleluasaan bagi lembaga pemasyarakatan

untuk menentukan sendiri kapan narapidana dapat dibebaskan. Prinsip penyembuhan |

{therapheutics process) dalam sistem pemasyarakatan implementasinya seharusnya tidak
dibatasi oleh jangka waktu tertentu secara kaku, karena yang mana proses penyembuhan
lebih ditentukan oleh perkembangan sikap dan perilaku dari masing-masing narapidana
selama menjalani proses pembinazn. Dengan demikian sebenarnya apabila sistem
pemasyavakatan konsisten dengan konsep therapheuitics process, rcharnsnya yang
diterapkan adalazh prinsip indeterminate sentence, yaitu pidana ditentukan secara tidak
pasti oleh pengadilan dan prinsip individualisasi pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan
Nigel Walker’” yang menyatakan bahwa :

“ Sejak Iﬂﬁlbrosomenggiarkm pandangan tentang strategi pidana baru bagi setiap orang

yang melakukan kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pidana itu perlu

diterapkan secara tidak pasti (indeterminate sentence).”

Selama m kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk

menentukan kapan narapidana akan dibebaskan, biasanya dibatasi oleh  kerangka

2) pambang Poemomo, Kapite Selekta Hdamm Pidana , Yogyakarta:Liberty, 19838, hal 180
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maksimum dan minimum, oleh Nigel Walker * disebut dengan Semideterminate

Sentence.

Sekatipun dalum hukum pidana positif Indonesia tidak dikenal Indeterminate
Sentence melainkan determinate sentence dengan mengunaken sarana telah membentuk
lembaga pelepasan bersyarat paling tidak telah memberikan kesempatan bagt lembaga
pemasyarakatan untuk mengimplementasikan konsep Therapheuitics Process, sehingga
sedikit banyak dapat menyimpangi atas menerobos kekakuan jangka pidana yang telah
ditentukan secara kaku oleh pengadilan. Hal demikian sangat dimungkinkan sebab pada
hakekainya pelepasan bersyarat adalah pembebasan narapidana dari lembaga
pemasyarakatan sebelum jangka wakiu yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam
putusan hakim, dengan melalui persyaratan-persyaratan. Ferknitnn dengan hal ini Muladi
¥ mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Sekalipun Indeterminate Sentence tdk dikenal dalam nekum positif Indonesia,
pamrn peranan dari lembaga pelaksanaan pidana atau lembaga pemasyarakatan untuk
membebaskan terpidana sebelum waktu yang ditentuken pengadilan cukup besar. Hal ind
dimungkinkan dengan adanya lembaga pelepasan  bersyarst (voowaardelijke
Invrifheidstelling)”

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa pelepasan bersyaral mempunyai
kedudukan yang straegis. Di samping dapat digunakan untuk menerobos prinsip
Definite sentence {pidana yang ditentukan gecara pasti), juga be.rfungsi untuk
mengimplementasikan konsep Thef@ez.:iﬁc.é Process dan individualisasi pidana. Fungsi
semacam itu depat berguna sebagai klep-klep pengaman untuk mengatasi kesenjangan
pola pendekatan dan penghayatan konsep ide pidana dan tujuan pidana antara sub sistem

lembaga pemﬁsyarakatsm dengan sub sistem Kepolisian, Kejaksamn, Pengadilan yang

cederung mengunakan pendekatan represif dengan pengunaan pidana sebagai balas

86 yuladi, Lembaga Fidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 1985, hal 11
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dendam negara terhadap pelaku tindak pidana dan lebih mementingkan perlindungan
masyarakat dari pada. upays untuk perbaikan pelaku tindak pidana

Pelepasan bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang harus dijalani terf}idana
di luar lembaga pemasyarakatan, yang berupa suatu masa percobaan selama sign wakiu
pidana penjara yang belum dijalaninya ditambah sate tahun. Di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUXP), pelepasan bersyérat diafur dalam Pasal 15 sampai
Pasal 17. Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3
masa pidananya afau gekurang-kurangnya 9 bulan talah menjalani pidana. Setelah
dibebaskan selama masa percobaan harus memenuhi perjanjian-perjanjian atau syarai-
gsyarat yang diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggalan hukumannya harus dijatani.

Tujuan dari pelepasan bersyarat yaitn sustn pendidikan bagi terhukum yang diberi

. kesempatan untuk memperbaiki dirinya Keputusan memberikan pelepasgan bersyarat

adalah kekuasaan Menteri Kehakiman atas usul atan setelah mendapat keterangan dari
pengurus rumah penjara dan Jaksa Pelepasan bersyarat itu dicabut kembali oleh Menteri
Kehakiman atas usul Jaksa ditempat orang itu berdiam dengan periimbangan Dewan
Pusat Reclassering Selain itu jika terhukum melanpgar perjanjian, maka dengan
menunggy keputusan dari Menteri Kehakiman fentang pencabutan pelepasannya, ia oleh
Jaksa dapat ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari. Jika dalam 60 hari it
tidak pula ada k:aputusan dari Menteri Kehakiman, maka penahanan lebih lama tidak
diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan. |

Ketentuan pelepasan bersyarat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang, Hukum
Pidana ha:#pir sama dengan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana 1999/2000, yaitu di datam Pasal 67 sampai dengan

87 \isladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alurmni, 1985, hat 1212
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Pasal 70, vang di dalamnya diatur mengenai pelepasan bersyarat diberikan narapidana
yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari pidana penjara yang dijatubkan
dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari ¢ bulan dan berkelakuan baik, Dalam
memberikan pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang
dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobasn sama dengan sisa wakiu pidana
penjara vang belum dijalani ditambah 1 tabun. Sym‘ﬁt—syarat yang harus dipenuhi masa
percobaan yaitu : Klien pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan tertentu, tanpa
mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Syarat- syarat tersebut dapat diubah,
dihapus, atan diadakan syarat baru yang bertujuan membina terpidana. Pelepasan
bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 buan terhitung sejak saainya
habis masa percobaan, ketentuan tersebut tidak berlaku jika sebelnm waktu 3 bulan,
klien pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan
dan tutntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Jangka waktu antara saat dimutai menjalani pelepasan bersyarat ditetapkan oleh
Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas usul hakim pengawas.

Mepurut Barda Nawawi Arief Boekalipun pelepasan bersyarat mempunyat fatar
belakang konsep ide yang baik, yaitu dalam pelakeanaan pidana lebih banyak
memperhatikan pada agpek orangnya {pelak}l tindak pidana) sgbagai pengaruh dari
aliran modern, akan tetapi juga mempunyai beberapa keterbatasan-keterbatasan
berkaitsn dengan tidak semua parapidana yang dikenai pidana penjara mendapatkan
pelepasan bersyarat seperti parapidana seumur hidup dan pembatasan waktu 2/3 pidana

harus sudah dijalani dan dirasa fidak memadai. Adapun alasuan yang dikemukakan adalah

88 parda Nawawi Arief, Efhtifitss Pidana Penjara (Tinjauan Prespektif Kebijakan Legistatif),
{Yogyakata: WMakalah Serniner Fakultes Hukum Istarn Indonesia, 1995), hal 2-3.
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bahwa jangka waktu 2/3 tersebut kurang memberikan keleluasaan lembaga
pemasyarakatan ustuk mengimplementasikan ide-ide individualisasi pidana dalam
sistem pemasyarlakatan, menurut Barda Nawawi Aref 1/2 dari masa pidana sudah
dijalani narapidana dan sekurang-kurangnya 9 bulan diraga cukup memadai untuk
dipakai, batasan lembaga pemasyaraketan dapat mengusulkan pelepasan bersyarat.
Pembatagan 1/2 ini selain felah memberikan keleluasaan bagi lembaga pemasyarakatan
antuk mengimplementasikan ide-ide individualisasi pidana, juga sudah dirasa cukup
untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat pelaku tindak
pidana. Pandangan Barda Nawawi Arief bahwa lembaga pelepasan bessyarat tidak bisa
mengakomodir narapidana yang dikenai penjara seumur hidup, sei;erti hatl tersebut di
atas, spabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.
E.06-PK.04.10 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pelepasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Remisi, ternyata bahwa pelepasan bersyarat gelain
tidak mengakomodir narapidana yang dikenakan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menghendaki adanya
perluasan pembatasan pemberisn pelepasan bersyarat dari 2/3 menjadi 1/2 dari masa
pidana yang harue dijalani. Kalapas Semarang juga menghendaki perluagan semacam itu
bahkan kalas mungkin di bawah 1/2. Adapun alasan yang dikemukakan adalah karena
dalam praktek pembinaan narapidana tidak jarang lembaga pemasyarakatan ﬁenemukan
kesulitan dalam menghargai narapidana yang betul-betul menunjukkan perilakn baik
(sesuai standart penilaian pembinaan) akan tetapi tidak mungkin dibebaskan atan
diberikan pelepasan bersyarat karena belum mencapai batazan 2/3, kesulitan tersebut

gering muncul terutama pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana
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karena kealpaan, karena sesuatn yang menyinggung perasasn atan harga diri dan juga
pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (First Qffender).
Dari kacamata petugas lembaga pemasyarakatan, terhadap narapidana-narapidana yang
demikian apabila lebil L Lingpal i dulin 5i~:‘ﬂ!»z‘-!f..=."~ ORI

[ ] . 1 . N
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n‘terc.kn.huilm aga atm menind bbil Draiol 7 e bad dennsnan seue wumen narapidas
didin lowbuga pemmytankatun bukan lagi sebagai sarapa untuk mengobati atau
membina, akan fotapi bisa berubah fungsi sebagal rucun yang merusak perilaku
narapidana yang telah baik, karena pengaruh pergantan dan interakei dengan narapidana-
narapidana yang jahat, dalam teori sering dikenal dengan prisionisasi. Untuk
men:gmangi pengarnh negatif dari kondisi .tersebut, Kalapas Semarang bissanya
memperbanyak dan mempermudah  pemberian  cuti mengunjungi  keluarga,
mengoptimalkan program asimilagi dengan penerapan Work Release, yaitu memberikan
kegempatan narapidana pagi ke luar untuk sorenya kembali ke lembaga pemasyarakatan
Serarang mengingat adanya sarana dan prasarana serta sumber daya petugas lembaga
pemasyarakatan yang cokup memadei dan disain bangunan lembags. pemasyarakatan
ﬁiodem, selain mengunakan sarana tersebut juga menerapkan sistem Half Way FHouse
ataw Half Way In. Half Way House ini merupakan suatu tempat di luvar tembok lembaga
pemasyarakatan tetapi tetap dalam komplek lembaga pemasyarakatan, yang digunakan
untuk menjauhkan pengaruh negatif dari dalam tembok pemasyarakatan sckaligus juga

sebagai media atau sarana untuk mempersiapkan dan melatih narapidana untuk belajar

hidup yang sesungguhnya ditengah-tengah masyarakat, Menurut Romli Atmasasmita
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PHalf Way In ini sangat bermanfaat untuk mengurangi sejaub mungkin terjadinya
“pains of imprisonment” bagi setiap narapidana baru.

Dari hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa sekalipun lembaga pelepasan

| 'bersyarat dalam batas tertentu dapat digunakan sebagai sarana kiep-klep pengaman

‘ (Veiligheidsklep} dan dupat menjembatani ketidaksingkronan pola pendekatan dan

penghayatan terhadap konsep ide pidana dan tujusn pidana antara lembaga
pemasyarakatan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta dapat
diginakan untuk menembus kekakuan prinsip defirite sentence, apabila dicermati secara
mendalam ternyata fongsionalisasi pelepasan bersyarat ternyata masih kurang optimal.
Hal tersebut dikarenakan selain dii)atasi oleh syarat yang kakn vaitu harus 2/3 fnasa
pidana harus dijalani dan sekurang-kurangnya 9 bulan, pelepasan bersyarat juga tidak
mengakomodir semua pelaku kejahatan tindak pidana yang dikenai pidana penjara, di
samping juga dikarenakan fiktor persyaratan-persyaratan yang terlalu banyak dan
berbelit-belit. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang membuat pelepasan bersyarat
hanya diorientasikan semala-mala dalam konteks kepentingan pembinaan alan
pemasyarakatan, dan tidak diintegrasikan sebagai satu kesatuan kebijakan pemidannan
(Sentencing Folicy) dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu secara defakto
maupun pengakuvan gecara hukum, lembaga pemasyarakatan diakui sebagai bagian tidak
terpizahkan dari satu kesatuan sistem penyelengaraan hukum pidana. Dalam hal ini
seharusnya kebijakan pemasyarakatan sejanh mungkin juga harus diorientasikan untuk
kepentingan-kepentiingan yang bercifat menyeluruh dan terpadu. Pengakuan bahwa

lembaga pemasyarakatan sebagai bagian vang fak terpisahkan dari proses

N

® Romli Atmassasmita, Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Xearah Realisasi Gagasan Cpen Prison:
Kajian Prospektif Ranoargan Urndarg-Undarg Pemasyankaten © Yc@aakmra,k Merkalah Semiszar
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penyelengarasn hukum pidana dapat dilihat datam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang secara tegas menyebutkan bahwa
pemagyarakatan adalsh kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari sistem pemidanasn dari taia peradilan pidana. Sehubungan dengan
kenyataan bahwa kebijakan lembaga pemasyarkatan dalam proses pemasyarakatan lebih
diorientasikan pada fungsi-fungsi pembinaan, termasuk pelaksanaan pelepasan bersyarat
dan kurang berfikir sistematik, ada satu kritik yang sangat tajam dari Muladi™ yaitu
bahwa :
“ apa yang dilakukan oleh para pejabat koreksi lebih berorientasi ke dalam (/n
Ward Looking). Karakieristik sistem dalam rangka sistem peradilan pidana tidak
menonjol dan ada kesan fow Profife. Hal ini nampak kursng berfikir
menyeluruh lebih melihat pemasyarakatan sebagai metode pembinaan dari pada

gebagai sub sistem peradilan pidana. Transformasi nilai terhadap sub sistem
yang lain kurang difikirkan. ‘Terlaly bersifat rutin dan kurang memperhatikan

keterkaitan dengan sub sislem lain dan kebanggaan terhadap profesi kurang

nampak.
Rertumpu dari pendapat Muladi tersebwt apabila pelepasan bersyarat akan

difungsisosialisasikan tidak hanya konleks sistem pembinan narapidana, akan tetapi juga
diorientasikan pada fungsi sistem peradilan pidana secara terpacdu sebagai satu kesatuan
Sentencing Policy, pelepasan bersyaraf bisa digunakan sebagai sarana untuk ikut serta
datam penciptaan kebijakan pemidanaan, seperti digunakan untuk mepgurangi dampak
negatif dari adanya disparitas pidaﬁa. Wujud nyata dari kebijakan tersebut bisa berupa
mengadakan “penyesusian pidana” terhadep narapidana, dengan mengunakan sarana
pelepasan bersyarat tersebut, jadi dalam hal ini pelepasan bersyarat seakan-akan

difingsikan sebagai sarana untuk melakukan penilaian kembali terhadap pemidanaan

Nasiond Faladtas Hdaon UIL1995, hal 18
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yang dilakukan { Redateirneming of Purishment). Sehubungan dengan kemungkinan

pelepasan bersyarat difingsionalisasikan uufuk menpuranei adanya dumpael digparifaz

. S .
nidana febol Mot

e rupeREBVIGT UL D SEINPHL rencyspa jauh sisiem pemacsywakaiag telah
berparbaipari  detem popguror o aihpah  diegras ean pitdaia meiaiul
Voorwaardel(f in Vrcheidtelling” '

Menanggapi pandangan Muladi ini, Kalapas Semarang secara tegas menyaiakan
bahwa oricntasi pemikiran pelepasan bersyarat bahkan remisi kearsh yang dikemukakan
Mulada tergebut memang menjadi pemikiran para praktigi pemasyarakatan. Akan tetapi
permasalahan tentunya tidak semudah itu karepa kewenangan utama diberikan oleh
undang-undang sangat terbatas dan tugas vlamanya adalah bidang pembinaan. Menurut
Kalepas Semarsng apabila fungsi pelepasan bersyaral diorientastkan pada fungsi
Sentencing Policy yaita berperan sebagai sarana untuk melakukan penilaian kembali
terhadap pembinaan yang telah ada, adalah menyalahi kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang, karena kewenangan tersebut sebenarnya ada pada pengadilan. Senada
dengan pandangan Kalapas Semarang, menurnt hemat penulis kalau memang pelepasan
bersyarat akan diorientasikan pda fungsi Sentencing Policy sebagai sarana untuk
mengadakan penilaian kembali ferhadap pemidmnaan yang telsh ada, sebaiknys
kewenangan itu tetap berada ditangan lembaga pemasyarakatan {Menteri Kehakiman),
mengingat hakekat pelepasan bereyarat bukanlah pengeluaran narapidana dari lembaga
pemasyarakatan secara murni, akan tetapi pembebasan tersebut ditakukan dalam rangka

atan dalam konteks pembinaan, yailu pembinasn di luar lembaga (extramural

treatment).

90 Muladi, Pelaksenaan Sistem Pemasyarakatan Terpacil dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana
Terpedse (Semarang, Medalah Semitar Kanwil Depleh, Jowa Tengoh, 19884}, hal. 6
9% 1 futadi, Kapita Seiekéa Sistem Pidana, Op Cit, hal 122
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Berbeda dengan negara-negara lain, pelepasan bersyarat di Indonesia diberikan
kepada mereka yang menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana atau sekurang-
kurangnya ¢ bulan , untuk pidané seumur hidup dan pidana mati tidak diberikan. Lain
hainya dengan sistem pidana di negara Denmark, pelepasan bersyarat diberikan kepada
mereka yang dipidana seumur hidup.

Untuk sanksi pidana di Perancis pelepa;:ml bersyarat {Conditiona! Release or
Parole), selanjutnya disingkat PB diberikan apabila terpidana menunjt;kkan tanda:-tanda
perbaikan yang eerius. PB dapal diberikan setelah terpidana menjalani separuh
pidananya. Apabila terpidana adalah Recidivist, ia dapat memperoleh PB setelah
terpidana menjalani 2/3 (dua perliga) dari pidananya. Bagi narabidana seumur hidup,
dapat memperoleh PB, setelsh minimum menjalani 15 tabun penjara (Pasal 729
CCP/KUHAP).

Di pegara Yunani, Pelepasan bersyarat {(Conditional relecse) dapat diberikan

| apabila:
1. 'I‘erpidar'la telah menjalani 2/3 dari pidana yang dijatnﬁkan, minimal telah

menjaleni 1 tahun. .

2. 'Telah menjalani 20 tahun untuk pemjara seurur hidup.
3. Sudah menjalani separuh dari pidana yang dijatuhkan untuk terpidana yang
sudah berugia 70 tahun keatas, **
Persetjuan terpidana tidek menjadi syarat adanya pelepasan bersyarat ini. Perilaky
yang baik dari napi menjadi syarat untuk pelepasan bersyarat, teftapi tidak cukup.

Kondigi lain juga harus ada, khususnya ramalan/perkiraan jahat (Fhe Criminal

2 parda Nawawi Arief, Sari Kdioh Perbandingan Hiaun Pidana, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja
Grafindo Persads, Jakarte, hal 43,
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Prognosis) dari terpidana, menjadi hal vang sangat penting dipertimbanglan dalam
putusan. Putusan harus diambil oleh hakim majelis yang lengkap (3 hakim).

Untuk sistem sanksi pidana di Protugal, pelepasan bersyarat (Conditional release
or parole) terbagi menjadi dua bentul, yaitu Parole pilihan (Optional Parole) dan parole
wajib (Mandatory Parole). Parole pilihan untuk pidana penjirs yang lebik dari 6 bulan,
dan telah dijalani separubnya. Pelepasan bersyarat ini bukan merupakan hak getiap napi,
tetapt hal istimewa {a privilege and not a right) untuk napi tertentu. Sedangkan parole
wajib adalah pelepasan bersyarat yang hanya diberikan kepada napi yang dijatuhi pidana
penjara lebih dari 6 tabun. Setelah menjalani 5/6-nya dan belum pemah dibert “Parole
Pifihan”. Syarat-syarat yang dilekatkan pada®Parole” sama dengan syarat-syarat untuk
“Suspended Sentece” dan* Probation Order”.

Di negara St&iss, pelepasan bersyarat (Parole) tidak dimaksudkan sebagai suatu
tindakan lunak untuk para napi tertentu yang berkelakuan baik, dan tidak juga sebagai
hak para napi, tetapi merupakan bagian integral dari sistem penjara “parole” ini
merupakan tahaj) terakhir dari pelaksanaan pidana penjara sebelum yang bersangkutan
diberi kebebasan penuh. Seseorang vang dipidma “Confinement in ¢ FHouwse of
Correction” ataw “Prison Senfence”, dapat dikeluarkan (memperoleh “Parole™) setelah
menjalant 2/3 dari pidananya, minimal 3 bulan; dan-dalam hal dijatuhs pidana. seumur
hidup, setelah menjalani 15 tahun,

Sistemn pidana dan findaksn dalam KUHP Yugoslavia, pelepasan bersyarat
{Conditional Refease) menurut Pasal 50 (1), terpidana yang telah menjalani setengah

dari pidana penjara berat atau pidana penjara dapat diberikan pelepasan bersyarat.

93 Barda Nawawi Arief, op cit, hal, 59.
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Namun menurut Pasal 56(3) secara konsepsional dimungkinkan juga pelepasan
bersyarat diberikan bagi yang telah menjalani sepertiga pidananya.

Dari perbedaan sistem pemberian pelepasan bersyarat antara di Indonesia dan di
negara-negara lain, diharapkan pelepasan bersyarat di Indonesia tidak hanya diberikan
dua pertiga dari masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 bulan, tetapi diadskan
perluasan menjadi pelepasan bersyarat dapat diberikan setengah dari masa pidana
Untuk narapidana yang di pidana seumur hidup ataupun yang dipidana mati hendaknya

Jiuga mendapatkan pelepasan bersyarat.
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BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN
A. Kesimpulan Umum

Pembaharnan hukum  dilaksanakan dilatarbelakangi oleh ketidak mampunn hulum
gebagai lembaga yang memberi keadilan, perlindungan dan pemelibarasn ketertiban
dan keteraturan dalam masyarskat. Pembaharuan \hulmm horis mempunyai visi  ialah
ménempatkan hukum atas dasar “paradigma moral akal budi (&isingkat “ paradigma
moral”} menggantikan paradigma hukum lama yaifu didasarkan pada “paradigma
kekuasaan”, paradigma moral tersebut berupa seperangkat nilai yang egalitarian,
demokratis, pluralistis, singkatnya membangun “masyarakat madani {civil society).
Paradigma moral menghendaki agar tatanan hukum Indonesia dikembalikan kepada
sumbernya, yaitu “rakyaf”, sehinggn dengan demikian kepentingan dan orientast kepada
rakyal menjadi utama, serta menghendaki pelakeanaan hukom yang dilandasi oleh
keterbukaan dan kejujuran. |

Semua pihak, tertama kalangan masyarakat hukum perla memikikan dan
memperjuangkan suatu pembabaruan di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum  menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hulm di sini
tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan  hukum itn. Pembicaran mengenai proses penegakan hulum ini

menjangkan pula sampai kepada pembuatan hukurn, Perumusan pikivan  pembuat
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undang-undang {hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan furut menentukan
bagaimana penegakan hulum itu dijalankan. Ciangguan penegakan hulum  mungkin
terjadi apabila ada ketidak serasian antara “fritunggal” nilai, kaidah, dan pota perilaku.
Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang
berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola
peritaku tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu
dapatiah  dikatakan penegakan huokam bukanlsh semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyatoan di Indonesia kecenderungan-nya
adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu poputer. Seiain dari ifu,
maka ada kencenderungan yaﬁg kuat untek mengartikan penckan hukum sebagal
pelé’ksanamx keputusan-kepufusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang
agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada
perundang-undangan  atan keputusan-keputusan hakim tersebut malshan menggangu

kedamatan di dalam pergantan hidup.
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B. Kesimpulan Khusus

1. Kebijakan pemberian pelepasan bersyacat kepada narapidana dalam

peraturan perundmg-imdangml. dt Indonesia saat ini diatur dalam :

a  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 15 sampai dengan
Pasal 17.

b. Peraturan-peraturan yang menyebar dari berbagai surat keputusan, surat edaran,
juklak dari Menteri Kehakiman dan Direltur Pemasyarakatan serta pejabai terkait
antara lain

1. Peratwan Menteri Kebakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang
Agimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04-10 talnun 1589 tentang
Pelaksansan Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.O1-PK,04.10 Talunl989
tentang Aéiﬂlﬂﬂﬂih Pelepnsan bersyarat dan enti menjelang bebas.

3. Peraturan Mentert ¥ehukiman RI No.M.01-PK.04.01 Tahn 1991 tentang
Penvempurnaan Peratwan Menteri Kehakiman No.M.01-PE.04.10 tentang
Asimilasi, Pelepasan bersyaral dan cuti menjelang bebas.

4. Tnstruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04.10.21 tanggal 6 Februari
1991, fentang Pembakuzn istilah Tim Pengamat Pemasyarakutan {TFP),
pelepnsan  bersyarat (PE), cuti menjelang bebas (CMB) dan pidana
berayarat.(PB). |

5. Surnt Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06 PK.04.10 Tahun
1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan asimilasi, pelepasan bersyaral dan cuti

menjelang bebas.
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6. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.0I-PX.04.10 Tahun 1993 tenfang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01.PE.04.10 Talun 1989
tentang Asimilssi, pelepasan bersyarat dan cut\i menjalang bebas.

7 Surat Edaran Direkiur Jenderal Pemasyarakatan No.E-PK.04.10.35 tanggal 2
‘Agusms 1993 fentang Penvampaian  Pernfuran Menteri  Kehakiman
No.M.06.PK.04. 10 Tahun 1993 dan Juklak penghitungan pelepasan bersyarat.
Perataran-Peraturan fersebut di atas diperuntukan bagi narapidana yang
dijatubi hukuman jangka wakiu tertentu, untuk narapidana yang dijatuhi
pukuman seumur hidup dan pidana mati tidak diberikan pelepasan
bersyarat. Pelepasan bersyarat diberikan narapidana 2/3 atan selurang-
kurangoya 9 bulan teleh menjalani masa pidana.

2. Kebijakan Aplikasi pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan
pidana penjara bertitik tolak pada kecenderungan untuk menghindari dan
mernbatasi pidana penjara.  Pidana penjara mempunyai dampak yang
sangat negatif sehingea unfuk menckan hal tersebut yaitu dengan adanya
pemberian pelepasan bersyarat. Pelaksanaan pelepasan bersyarat diatar
dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Peraturan-Perafuran
Pemerintzh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Untuk yang akan
datang distyr dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2000, Tujuan dari pelepasan bersyaral yaitu memberikan
pendidikan kepada navapidana wntuk berbunt baik sehinggs {idnk alan
m-engulang,i perbuatan yang menyebabkan dipidana,

1, Kebijakan Formulasi mengenai pelepasan bersyarat dalam hukum pidana

yang akan datang menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang
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Hukum  Pidana Talun 2000 yaitu tidak hanya diberikan kepada
narapidana yang dijatubi pidana jangka waktn tertentu saja melainkan
diberikan kepada narapidana yang dijatubi hukuman seumur hidup dan
pidana mati. Menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidann bahwa. pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokek. Pidana
mati ditentukan dalam pagal tersendiri untuk menunjuklkan bahwa jesis
pidana ini benar-benar berzifat khusus don istimewa. Jeniz pidana mati
adalah vang paling berat den harus selalu diancamkan secara altcmﬁtif
dengan jenis pidana seumur hidup atas penjara paling fama 20 (dva puluh)
tahun, Pidana mali dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan
memberikon masa percobaan, sehingea dalam tenggang waktu masa
percobagn tersebul terpidana diharapkan dapat inemaperbaiki diri sehingga

pidana mati tidak periu.

Saran-Saran

Sesuai dengan hasit pembahasan dan kesimpulan maka dapat digsarankan beberapa

hat sebagai berikut :

1. Untuk merrdiingsionalisasikan pelepasan bersyarat baik dalam kerangka
pembinaan manpun kerangka kesafuan sistem peraditan pidana. Perlu diadakan
perubahan  kebijakan _dibidang kebijakan formulatif yang memberikan
kewenangan lebih luas dalam penerapan pelepasan bersyarat yang tidak terlals

terikat oleh batasan waktu yang sangal kaku dan sempit seperti sekarang ini, dan
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" apabila mungkin diterapkan prinsip indeterminate sentece dalam pemberian

pidana, karena pada prinsipnya pelakeanaan sistem pemasgyarakatan dengan
konsep penvembuhan tidak mungkin dibatasi dengan jangka wakfu tertentu,
karens tergantung dari perkembangan perilaku narapidana itu gendiri untuk
menjadi lebih baik.

mengingat pelaksanaan sistem pemasyarakatan lebih banyék bersinggungan
dengan masalab-masalah perilake, unfuk menunjang keberhasilan pelalsanaan
pemasyarakatan rmutlak diper}uk:m adanya praktisi masya_rakalan yang mempunya
tatar belakang pendidikan iimu perilaku geperti psikolog, paedogog, sosiolog dan
kriminolog, yang selama inl sama sekali tidak dimililki oleh lembaga

o

pemasyarakatan.
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